ANALISISPENGELOLAAN DANA KOPERAS
(Studi Pada Koperasi Mahkamah Syar’iyah 1di)

Oleh:
AFWAN ZAHRI
NIM : 5012017001

TESIS

Digjukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana lAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Afwan Zahri

NIM : 5012017001

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti
bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di

dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 03 Oktober 2020

Sa tk
TERAN Gag o YANE menyatkan,
'_. E]L ¢ :

FGA’I-(

'Ol’-\.‘-ta
773197719

ey

J
” Afwan Zahri
NIM: 5012017001




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jin. Meurandeh — Kota Langsa — Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: info(@iainiangsa.ac.id;
Website: http://pps.iainlangsa.ac.id/

Tesis Berjudul

Nama
NIM
Program Studi

Tanggal Ujian

PENGESAHAN

: Analisis Pengelolaan Dana Koperasi

(Studi Pada Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi)

. Afwan Zahri
15012017001

: Hukum Ekonomi Syariah
: 27 Januari 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 28 April 2021
Direktur,

S /
P[4

Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001




PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : Analisis Pengelolaan Dana Koperasi (Studi Pada

Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi)

Nama : Afwan Zahri
NIM : 5012017001
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. H. Zulkarnaini, MA.

Sekretaris : Mawardi, M.S.I.

Anggota : Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nst, MA.
(Pembimbing/Penguji)

: Dr. Safwan Kamal, M.E.I. ( )
(Pembimbing/Penguji)

. Dedy Suhery, SS., MS,, Ph.D, ( )
(Penguji)

Diuji di Langsa pada tanggal 24 Juli 2020
Pukul :09.00-10.30 WIB
Hasil/Nilai

Predikat



Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

oleh:

Afwan Zahri
NIM: 5012017001

Tanggal Ujian : 27 Januari 2021

Disetujui oleh:
Dr. H. Zulkarnaini, MA.
NIP. 19670511 199002 1 001

Mawardi, MSI.
NIP. 19740510 201411 1 002

Dr. Early Ridho Kismawadi, MA.

NIDN. 2011118901

Dr. H. Mohd. Nasir, MA.
NIP. 197712182006041008

Dedi Suheri, SS, MS, Ph.D.

Periode Wisuda : 2021

Ketua ( M\..,&.:\ ;

Sekretaris (

Penguji ( ) -

Pembimbing/Penguji ( /7

Pemblmblng/Pengujl

Direktur Pascasarjana Program Magister
IAIN Lang$a

|
Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001




NOTA DINASPEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah

Pascasarjana |AIN Langsa

Assalamu’alaikumwr. wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap

penulisan tesis yang berjudul :

ANALISISPENGELOLAAN DANA KOPERAS
(Studi Pada Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi)

Yang ditulisoleh :
Nama . Afwan Zahri
NIM : 5012017001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat digjukan kepada Program Studi
Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam
rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu’alaikum wr, wb.

Langsa, 03 Oktober 2019

Pernbwmbing |

't

Dy, Bsmail Fahmi Arrauf Nasution, MA.
NIP. 19750829 200801 1 007




NOTA DINASPEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah

Pascasarjana |AIN Langsa

Assalamu’alaikumwr. wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap

penulisan tesis yang berjudul :

ANALISISPENGELOLAAN DANA KOPERAS
(Studi Pada Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi)

Yang ditulisoleh :
Nama . Afwan Zahri
NIM : 5012017001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat digjukan kepada Program Studi
Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam
rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu’alaikum wr, wb.

Langsa, 03 Oktober 2019

Pembimbing (1

)

B Safwan kamal, MEL
NIDN. 2011118901




ABSTRAK

Konsep pendirian Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep
Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama
oleh dua orang atau lebih, yang memberikan kontribusi dana dalam porsi yang
sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Di sini
penulisingin mengkaji bagaimana latar belakang |ahirnya mekanisme pengelolaan
dana koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi dan bagaimana pelaksanaan pengelolaan
dana koperasi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah serta bagaimana peluang dan
tantangan pelaksanaan system syariah pada Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi.
Pendekatan dalam pendlitian ini menggunakan pendekatan Phenomenology, yaitu
mengamati bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana Kopa Idi yang dijalankan
oleh pengurus. Jenis penditiannya adalah kualitatif, penditian yang
memfokuskan pada hakikat dan proses pelaksanaan pengelolaan dana koperasi,
teknik pengumpulan data dengan observasi, data primer dengan wawancara, data
sekunder dari dokumen-dokumen, teknik analisa data dengan metode deskriptif
kualitatif yaitu proses penelashan dan penyusunan secara sistematis terhadap
transkip wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwasanya latar belakang dari mekanisme pengelolaan dana koperasi Koperasi
Pengadilan Agama Idi (KOPA 1di) dipicu oleh keinginan yang luhur dari para
pendiri untuk menyejahterakan semua anggota Kopa Idi. Pelaksanaan pengelolaan
dana pada KOPA Idi periode 2016-2018, termasuk kelompok Syirkah
Mufawadhah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha.
Penulis mendapati semua usaha Kopa Idi hukumnya dibolehkan, kecuali pada
pinjaman masih ada bunga, sering dikenal dengan riba, hukumnya haram.
Berbicara peluang dan tantangan dalam menerapkan system syariah pada
koperasi, peluang ada payung hukum nasional untuk menjalankan koperasi
syariah sudah diatur dalam Permen Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang
Pedoman Standar Operasional Mangemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan
Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. dan sebagian anggota Kopa Idi ada yang
mengetahui hukum ekonomi syariah sehingga mudah Koperasi bertransformasi ke
system syariah. Sedangkan tantangan untuk menerapkan system syariah yaitu
pada Kualitas SDM yang masih kurang paham dengan hukum ekonomi syariah
dan banyak anggota beranggapan jika koperas dirubah ke koperasi syariah, maka
keuntungan dalam bentuk SHU akan berkurang, mindset ini yang sulit dirubah.
Kata Kunci: Pengelolaan, Koperasi, Kopa Idi, System Syariah.



Abstract

The concept of establishing a Sharia Cooperative basically uses the
Syirkah Mufawadhoh concept, which is a business founded jointly by two or more
people, who contribute funds in equal portions and participate in work with the
same weight. Here the author wants to examine the background of the birth of the
cooperative fund management mechanism of the Syar'iyah Idi Court and how the
implementation of cooperative fund management in terms of Sharia Economic
Law and how the opportunities and challenges of implementing the sharia system
in the Syar'iyah Idi Court of Cooperatives are. The approach in this study uses a
phenomenology approach, namely observing how the implementation of Kopa Idi
fund management is run by the board. The type of research is qualitative, research
that focuses on the nature and process of implementing cooperative fund
management, data collection techniques with observation, primary data with
interviews, secondary data from documents, data analysis techniques with
gualitative descriptive methods, namely the process of systematic review and
preparation of interview transcripts and documentation. Based on the results of the
study, it is known that the background of the cooperative fund management
mechanism of the Idi Religious Court Cooperative (KOPA Idi) was triggered by
the noble desire of the founders for the welfare of all members of Kopa Idi.
Implementation of fund management at KOPA Idi for the 2016-2018 period,
including the Syirkah Mufawadhah group, namely the collaboration of two or
more people to conduct a business. The author finds that all Kopa Idi businesses
are legally allowed, except on loans that still have interest, often known as usury,
the law is haram. Talking about the opportunities and challenges in implementing
the sharia system in cooperatives, the opportunity for a national legal umbrellato
run sharia cooperatives has been regulated in Ministeria Regulation Number
35.2/Per/M.KUKM/X/2007 concerning Guidelines for Standard Operational
Management of Sharia Financial Services Cooperatives and Sharia Financial
Services Units. Cooperative. and some members of Kopa Idi have knowledge of
sharia economic law so that it is easy for cooperatives to transform to a sharia
system. While the chalenge to implement the sharia system is the quality of
human resources who are still not familiar with sharia economic law and many
members think that if the cooperative is changed to a sharia cooperative, the
profitsin the form of SHU will be reduced, this mindset is difficult to change.
Keywords: Management, Cooperatives, Kopa Idi, Sharia System.
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Pedoman Trandliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama Rl dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam tranditerasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan

trangdliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab| Nama Huruf Latin Nama
Alif  |Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan
Ba B Be
Ta T Te
Sa S Es (dengan titik diatas)
Jm J Je
Ha H Ha (dengan titik dibawah)
Kha Kh Kadan Ha
Dal D De
Zd z Zet (dengan titik diatas)
Ra R Er
Za Z Zet
Sin S Es
Syin Sy EsdanYe
Sad S Es (dengan titik dibawah)
Dad D De (dengan titik dibawah)




Ta T Te (dengan titik dibaah)
Za Z Zet (dengan titik dibawah)
‘Ain ‘ Komaterbalik (diatas)
Gain G Ge
Fa F Ef
Qaf Q Ki
Kaf K Ka
Lam L El
Mim M Em
Nun N En
Wau W We
Ha H Ha
Hamzah ’ Apostrop
Ya Y Ye

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tungga
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
trandliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrahl | |
Dammah U U

b. Voka Rangkap
Voka rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:



Tanda Nama Gabungan Hur uf Nama
fathah dan ya Al adani
fathah dan wau Au adanu

Contoh:
Kataba =
Fa‘ala =
Zakira =
Yazhabu = ol
[« .:Ia —
Kaifa = &S
Haula = Js»
3. Maddah

Maddah atau voka panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
trandliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Huruf dan
dan Nama Nama
Tanda
Harakat
. ~ A dan garis
/ fathah dan alif A di atas
T | dan garisdi
kasrah dan ya I atas
dammah dan wau U U dgn gans
di atas
Contoh:
Qala =
Rama =
Qila = Js
Yaqulu = Jse

4. TaMarbutah
Tranditerasi ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, trandliterasinya adalah /t/.

b. Tamarbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, trandliterasinya
adalah /h/.

c. Kaau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah makata
marbutah itu ditrandliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Raudah a-Atfa =
Raudhatul atfal
al-Madinah al-Munawwarah = A

Vi




a-Madinatul-Munawwarah
Tahah =

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam trandliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:
rabbana
Nazzala
al-Birr
a-Hajj
Nu’imma

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
namun dalam trandliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf / / diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditrandliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Contoh:
ar-Rajulu
as-Sayyidatu
asy-Syamsu
a-Qalamu
al-Badr’u
al-Jalalu

&l

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditranditerasikan dengan apostrop.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.
Contoh:
Ta’khuzina =
an-Nau’ =
Syai’un =
Inna =
Umirtu =

Vii



Akaa =

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setigp kata, baik fi’il, issm maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
sehingga dalam tranditerasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan
kata lain yang mengikutinya

Contoh:
SEHE
Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
B FEE
Faaufu al-kailawa al-mizan
Faauful- kailawa-mizan
Jial 2l il
Ibrahtm al-Khalil
Ibrahimul-Khalil
Lls o5 B jae
Bismillahi majreha wa mursaha
s ) <l )

Walillahi *alan-nasi hijju al-baiti manistata‘a ilaihi sabila
Walillahi *alan-nasi hijjul-baiti manistata‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
trandliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapita digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul
85k A8y Al il aa i
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi biBakkata mubarakan
GO 4 034 G Ghimay Dk

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Syahru Ramadanal-1az1 unzila fihil-Qur’an

SR G 3T S5
Wa lagad raahu bi al-ufuqg al-mubin
Wa lagad raahu bil-ufugil-mubin .

NARISPES
Alhamdu lillahi rabb al-‘alamin

viii



Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
Cu b iy Al e Hlal
Nasrun minallahi wafathun g~
lies 5aY1 4
Lillahi al-amru jamt“an
Lillaahil-amru jamt‘an
ade ¢l n 08
Wallahu bikulli syaiin “alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
tranditeras ini merupakan bagian yang tak terpisshkan dengan IImu
Tawid.Karena itu peresmian pedoman trandliterasi iniperlu disertai dengan
pedoman tajwid.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam
menggerakkan perekonomian nasional, seperti perbankan dan koperasi. Dalam hal
ini membantu para pelaku usaha untuk merintis, membangun dan
mengembangkan usahanya melalui pembiayaan produktif. Seperti pada koperasi
yang berazaskan gotong royong dan berkarakter kerakyatan sehingga mudah
diterima oleh semua | api san masyarakat.

Revolusi industri, ketika itu sedang ada peristiwa ekonomi politik liberal
yang berakibat menjadi kuatnya paham kapitalisme.! guna mencari pendapatan
yang besar yang berdampak makin meningkatnya para pencari kerja, antar buruh
terjadi persaingan yang sangat besar dan semakin rendah pendapatan buruh.?
Dalam situas tersebut terbit intelek-intelek sosial seperti Robert Owen dan Dr.
William King yang membuat sebuah ide membentuk perkumpulan sosial dan
koperasi demi menjadikan kehidupan buruh lebih baik pada waktu itu di tahun
1830.°

Soesilo (2008) dalam buku tersebut, Ima Suwandi mengatakan pada
tahun 1793 lahir The Friendly Societies Act (perkumpulan aksi persahabatan)
yang menjadi cikal bakal lahirnya perkumpulan-perkumpulan yang dasarnya
untuk saling menolong di dalam bidang ekonomi di antara anggotanya dalam
suatu komunitas. Pada tahun 1844 di Inggris (Rochdale) ada 28 orang pekerja
tenun yang di prakarsa oleh Charles Howard, dimana ia sebaga perintis
berdirinya koperasi konsumsi yang mana dikenal dunia dengan nama “The

Rochdale Society’s Of Equitable Pioneers”, salah satu pakar ekonomi disebutkan

'Damanhuri Didin S, Ekonomi Politik dan Pembangunan,(Bogor: |PB Press: 2010), 14.

2 Sagimun MD, Koperasi Indonesia, (Jakarta: Manasco Departemen Perdagangan dan
Koperasi: 1983/1984), 18

% Ninik Widiyanti & Sunindhia,Koperasi dan Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta & Bina Adiaksara, 2003),17-20



dalam buku Soesilo (2008), George Lessere bahwa koperasi konsumi tersebut
merupakan koperasi perdanadi dunia.*

The Rochdale Society’s Of Equitable Pioneers” atau yang dikenal dengan
koperasi konsums perdana di atas dunia tersebut mengevaluasi keatuhan
koperasi yang pernah mau awalnya, kemudian disetujui setiap orang dalam
koperasi diharuskan memberikan 240 pence yang di cicil di setiap pekan, dua
pence dan diharuskan memberikan uang dasar sebesar satu poundsterling bagi
modal perkembangan usaha. Selanjutnya mensepakati enam pokok-pokok
gagasan sebagai azas kerja koperasi diantaranya adalah kemerdekaan, solidaritas,
keadilan ekonomi, aturisme, dan peningkatan kesgjahteraan. Kemudian enam
inti-inti gagasan tersebut yang membuat landasan azas-azas koperasi Rochdale.
Pada tahun 1851 koperasi tersebut “The Rochdale Society’s Of Equitable
Pioneers” dapat membangun perusahaan industri, membangun perumahan bagi
anggota koperasinya, dan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 5.526
anggota di tahun 1855.°

Koperasi konsumsi tersebut meraih kesuksesan pada masanya dan dapat
menjadi teladan bagi Negara lainnya seperti di Negara Inggris yang telah dapat
membangun koperasi untuk kaum buruh. Setelah itu, dari tahun 1853 koperasi di
Negara Inggris sudah diakui sebagai The Industrial and Provident Societes.
Semangat dalam membangun koperasi juga telah berkembang di berbagai negara
di benua Eropa dan banyak negara Eropa lainnya, sampai juga ke benua Amerika
seperti Amerika Serikat, benua Asia seperti Indonesia.dan Korea Selatan.

Awal mula adanya Koperasi di negara Indonesia pada tahun 1896, waktu
itu ada seorang Pamong Prgja Patih TR. Aria Wiria Atmaja yang berada di kota
Purwokerto. Pamong tersebut membangun sebuah bank untuk pegawai negeri
sipil. Upayanya tersebut di dorong karena adanya niat yang tulus untuk menolong
para pegawa hegeri tersebut yang menderita karena terjebak oleh lintah darat
yaitu rentenir yang membebankan bunga tinggi bagi pegawa negeri yang
memerlukan pinjaman, model koperasi yang dibangun oleh Pamong tersebut

YIbid., 22-23
®Ibid.



seperti model koperasi kredit yang berada di Jerman yang dikenal dengan nama
Raiffeisen.’

Sementara itu, pergerakan nasional untuk mengusir para penjgah dari
bumi pertiwi terus bergerak. Para pejuang memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia, selalu menggunakan akses perkoperasian tersebut. Peletak dasar
pengembangan koperasi di Indonesia bersamaan pada lahirnya perkumpulan
organisasi “Budi Oetomo” di tahun 1908. Organisasi kebangsaan dipelopori oleh
Gunawan Mangunkusumo dan Sutomo menjadi perintis dalam pendirian koperasi
kergjinan dan industri kecil.’

Di tahun 1915 lahir peraturan perundangan koperasi untuk waktu perdana
yang disebut “Verordening op de Cooperative Vereenigingen”(Konimklijk Besluit
7 April 1912 sthl. 431), yakni aturan tentang berserikatnya koperasi dan dapat
diterapkan di semuabangsa. Tidak hanya berlaku bagi bangsa Indonesia sgja.’

Perkembangan koperasi di Negara Indonesia mula mengepakkan sayap
setelah Negara Indonesia merdeka dari penjgahan Belanda tahun 1945. Untuk
kemajuan koperasi selaras seperti yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945,
selanjutnya di bulan Desember 1946 pemerintahan Indonesia melaksanakan
evaluas terhadap organisas Jawatan Koperasi dan Jawatan Perdagangan. Tugas
jawatan pertama bertugas sebagai Pembina bagi gerakan koperasi dan tugas
jawatan terakhir adalah fokus pada perdagangan.®

Begitu halnya dengan negara seperti Korea Selatan dan Indonesia
kemagjuan koperasi di Indonesia sudah dikenal pada awal abad ke-20, tepatnya
setelah merdeka dari penjgjahan Belanda tahun 1948.%° Sebaliknya pada negara
Swedia, kemajuan koperasi dikenal sgjak abad ke-19. Jika kita melihat di negara
paman sam Amerika Serikat, perkembangan koperasi sudah dimula sgak abad

®NinikWidiyanti dan Y .W. Sunindhia,Koperasi dan Perekonomian Indonesia, cet. Ketiga,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 25

"Sudarsonodan Edilius, Koperasi dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2018), 38

8Ninik Widiyanti, dan Y.W. Sunindhia,“Koperasi dan Perekonomian Indonesia”,
Cetakan | (Jakarta: Bina Aksara, Agustus 1989), 26

°Sudarsono dan Edilius, Koperasi dalam Teori dan Praktek, 44

19 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA,1997),
22-24



kedelapan belas. Sampai tahun 2009 koperasi yang telah mengepakkan sayapnya
di setiap Negara dunia beragam, seperti yang terlihat di data ICA (International
Cooperative Alliance) bahwa ada 300 banyaknya koperasi kelas dunia yang
memiliki SHU sebesar Rp. 7 triliun sampai dengan Rp 659 triliun. Méelihat hasil
penelitian bahwa koperasi yang di miliki oleh Indonesia tidak masuk dalam
kategori 300 koperasi kelas dunia. Kebalikannya pada Negara Swedia dan
Amerika Serikat, mereka memiliki koperasi yang masuk dalam kategori 300
koperasi kelas duniamenurut data ICA. ™

Daam menyesuaikan diri dengan perkembangan politik yang ada,
gerakan koperasi merencanakan mengadakan musyawarah tingkat nasional.
Musyawarah tersebut dikenal dengan nama Musyawarah Nasional kesatu Gerakan
Koperas Indonesia, disingkat Munas | Gerkopin yang dilaksanakan di Jakarta
pada tanggal 13-17 Juli 1966. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Menteri
Perdagangan dan Koperasi dengan sigap menyambut hasil keputusan Munas
Gerkpin | tersebut. Melalui Surat Keputusan No. 070/SK/111 1966 dibentuk panitia
peninjauan undang-undang tentang Koperasi No. 14 tahun 1965 dan panitia ini
kemudian membuat konsep tentang peraturan perundangan koperasi. konsep
tentang peraturan perundangan koperasi tersebut telah selesal di buat dan di serah
terimakan kepada presiden Jenderal TNI Soeharto, yang kemudian mensahkannya
menjadi Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian,
tangga 18 Desember 1967, undang-undang ini diberitakan dalam lembaran
Negara No. 23 tahun 1967."

Setelah Undang-undang pertama No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perkoperasian terbentuk, kemudian koperasi di Indonesia sekarang ini telah diatur
dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam
pandangan bapak koperasi Indonesia, Moh. Hatta bahwa koperasi ialah sebuah
wadah perserikatan orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan
merdeka untuk masuk dan keluar dari keanggotaaan koperasi, di dalam usahanya

bersama untuk menggerakkan roda perusahaan ekonomi dimana setiap anggota

1 Djabaruddin Djohan, Profil Koperasi-Koperas Kelas Dunia, (Jakarta: LSP2I-
ADOPKOP INDONESIA, 2009), ix
'2gudarsonodan Edilius, Koperasi dalam Teori dan Praktek, 65



koperasi berkontribusi dengan jasa-jasanya menurut kegiatan yang telah
ditentukan dan tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya moda yang di
setorkan.™®

Koperasi ada yang berbentuk konvensional juga ada yang berbentuk
Syariah.Koperasi syariah didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang terorganisir
secara rapi, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang
operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Syariah.**

Koperasi terdiri dari beragam bentuk, salah satunya adalah Koperasi Jasa
Keungan Syariah atau sering disebut dengan KJKS. Dalam pasal 33 UUD 1945
menyebutkan bahwa keberadaan KJKS tersebut menjamin kehidupan berkoperas
serta di dukung oleh PP Nomor 9 Tahun 1995 perihal Pelaksanaan K egiatan usaha
simpan pinjam oleh Koperasi dan terkahir diatur dalam Keputusan Menteri
Koerasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Usaha KJKS.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (M.KUKM) Republik
Indonesia yang membawahi perkoperasian di seluruh Indonesia termasuk koperasi
syariah, mengeluarkan peraturan tentang bagaimana tata cara petunjuk penilaian
kesehatan koperas syariah yang di termaktub dalam Peraturan Menteri Nomor
35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 yang mengatur tentang kepatuhan koperasi syariah
menjaga prinsip syariah. Hal tersebut diatur sedemikian rupa demi menjaga
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi syariah.™

Diharapkan setelah ada peraturan dan kebijakan dari kementerian terkait,
agar setiap koperas syariah ketika melaksanakan kegiatannya baik di bidang
pembiayaan, simpanan dan investasi berlandaskan jati diri dan pola syariah secara

professional sesuai dengan kaidah dan prinsip kehati-hatian dan kesehatan

3 Abu Ivan, Penyelenggaraan Koperasi Pondok Pesantren, (Jakarta: Hidakarya Agung,
1981),4

¥ Nur Syamsudin Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktek (Tanggerang: Pustaka
AufaMedia, 2012),4

1> K ementrian KUMKM, Permen Nomor 35.3 tahun 2007,Pedoman Penilaian Kesehatan
KIKSUJKS Koperasi dalam www.kmumkm.go.id, diakses pada tanggal 24 Januari 2019, 6



koperasi, sehingga membuat kepercayaan masyarakat meningkat dan memberikan
manfaat yang besar kepada anggota dan masyarakat di lingkungan sekitar.*®

Pelaksanaan operasi antara KJKS dan BMT (Baitul Mal wa Tamwil),
tidaklah terlau besar perbedaaannya. Sebagaimana diketahui BMT (Baitul Mal wa
Tamwil) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dalam operasionalnya
beroperasi berbasis syariah dengan prinsip bagi hasil yang didirikan oleh dan
untuk suatu komunitas masyarakat di suatu daerah.” Sebagai lembaga keuangan,
keduanya antara KJKS dan BMT memiliki kesamaan fungsi, yaitu bidang
pengumpulan dan penyaluran dana. Produk yang ada di dalamnya pun sama,
seperti untuk penghimpunan dana memakai istilah tabungan atau simpanan.
Sebaliknya untuk penyaluran dana keduanya memakai istilah yang sama yaitu
pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah dengan sistem bagi
hasil (mudharabah). Untuk mendirikan kedua lembaga ini, disyaratkan memiliki
minimal 20 orang anggota.'®

Hakikatnya kehadiran koperasi syariah merupakan sebuah harapan dari
masyarakat muslim akan adanya pengganti koperasi konvensional dengan
berlandaskan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan yang di syariatkan dalam
agama Islam dan kepatuhan terhadap kebiasaan ekonomi yang pernah dilakukan
oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW.

Landasan berdirinya Koperasi Syariah memaka agad Syirkah
Mufawadhah yaitu suatu usaha yang berdiri secara bersama-sama mulai dari dua
orang atau lebih, perserikatan orang tersebut bersama memberikan kontribusi
dalam bentuk dana yang jumlahnya sama dan berkolaborasi di dalam bekerja
dengan beban kerja yang sama pula. Semua anggota saling menanggung baik
dalam hak dan kewagjiban. Dengan catatan, tidak boleh seorang anggota lebih
besar modal dan keuntungan yang akan di dapat dibandingkan dengan anggota
lainnya. Salah seorang Ulama yang bernama Sayyid Sabiq mengatakan bahwa
syirkah mufawadlah ialah suatu perikatan kerja sama dua orang atau lebih di

I bid.

Y Azyumardi Azra, Berdema Untuk Semua, (Jakarta:PT.MizanPublika,2003), 236

8 Anonimous, Modul Koperas Jasa Keuangan Syariah, (Jakarta: Deputi Bid.
Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM RI, 2012), 6



dalam melakukan suatu usaha dengan syarat, pertama; besaran modal masing-
masing anggota sama, kedua;sama-sama memiliki wewenang dalam mengelola
koperasi, ketiga; semua anggota beragama yang satu yaitu Islam dan keempat;
setigp anggota mempunyai hak dalam bertindak dan mengatasnamakan suatu
koperasi.*®

Daam usaha simpan pinjam, koperasi syariah berperan memberikan
kesempatan kepada para anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah
tanpa memaka bunga pinjaman. Anggota koperasi yang mengambil pinjaman,
sumbernya diambil dari kumpulan simpanan anggota koperasi itu sendiri. Tujuan
daripada pinjaman di koperas untuk membantu pemenuhan keperluan dan
kebutuhan anggota koperasi serta untuk menjadikan anggota koperasi sgjahtera.
Dalam artian pemenuhan untuk kebutuhan primer, sekunder atau tersier.

Sedangkan untuk usaha Pembiayaan koperasi menggunakan Agad
Murabahah, yaitu Agad Jua Beli, dimana koperasi membeli suatu benda atau
barang yang dipesankan oleh anggota koperasi, lalu koperasi menjualnya kepada
anggota koperasi dengan penambahan keuntungan dari harga modal sebagai jasa
koperasi dan biaya yang diperlukan untuk membeli benda atau barang yang
dipesan oleh anggota koperasi tersebut. Untuk usaha Investasi, koperasi syariah
memaka Agad Mudharabah, yaitu Agad bagi hasil, antara pemilik modal dalam
hal ini setigp anggota koperasi dan pengelola usaha yakni koperasi itu sendiri
yang dikelola oleh pengurus koperasi, bagi hasil yang dimaksud kan berbagai
variasi, dimulai dari bagi hasil 30:70, 40:60, 50:50 atau sesuai kesepakatan antara
kedua pihak, baik dalam hal keuntungan membagi hasil maupun dalam
menanggung kerugian juga bersama.

Banyak orang ingin bergabung sebagai anggota pada koperas,
dikarenakan koperass merupakan lembaga keuangan yang berazaskan
kekeluargaan dimana sesama anggota dirasa ikatan emosional dan kerjasamanya

sangat hangat seperti keluarga sendiri. Selain berazas kekeluargaan, koperasi juga

19 Sayyid Sabig,Fikih Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Malik,(Bandung: Al-Ma’arif, 1997),
177



bersifat demokratis dalam artian setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang
sama dan dapatberkontribusi secaralangsung baik dalam modal dan tenaga.

Koperas memiliki sifat ekonomi kerakyatan sehingga menjadikannya
sebagai perkumpulan organisasi ekonomi yang bersahabat dalam membantu
menaikkan taraf perekonomian Indonesialebih tinggi.

Dimana Negara Indonesia dikenal sebagai Negara yang berpenduduk
mayoritas Islam, sehingga system ekonomi kerakyatan dalam koperasi dapat
diterapkan dengan berlandaskan prinsip Islam. Dua unsur yang terdapat dalam
koperasi syariah seperti karakter kerakyatan dan karakter spiritual dapat
bergabung menjadi nilai-nilai syariah. Sehingga kedua unsur tersebut dapat
mengakomodir kebutuhan pelaku ekonomi mikro yang menginginkan koperasi
berbasis syariah Islam

Pada pembahasan Koperas Jasa Keuangan Syariah, penulis ingin
meninjau Karakter dari Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi yang diberi nama
KOPA Idi. Koperasi KOPA Idi berbadan hukum dengan Nomor 2092/BH/XII,
berdiri sejak 05 September 1989.%° Saat ini jumlah anggota Koperasi KOPA Idi
berdasarkan data sampai 31 Desember 2018 berjumlah sebanyak 40 orang
anggota.Kewagjiban bagi peserta KOPA Idi yang ingin bergabung adalah setiap
anggota wajib menyetor biaya pokok sekali, biaya wajib setiap bulan dan biaya
suka rela bagi yang ingin menambah simpanan. Koperasi KOPA 1di menerapkan
agad mudharabah atau bagi hasil bagi anggota yang ingin mengambil
peminjaman, dengan nisbah 70%:30% keuntungan, 70% bagi Koperasi, 30% bagi
peminjam.Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi Memiliki dua produk, pertama
peminjaman dan kedua investas di bidang usaha pembuatan surat gugatan,
penjualan rokok dan pulsa®*

Hadirnya KOPA |di pada dasarnya sebagai pemenuhan kebutuhan semua
karyawan Mahkamah Syar’iyah Idi dengan jalan peminjaman berazaskan gotong

royong dan berkarakter kerakyatan dan berprinsip mudharabah untuk investasinya

“Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.l., Pengesahan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi, (Banda Aceh : Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha K ecil
R.l, 1996), 1

2T, Swandi, SHI, MH, Ketua KOPA Idi 2016-2018, Idi Rayeuk, 31 Desember 2018



bagi seluruh karyawan yang ingin mendapatkan keuntungan dari usaha demi
untuk kemakmuran semua anggota koperasi KOPA 1di.

Prinsip mudharabah atau bagi hasil tersebut memang tidak tersebutkan
secara eksplisit di dalam AD/ART Kopa Idi, baik di AD/ART tahun 1989 dan
1996. Tetapi ianya dapat tergambar pada prosentase bagi hasil keuntungan usaha
yang akan dibagikan kepada anggota yang aktif dan anggota yang tidak aktif
sesuai aturan yang digariskan dalam AD/ART. Berangkat dari pemahaman
tersebut lah penulis ingin mengkaji, apakah pembagian bagi hasil tersebut sama
dengan prinsip mudharabah pada hukum ekonomi syariah.

Dsini penulis melihat mash terdapatnya kerancuan pada agad
mudharabah atau bagi hasil yang diterapkan dalam usaha simpan pinjam kepada
anggota koperasi. Misalkan, pada produk peminjaman, KOPA Idi memberikan
pinjaman kepada anggotanya dengan jasa pinjaman 0,5 % setiap bulannya. Jangka
waktu dimula 1 bulan hingga 12 bulan. Dimana ketika anggota membayar setiap
bulan pokok pinjaman ditambah dengan jasa pinjaman 0,5 %, maka anggota akan
mendapat lagi hasil dari jasa pinjaman 0,5 % tersebut yaitu 30% dikembalikan
kepada s peminjam, sedangkan jasa peminjaman 70% nya kembali kepada
Koperasi. Setelah 12 bulan berjalan atau 1 tahun usaha berjalan, maka Koperasi
akan membukukan laba dari usaha pinjaman yang telah diberikan kepada anggota.
Hasil akhir, laba koperas yang 70% dari jasa peminjaman tersebut di bagi
kembali kepada semua anggota koperasi.?

Agad mudharabah pada ketentuannya di gunakan pada usaha yang
bersifat investasi, yaitu usaha dimana bercampurnya modal dan tenaga dimana
keuntungan yang akan di dapat dari modal yang diputar dan menggunakan tenaga
atau jasa seseorang baru setelah itu akan di dapat keuntungan untuk selanjutnya
dapat dibagi hasil menurut kesepakatan yang telah dilakukan di awal oleh pemilik
modal dan pengelola. Tetapi pada Kopa Idi, agad mudharabahdi gunakan pada
usaha simpan pinjam bagi anggotanya.

Simpan pinjam tersebut merupakan usaha koperasi bagi anggota yang
memerlukan pinjaman uang. Dalam prakteknya, uang yang dipinjamkan kepada

ZIbid.
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anggota dijadikan suatu komoditi atau barang, dari uang yang dipinjamkan
tersebut akan menghasilkan keuntungan dengan pengenaan jasa atau bunga
sebesar 0,5% per bulannya dari besaran pinjamannya, dan keuntungan dari jasa
0,5% tersebut yang didapat akan dibagi hasilkan kepada peminjam dan semua
anggota koperasi dengan persentase 30% dan 70%.

Disini  penulis melihat adanya kesdahan sistem margin pada
pel aksanaannya, karena pengenaan margin berupa jasa pada usaha simpan pinjam,
menggunakan agad mudharabah yang seharusnya dipakai pada usaha investasi.
Pada agadnya sekilas tampak sesuai dengan prinsip syariah, tetapi pelaksanaannya
konvensional karena menggunakan bunga pinjaman pada usaha simpan pinjam,
seharusnya pada usaha simpan pinjam tidak boleh dikenakan pengenaan bunga
karena objek dari usaha ini adalah uang bukan benda atau barang seperti pada
usahainvestasi.Oleh karenaitu, penulis menduga ada kekeliruan penggunaan agad
pada usaha simpan pinjam tersebut.

Penulis menyadari sebagian besar anggota Kopa Idi merupakan sarjana
hukum Islam, bahkan ada yang dari sarjana hukum ekonomi syariah atau
muamalah atau minimal orang yang paham tentang hukum ekonomi syariah.
Sudah barang tentu pemahaman para anggota Kopa Idi tersebut terhadap
pel aksanaan koperasi yang berprinsip syariah sedikit nya pasti tahu. Tetapi penulis
tidak mengetahui mengapa Kopa Idi tersebut berjalan seperti biasanya dan
berkelanjutan tanpa ada ide atau pemikiran untuk mengkaji AD/ART Kopa Idi
apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang dalam pelaksanaan
pengelolaan dananya terbebas dari riba. Karena koperas merupakan penyokong
ekonomi bagi para anggotanya, dimana kegiatan koperasi tersebut selain
memudahkan anggota koperasi mendapatkan pinjaman juga dari koperasi dapat
menghasilkan keuntungan dari kegiatan usaha yang akan dibagi pada akhir tahun.
Kegiatan koperasi atau muamalah tersebut berkaitan erat dengan ibadah kita
selaku muslim. Yang mana dalam kegiatan muamalah kita diatur dengan rambu-
rambu halal dan haram. Untuk itu perlu diperhatikan apakah kegiatan koperasi
Kopa Idi sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah atau belum. Dari

kekhawatiran inilah, penulis ingin meneliti tentang keabsahan akad peminjaman
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uang sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan apakah bagi hasil
(mudharabah) dari kegiatan usaha yang dijalankan koperasi Kopa Idi sudah sesuai
prinsip ekonomi syariah.

Setelah pemaparan penjelasan latar belakang di atas bahwa, koperasi
Kopa Idi harusnya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dana koperasi sesuai
dengan prinsip syariah, karena pada unit usaha koperasi yaitu peminjaman sudah
menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil, dimana akad tersebut di kena
dalam kegiatan muamalah dalam menjalankan kegiatan usaha secara bersama-
sama untuk mendapatkan keuntungan. Sebab itu peneliti terpanggil jiwa untuk
mengadakan penyelidikan dan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis
Pengelolaan Dana Koperasi (Studi pada Koperasi Mahkamah Syar’iyah 1di)

B. Rumusan Masalah
Sebuah Masalah di dalam penelitian, selayaknya harus di fokuskan
permasal ahannya dengan jelas dan terukur, sehingga dapat dipahami dengan pasti
ruang lingkup permasalahan dari setigp tahapan yang akan dijalankan. Rumusan
masalah biasanya di sgikan dalam model pertanyaan yang berakhir dengan
jawaban dari sebuah penelitian yang dijalankan.
Tahapan rumusan masalah yang penulis sgjikan di dalam penelitian
tersebut, telah disusun secara berurutan sebagai berikut:
1. Bagamanaatar belakang munculnya mekanisme pengelolaan dana koperasi
Mahkamah Syar’iyah Idi?
2.  Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana koperasi di Mahkamah Syar’iyah
Idi ditinjau dari hukum ekonomi syariah?
3. Bagamana peluang dan tantangan pelaksanaan system syariah pada
Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi kedepan ?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penélitian
Penelitian tersebut bertujuan menemukan rumusan kalimat yang
mengarahkan kepada suatu jawaban yang diperoleh setelah di selesaikan
penelitian, diantaranya :
1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya mekanisme

pengelolaan dana koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana koperasi di

Mahkamah Syar’iyah Idi ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

3. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaan sistem
syariah pada Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi kedepannya.

Setelah tujuan penelitian di dapat, selanjutnya di buat rumusan tentang
kegunaan penelitian. Penulis berharap apa yang penulis lakukan terhadap
penelitian tersebut dalam menjadi nilai guna dan nilai tambah baik secara teori
dan praktek. Jawaban dari penelitian yang penulis lakukan bisa memperkuat teori-
teori peneliti lain yang banyak kita temukan.

Secara praktis hasil penélitian ini diharapkan bermanfaat, antaralain:

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini dihargpkan dapat digunakan untuk
pengembangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya yang berkaitan dengan
Sistem Syariah jika kedepan diberlakukan pada K operasi KOPA 1di.
2. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebaga bahan
referensi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan Koperasi khususnya
dalam kaitan dengan Sistem Syariah dan juga digunakan sebagai referens
bagi pendliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi Koperasi Syariah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar
untuk mengevaluasi Agad Mudharabah yang sedang berjalan pada penerapan
pengelolaan Dana Koperasi KOPA Idi.
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4. Bagi Pegawai Mahkamah Syar’iyah Idi

Dari hasil pendlitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan pegawai Kantor Mahkamah Syar’iyah Idi khususnya ketika
ingin bergabung dengan koperasi yang menggunakanakad mudharabah.
5. Bagi Pemerintah

Dari hasil pendlitian diharapkan Pemerintah Aceh, dalam hal ini
antara Gubernur dan DPRA dapat melahirkan regulasi tentang Koperasi
Syariah berupa Qanun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Aceh
tentang Pelaksanaan lembaga keuanganberbasis kerakyatan, bersifat
demokratis dan berazas kekeluargaan.Dimana Koperasimerindukan dan
menginginkan system Syariah murni. Qanun tersebut diharapkan tidak hanya
sekedar menjadi regulasi tapi juga dapat mengakomodir penyelenggaraan dan
pelaksanaan Koperasi syariah.

D. Kajian Terdahulu

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut dalam penyusunan Tesis
untuk menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penulis tempuh adalah
mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang bak Skripsi
maupun Tesis, dimana mengarah kepada pembahasan dan mempunyal topik atau
tema yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud Kajian Pustaka
tersebut adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang penulis teliti tidak sama
dengan pendliti terdahulu dan memilki arah pembahasan yang berbeda dengan
penelitian sebelumnya.

Penulis akan menjelaskan sedikit tentang persamaan maupun perbedaan
antara penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan penulis teliti, sebagai
berikut :

1. Pendliti yang dilakukan oleh Abel Ghandy dan Shinta Dewi Kurniawati
dalam jurna maksipreneur, Vol. 8 No. 1 Desember 2018 hal 15-31.
Peneliti tersebut mengangkat judul Analisis Strategi Pengembangan Usaha
Koperasi Produksi Susu Bogor, Jawa Barat. Penulis tersebut mengangkat

masalah bagaimana pengelolaan koperasi produksi dan pengolahan susu
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(KPPS) di Kota Bogor. Bagaimana strategi pengembangan dan pemasaran
koperasi pengolahan susu di tengah-tengah konsums susu secara nasional
yang masih mengandalkan susu impor sebesar 80%. Metodologi penelitian
yang digunakan adalah dengan cara menentukan responden penelitian
menggunakan purposive sampling. Responden yang ditentukan merupakan
responden yang mengetahui tentang Koperasi Produksi Susu dan Usaha
Peternakan (KPS) baik dari segi internal maupun eksternalnya. Hasil
penelitian tersebut mengungkapkan dari segi internalnya berupa kekuatan
dan kelemahan di KPS Bogor yang diuraikan dan disgjikan dalam bentuk
tabel dan dibagi atas beberapa faktor internal seperti mangemen,
pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan perizinan. Dari segi
eksternalnya, penulis tersebut menganalisa faktor eksternal yang meliputi
peluang dan ancaman, yaitu ekonomi, sosia, budaya, demografi, politik,
hukum dan pemerintahan, dorongan teknologi, persaingan di antara
pesaing, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, dan
kekuatan tawar menawar pembeli. Sedangkan penelitian yang penulis
lakukan adalah mengkgji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya
Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA
Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan
tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis
dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif
yaitu proses penelashan dan penyusunan secara sistematis terhadap
transkip wawancara dan dokumentass melalui data primer berupa
penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian
tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument
yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

. Pendlitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana dalam jurnal
Economica: Jurnal Ekonomi Islam-Volume 9, Nomor 1 (2018): 1-23.
Peneliti tersebut mengangkat judul, Mengembangkan Koperasi Syariah di
Indonesia: Pendekatan Interpretative Sructural Modelling (ISM). Penulis
tersebut mengangkat masalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor
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kebutuhan, aktifitas dan tujuan dalam pengembangan koperas syariah di
Indonesia dengan pendekatan metode Interpretative Structural Modelling
(ISM). Pendlitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yang
pertama, setiap unsur kebutuhan yang dijadikan kunci utama di dalam
strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia dalam meningkatkan
UMKM idah diperlukan dukungan yang kuat pada segi hukum koperasi
syariah; kedua, setigp unsur aktifitas yang dijadikan kunci utama dalam
pengembangan koperasi syariah ialah dengan mengadakan training center
dan kegiatan sertifikasi bagi anggota dan mangemen koperas syariah;
ketiga, setigp unsur pelaku/lembaga yang dijadikan kunci utama dalam
strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia dalam meningkatkan
UMKM sebagai lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian yang
penulis lakukan adalah mengkai tentang bagaimana Latar Belakang
munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan
Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat
peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa
Idi. Penulis dalam ha ini menggunakan metode penelitian adalah
deskriptif kualitatif yaitu proses penelashan dan penyusunan secara
sistematis terhadap transkip wawancara dan dokumentass melalui data
primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan
bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil
dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

. Pendlitian yang dilakukan oleh Fidiana dalam Iqtishadia Jurnal Ekonomi
dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 2 Desember 2017. Pendliti tersebut
mengangkat judul Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah. Penulis
tersebut mengangkat masalah dengan bertujuan menelahaan kesyariahan
koperasi syariah dengan mengacu pada regulasi koperasi syariah yang
tersedia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode
penelitian  kualitatif, menggunakan pendekatan  phenomenology,
menggunakan data pustaka, untuk melihat kesesuaian regulasi syariah
dengan penerapan kesyariahannya pada koperasi syariah. Hasil penelitian
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yang di dapat adalah terdapatnya beberapa ketidaksyariahan koperasi
syariah dari segi substansinya, secara bentuk atau tampilan memang sudah
nampak syariah, tetapi dari segi substansi atau isinya belumlah syariah.
Hal tersebut bisa diperhatikan pada ruang lingkup ssimpan pinjam dan
pembiayaan, kesigpan untuk menanggung kerugian, seta substansi dari
akad-akadnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah
mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana
di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari
Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam
menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam ha ini
menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses
penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkip wawancara
dan dokumentas melalui data primer berupa penentuan responden untuk
di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data
sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan
koperasi Kopa Idi.

. Pendlitian yang dilakukan oleh Lita Ayudha Ningsih dalam Tesis nya di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas ISlam Negeri (UIN)
Raden Fatah, Palembang tahun 2018 yang berjudul “Peran Koperasi
Syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan
pemberi moda kegiatan usaha (studi kasus pada 3 lembaga keuangan
koperasi syariah di Kota Palembang)”. Peneliti tersebut mengangkat
masalah dalam Tesis tersebut melihat bagaimana peran koperasi syariah
dalam pengembangan usaha kecil mikro dan apa saja faktor penunjang dan
penghambat dalam koperasi syariah untuk pembiayaan UKM (Usaha kecil
mikro) kepada para anggotanya. Metode yang digunakan dalam penelitian
tersebut adalah penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber
data primer wawancara dan sekunder berupa document-dokument yang
dibutuhkan, serta teknik pengumpulan data melalui riset lapangan.
Penggambaran hasil penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian yang di
dapat adalah bahwa peneliti melakukan penelitian pada 3 koperasi syariah
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yang aktif yang ada di Kota Palembang yang aktif memberikan
pembiayaan kepada para anggotanya. Memiliki banyak anggota koperasi
dan ini membuat koperas semakin eksis. Hubungan sosia juga terjalin
dengan baik antar sesama anggotanya. Hal tersebut menjadi pelengkap dari
teori Asley and Carney yang menyebutkan bahwa kemiskinan ada karena
rendahnya akses seseorang terhadap lima modal dasar, salah satunya aspek
finansial dan socia. Hadirnya koperasi syariah dapat menjadi pelengkap
bagi kebutuhan dasar manusia Adapun kendala yang dihadapi ketiga
koperasi syariah tersebut adalah tidak adanya kesediaan modal yang besar
yang bisa diberikan pembiayaan kepada para anggotanya sebesar modal
pada perbankan umumnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan
adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya
Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah,
pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi serta melihat peluang dan
tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis
dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif
yaitu proses penelashan dan penyusunan secara sistematis terhadap
transkip wawancara dan dokumentass melalui data primer berupa
penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian
tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument
yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

. Pendlitian yang dilakukan oleh Winaryo daam Tesisnya pada Program
Pascasarjana |AIN Ponorogo tahun 2020. Peneliti tersebut mengangkat
judul “Analisis perkembangan koperasi syariah di Kabupaten Pacitan”.
Peneliti mengangkat permasalahan tentang bagaimana perkembangan
lembaga keuangan (koperasi) syariah di Kabupaten Pacitan dan meninjau
faktor-faktor apa sga yang mempengaruhi perkembangan |embaga
keuangan koperasi syariah. Metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti adalah metode kudlitatif. Data diperolen melalui metode
wawancara, observasi serta dokumen yang terkait. Hasil penelitian yang
diperoleh bahwa kondisi perkembangan lembaga keuangan syariah
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(koperasi) di Kabupaten Pacitan belum bisa menunjukkan perkembangan
yang signifikan, perkembangan yang terjadi justru stagnan yang
disebabkan oleh banyak faktor diantaranya kurang dukungan dari
pemerintah terhadap pengembangan lembaga keuangan koperasi syariah,
keterbatasan SDM, kurangnya modal dan lemahnya strategi pemasaran.
Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkgi tentang
bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi,
pel aksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi
syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad
mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode
penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelashan dan
penyusunan secara sSistematis terhadap transkip wawancara dan
dokumentas melalui data primer berupa penentuan responden untuk di
wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder,
penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi
Kopaldi.

. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Safe’l dalam Jurnal Media
Syari’ah Wahana kajian hukum Islam dan Pranata social, Vol.14 No.1
Januari-Juni 2012. Judul yang diangkat; Kopreasi Syariah : Tinjauan
terhadap kedudukan dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi
kerakyatan. Peneliti mengangkat permasalahan melihat pada apa
kedudukan dan peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian pustaka. Hasil penelitian bahwa
kedudukan koperasi syariah telah diatur dengan dasar hukumnya Kepmen
Koperass dan UKM No0.9V/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang petunjuk
pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).
Koperas syariah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh
koperasi syariah. Jika pengelolaan koperasi ini bagus maka dapat

menggantikan fungsi bank yang notabene bunganya lebih besar
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dibandingkan koperasi disamping itu dapat menjadi lembaga keuangan
aternatif bagi masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan
adalah mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya
Pengelolaan Dana di KOPA 1di, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA
Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan
tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis
dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif
yaitu proses penelashan dan penyusunan secara sistematis terhadap
transkip wawancara dan dokumentass melalui data primer berupa
penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan bagi penelitian
tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil dokument-dokument
yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

. Pendlitian yang dilakukan oleh Lindiawatie dan Dona Shahreza dalam
jurnanya di AL-URBAN :Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Vol. 2 No. 1, Juni 2018. Peneliti tersebut mengangkat judul “Peran
Koperasi Syariah BMT BUMI dalam meningkatkan kualitas usaha mikro”.
Peneliti mengangkat permasal ahan tentang bagaimana peran aktif koperasi
gyariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan bagaimana
mengetahui peranan koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha
mikro. Peneliti memakai metode kualitatif dengan cara mengambil data
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa koperasi atau BMT BUMI sudah menjalankan
peranannya secara umum sebagai koperasi syariah yang Dbisa
menggerakkan roda ekonomi dan sosial anggotanya lebih sejahtera,
sedangkan peran aktif yang sudah dibuat oleh koperasi atau BMT BUMI
hanya untuk peningkatan kualitas usaha mikro terletak pada aspek fisik
pemasaran produk saja, belum menyentuh pada aspek-aspek lainnya.
Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang
bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA I1di,
pel aksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi
syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad
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mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode
penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelashan dan
penyusunan secara sSistematis terhadap transkip wawancara dan
dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di
wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder,
penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi
Kopaldi.

. Pendlitian yang dilakukan oleh Siti Mahmudah alumni Pascasarjana
UPNV Jatim dan Sri Trisnaningsih alumni UPN “Veteran” Surabaya di
Jurnal SINAU 2 UPN “Veteran” Jakarta. Mengangkat judul “Implementasi
Dana Mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi koperasi
jasa keuangan syariah di Surabaya)”. Permasalahan yang diangkat oleh
peneliti adalah bagaimana implementasi pengelolaan dana Mudharabah
pada koperas jasa keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan
menggunakan pendekatan interpretif dan menggunakan metode kualitatif
dengan cara mendapat data menggunakan teknik wawancara, catatan
lapangan, dokumen yang terkait balk dari sumber primer seperti
pengamatan dan wawancara dan sumber sekunder seperti laporan
keuangan, anggaran dasar, perjanjian akad pembiayaan mudharabah dan
dokumen lainnya. Hasil penelitian yang ditemukan peneliti adalah bahwa
implementasi akad mudharabah diizinkan karena tujuannya untuk saling
tolong menolong antara shahibul mal (pemilik modal) dengan mudharib
(pengelola) karena ada sebagian pemilik modal tidak bisa mengelola
dananya, dan ada juga sebagian orang yang mempunyai skill (kemampuan)
tetapi tidak memiliki dana. Sebab dasar itulah Islam memberikan
kesempatan untuk saling tolong menolong dan bekerjasama antara pemilik
modal dan seorang yang mempunya skill dalam mengelola dan
memproduktifkan modal itu. Dengan persentase yang bisa disepakati
antara 60:40, 50:50 atau menurut kesepakatan yang disepakati. Yang
dibagi merupakan keuntungannya. Jika terjadi rugi maka akan ditanggung
bersama, tergantung siapa yang membuat kerugian apakah pemilik modal
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atau pekerjanya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah
mengkaji tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana
di KOPA Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari
Hukum ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam
menerapkan akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini
menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses
penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkip wawancara
dan dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk
di wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data
sekunder, penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan
koperasi Kopa Idi.

. Pendlitian yang dilakukan oleh Dra. Sri Purwantini, MM, Dr. Endang
Rusdianti, MM dan Dr. Paulus Wardoyo, MM. Dalam Jurna Dinamika
Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1, Juni 2016. Dengan judul “Kajian
Pengelolaan dana Koperass Simpan Pinjam Konvensional di Kota
Semarang”. Peneliti tersebut mengangkat masalah tentang bagaimana
pengelolaan koperas simpan pinjan  yang idea yang bisa
menyeimbangkan antara kebutuhan dana yang diperlukan anggota dan
serta pembiayaannya dalam bentuk pinjaman agar dapat meningkatkan
kesgjahteraan para anggotanya. Metode peneliti yang digunakan penelitian
kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Proses
memperoleh data dengan cara wawancara langsung kepada sumbernya dan
juga observasi dan pengambilan dokumen terkait. Hasil penelitian yang di
dapatkan dari penelitian tersebut adalah bahwa koperasi simpan pinjam
tidak bisa sepenuhnya mengandalkan penghimpunan dana dari para
anggotanya, sehingga terpaksa mengandalkan sumber-sumber diluar dari
anggota. Koperasi simpan pinjam juga belum siap memenuhi kebutuhan
anggotanya untuk jangka panjang dengan cara menerbitkan obligasi karena
kualitas SDM yang masih rendah untuk memahami tentang obligasi.
Dadam penyaluran dana koperas simpan pinjam lebih cenderung

memberikan pinjaman kepada para calon anggota koperasi. Untuk



10.

22

meyeimbangkan kebutuhan dana dan penyalurannya, pengelola koperasi
lebih menggunakan pengalaman terdahulu dalam penyalurannya untuk
melihat mana anggota yang berintegritas mana yang bukan. Sedangkan
penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji tentang bagaimana Latar
Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA Idi, pelaksanaan
Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum ekonomi syariah serta
melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan akad mudharabah dalam
Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian adalah
deskriptif kualitatif yaitu proses penelashan dan penyusunan secara
sistematis terhadap transkip wawancara dan dokumentass melalui data
primer berupa penentuan responden untuk di wawancara yang di perlukan
bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder, penulis mengambil
dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi Kopa Idi.

Penelitian yang dilakukakan oleh Rustam Efendi, Boy Syamsul Bakhri,
dan Zul Ihsan Mu’arrif dalam Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No.1 April 2018.
Ketiga peneliti tersebut mengangkat judul “Konsep Koperasi Bung Hatta
Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Permasalahan yang diangkat dalam
penelitian tersebut adalah bagaimana konsep koperasi dari bung Hatta jika
ditinjau dalam persepektif ekonomi syariah. Penelitian tersebut
menggunakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan
menggunakan pendekatan filosofis dan komparatif. Teknik penelitian
menggunakan penelitian kualitatif dengan proses editing, klasifikasi,
memberi kode, dan penafsiran. Hasil penelitian yang di dapatkan ternyata
adanya kesamaan antara konsep koperasi Bung Hatta dengan konsep
ekonomi syariah, seperti pada akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong
menolong, prinsip manfaat, prinsip maslahah, karakteristik, distribusi dan
produksi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji
tentang bagaimana Latar Belakang munculnya Pengelolaan Dana di KOPA
Idi, pelaksanaan Pengelolaan Dana di KOPA Idi ditinjau dari Hukum
ekonomi syariah serta melihat peluang dan tantangan dalam menerapkan
akad mudharabah dalam Kopa Idi. Penulis dalam hal ini menggunakan
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metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu proses penelaahan dan
penyusunan secara sSistematis terhadap transkip wawancara dan
dokumentasi melalui data primer berupa penentuan responden untuk di
wawancara yang di perlukan bagi penelitian tersebut. Untuk data sekunder,
penulis mengambil dokument-dokument yang berkaitan dengan koperasi
Kopaldi.

E. Kerangka Teori
Pada pembahasan pelaksanaan pengelolaan Dana Koperasi Mahkamah
Syar’iyah Idi, penulis ingin menjelaskan kerangka teori yang akan penulis
paparkan pada Bab |1, diantaranya :
1. Pengertian Koperasi
Menurut penertian bahasa, koperas adalah kata yang berasal dari bahasa
inggris cooperation, jika diartikan, maknanya usaha bersama,® jika kita melihat
dalam UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, “Koperasi adalah badan usaha
yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.?*
2. Landasan Hukum berdirinya Koperasi

a. Al-Qur’an
_ i o = Flas 05 Ry 5 3 E
ageans s B 52 DS Ol sl ) ezl JI30y S 33 J6
S5 355 o B bl comnall s ek 5l ) o 6

il._.-'lull_j L!SF|I~ _J_':-: ;d;_; }i:.n_uull._ﬁ

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia tefali beirbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal

yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui

% Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia (Y ogyakarta: BPFE, 2000), 1
2 Sukanto Reksohadiprojo, Manajemen Koperasi (Y ogjakarta: BPFE, 1998), 1
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bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya
lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S. as-Shad: 24).%

b. Al-Hadist

Hadist Riwayat Abu Daud

“Darinya Abi Hurairah RA. Bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya
Allah SWT berfirman: “Aku adalah orang yang Kketiga dari dua orang yang
berserikat selama salah seorang di antaranya tidak menghianati yang lain, maka
apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari
perserikatan keduanya”.

c. Dasar Hukum lainnya

Pancasila dan UU Dasar 1945. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan pinjan oleh Koperasi, UU No.17 tahun 2012 tentang
Perkoperasian, serta Kepmen Koperas dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/1X/2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(KJKS). Sedangkan azasnyaadalah tolong menolong (gotong royong).?

3. Pembagian Sistem Pelaksanaan Koperasi

Koperasi dibedakan menurut jenis usaha, azas dan prinsipnya. Macam-
macam koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi konvensional dan koperasi
syariah.

Koperas yang dibedakan jenisnya, di dalam pelaksanaannya terletak
perbedaan pada jenis pengelolaannya. Koperas konvensiona di daam
pengorganisirnya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku
di Indonesia, sedangkan koperasi syariah pelaksanaannya menerapkan ketentuan

peraturan dalam syariat Islam.?’

% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Raja Publishing,
2011), h. 454.

%jurnal Abdullah Safe’i, Koperas Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan
Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, (Banda Aceh: Fakultas Syar’iah IAIN
Ar-Raniry, 2012), 44

“Jurnal Abdullah Safe’i, Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan
Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, (Banda Aceh: Fakultas Syar’iah IAIN
Ar-Raniry, 2012), 51
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4. Koperas Syariah
Landasan berdirinya Koperass Syariah memakai agad Syirkah
Mufawadhah yaitu suatu usaha yang berdiri secara bersama-sama mulai dari dua
orang atau lebih, perserikatan orang tersebut bersama memberikan kontribusi
dalam bentuk dana yang jumlahnya sama dan berkolaborasi di dalam bekerja
dengan beban kerja yang sama pula. Semua anggota saling menanggung baik
dalam hak dan kewagjiban. Dengan catatan, tidak boleh seorang anggota lebih
besar modal dan keuntungan yang akan di dapat dibandingkan dengan anggota
lainnya. Salah seorang Ulama yang bernama Sayyid Sabiq mengatakan bahwa
syirkah mufawadlah ialah suatu perikatan kerja sama dua orang atau lebih di
dalam melakukan suatu usaha dengan syarat, pertama; besaran modal masing-
masing anggota sama, kedua;sama-sama memiliki wewenang dalam mengelola
koperasi, ketiga; semua anggota beragama yang satu yaitu Islam dan keempat;
setigp anggota mempunyai hak dalam bertindak dan mengatasnamakan suatu
koperasi .8
5. Prinsip Koperasi Syariah
1. Koperas syariah memaka kaidah-kaidah ekonomi Islam, sebagai
berikut:
a. Allah SWT memiliki kekayaan yang mutlak, tidak ada seorang pun
yang dapat mengklaim miliknya sendiri
b. Dalam bermuamalah, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia
dalam melakukannya selama dalam tahap tidak bertentangan dengan
syariah
c. Manusia diturunkan ke dunia oleh Allah untuk menjadi khalifah dan
pemakmur di muka bumi
d. Prinsip utama memprioritaskan keadilan dan membuang segala
bentuk riba yang terjadi dalam transaksi ekonomi dan terpusat

sumber ekonomi pada beberapa orang atau kelompok tertentu

% Sayyid Sabig, Fikih Sunnah. Terj. Kamaluddin A. Malik, (Bandung: Al-Ma’arif,
1997),177
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2. Kegiatan koperasi syariah menjalankan kegiatannya didasarkan pada
kaidah-kaidah syariah Islam diantaranya:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Hasil rapat anggota koperasi dilakukan secara musyawarah dan
dilaksanakan dengan konsekuen (istigamah) dan konsisten.
c. Pengorganisasian dilaksanakan secara terbuka dan professional
d. Pengaturan keuntungan dari SHU dilaksanakan secara adil, sesuai
pada upayanya jasa setiap anggota koperasi
e. Pembalasan jasa modal kepada anggota koperasi dilakukan dengan
terbatas dan professional memakai sistem bagi hasil
f. Jujur, amanah, dan mandiri
0. Meningkatkan SDM, sumber daya ekonomi dan sumber daya
informasi secara maximal
h. Menghubungkan dan mengkonsolidasikan kerja sama sesama
anggota setiap anggota koperasi dan dengan lembaga lainnya.®
6. Produk Koperas Syariah
Koperasi syariah mengelola usahanya terbagi kepada dua jenis usaha,
pertama usaha perniagaan dan kedua usaha ssmpan pinjam. Koperas perniagaan
memiliki syarat produk yang diperdagangkan : : (1) halal, (2) suci, dan (3)
tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ekonomi Islam. Jika melihat koperasi
simpan pinjam, memiliki syarat-syaratnya tersendiri, diantaranya (1) tidak
bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat Islam, (2) tidak ada unsur
kezaliman, riba, gharar (penipuan), dan maisir (perjudian), (3) terdapat manfaat
bagi kedua belah pihak, dan (4) bertujuan untuk kepentingan umum.*

®jurnal Abdullah Safe’i, Koperas Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan
Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, (Banda Aceh: Fakultas Syar’iah IAIN
Ar-Raniry, 2012), 53-54

% Muhammad Syamsuri, Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah pada Koperasi Syariah
Pemuda Mandiri Indonesia (KSPMI) Jawa Barat, (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah
IAIN SGD Bandung, 2003), 47
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7. Peraturan Kepatuhan Koperas pada Prinsip Syariah
Peraturan kepatuhan koperasi syariah terhadap kaidah syariah Islam
dituang berlandaskan peraturan menteri K.UMKM nomor
35.3Per/M.KUMKM/X/2007.
8. Tujuan berdirinya Koperasi
Tujuan koperasi ialah:
1) Meringankan kebutuhan kredit setiap anggota koperasi dengan syarat
yang tidak memberatkan
2) Melatih setigp anggota untuk rajin menyimpan uang Secara rapi
sehingga bisa mengumpulkan modal sendiri
3) Melatih setigp anggota koperasi untuk hidup hemat dengan cara
membuat pos tabungan dari setiap pendapatan di tiap bulannya..*

9. Manfaat Koperasi
Manfaat Koperasi iadah adanya hubungan yang positif terhadap
permberdayaan ekonomi kerakyatan, terkhusus di dalam memberikan bantuan

pembiayaan untuk golongan ekonomi menengah ke bawah

F. Sistematika Pembahasan
Agar tujuan dari penulisan tesis ini dapat membuat mudah pembaca dalam

memahami is dari karya tulis yang sedang di bahas, maka penulisan sistematikan
dibagi ke dalam lima bab, terdiri dari bagian-bagian sub bab yang dalam
gambaran umum di uraikan sebagai berikut

Bab satu ialah sebuah pendahuluan yang menggambarkan latar belakang
masalah, rumusan dari masalah, kegunaan dan tujuan pendlitian, kgian-kgian
terdahulu, kerangkateori dan urutan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai gambaran umum
koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi, pengertian koperasi,|andasan dan azaskoperasi,

koperasi konvensional dan pengelolaannya, koperasi syariah dan pengelolaannya,

#Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia,Koperas dan Perekonomian Indonesia,. cet.
Ketiga(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 48-52
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prinsip koperas konvensional, prinsip koperasi syariah, jenis koperas
konvensional, jenis koperasisyariah, koperasi ditinjau dari hukum ekonomi
syariah, pengertianagad mudharabah, prinsip-prinsip agad mudharabah, jenis-jenis
agad mudharabah, pengertian agad musyarakah, prinsip-prinsip agad musyarakah
dan jenis-jenis agad musyarakah.

Bab tiga membahas metodologi penelitian analisis deskriptif dalam
melakukan penelitian Pengelolaan Dana Koperas di KOPA Idi Mahkamah
Syar’iyah Idi.

Bab empat membahas hasil penelitian daripelaksanaan pengelolaan
dana Koperasi KOPA |di, latar belakang munculnya mekanisme pengelolaan dana
koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Koperasi di
Mahkamah Syar’iyah Idi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan Peluang dan
Tantangan pelaksanaan sistem syariah pada Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi
kedepan

Bab lima adalah akhir bagian dari keseluruhan bab yang telah di bahas
setelah penelitian dilakukan yang dilengkapi dengan kesimpulan dari analisa-
anadisa yang telah di uraikan dan saran-saran yang sesuai dengan topik
permasalahan yang di bahas.



BAB |1
LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi

Mahkamah Syar’iyah Idi merupakan salah satu Mahkamah
Syar’iyah/Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang diberi kewenangan lebih
dari Pengadilan Agama pada umumnyadi luar Aceh yang di atur dalam UU No. 5
tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Syar’iyah memiliki
kewenangan dalam menerima, mengadili dan memutuskan perkara-perkara
perdata antar sesama orang muslim dalam perkara Perkawinan, Warisan, Istbat
Nikah, Perwalian, Penetapan Ahli Waris, Ekonomi Syariah dan lain sebagainya
sebagaimana di atur dalam pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama serta diberikan juga wewenang lebih dalam menangani perkara
Pidana Islam atau Jinayah sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayah No 6 tahun
2014 dan Qanun Acara Jinayah No 7 tahun 2013.

Organisasi intern Mahkamah Syar’iyah Idi yang akan dibahas kedepan
adalah Koperasi. Pada Mahkamah Syar’iyah Idi terdapat Koperasi yang diberi
nama KOPA DI (Koperas Pengadilan Agama Idi) yang didirikan pada tahun
1989 menurut data sumber primer AD/ART nya, yang didirikan oleh 5 orang
pendiri sekaligus pengurus yang mengatasnamakan Doctorandus Jufri Ghalib,
Doctorandus llyas Amin, Doctorandus Y uniar Hanafiah, Salbiah Mustafa dan Nur
Ismi Bachelor of Art. Pada mulanya Koperasi ini beranggotakan seluruh pegawai
Pengadilan Agama Idi (Baca:Mahkamah Syar’iyah Idi) pada saat itu. Selanjutnya
terus bertambah seiring pergantian pegawai dan penambahan pegawai baru.

KOPA Idi pada mulanya didirikan atas inisiatif beberapa pegawai pada tahun
1989 yang ingin mendirikan sebuah Badan Koperasi di bawah naungan
Pengadilan Agama Idi (Baca: Mahkamah Syar’iyah Idi) saat itu. KOPA Idi
tersebut bertujuan untuk membantu para pegawai Pengadilan Agama Idi dalam
hal pemenuhan kebutuhan mengingat penghasilan bulanan para pegawa dan

hakim tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, keperluan dan keinginan

29
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para pegawa dan hakim dalam pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder
ataupun tersier.

Koperas Pengadilan Agama Idi telah memperoleh legitimasi hukum pada
tanggal 05 September 1989 berdasarkan SK Menteri Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil R.I. Nomor 2092/BH/XI1/1989. Dalam SK tersebut diatur
AD/ART tentang Kopa Idi, yang berisikan 19 Bab, 44 Pasal. Kemudian setelah
SK tersebut, keluar lagi Akta Perubahan yang diselenggarakan pada tanggal 05
Desember 1996, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Idi, Kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Jumlah anggota yang hadir pada saat itu adalah
25 orang. Pada rapat anggota khusus tersebut membahas perubahan Anggaran
Dasar KoperasiPegawai Negeri “KOPA IDI” Kantor Pengadilan Agama Idi,
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Idi Rayeuk, dengan Nomor SK
324/BH/PAD/KWK.1/X11/1996 tanggal 31 Desember 1996, yang disahkan oleh
Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I, Sebagaimana terlampir:

Organisasi Intern Mahkamah Syar’iyah Idi berupa Koperasi, terdapat
beberapa bidang di dalamnya, yaitu bidang organisasi, bidang administrasi,
bidang permodalan dan kegiatan usaha. Penulis akan merinci sebagai berikut:

a. Bidang Organisas

Kepengurusan KOPA Idi untuk tahun kepengurusan 2016-2018 yang
merupakan hasil pemilihan pengurus lama pada RAT LUAR BIASA pada
tanggal 29 Juli 2016, susunan kepengurusannya sebagal berikut:

Ketua: T. Swandi, SHI, M

Sekretaris: Syarbaini

Bendahara : Khalidah, S.Ag

Sedangkan yang bertindak sebagal Pengawas, yaitu:

Dewan Pengawas: 1. Drs. Mahyuddin, 2. Nizar, S.Ag, 3. Muliadi, S.HI
Dan yang bertindak sebagai Pembina adalah Ketua Mahkamah Syar’iyah
Idi yaitu Drs. Amrullah, MH..

Sedangkan jumlah anggota sampai dengan bulan Desember 2018

berjumlah 40 orang anggota koperasi.
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b. Bidang Administrasi
Kebijakan Akuntansi yang dianut oleh KOPA |di adalah sebagai berikut:

1

Pendapatan dan biaya diakui dan dicatat dalam pembukuan KOPA DI
atas dasar accrual basic.
Periode pembukuan dilaksanakan sesuai dengan tahun kalender yaitu 1

Januari sampai dengan 31 Desember.

c. Bidang Permodalan
Modal Koperasi diperoleh dari Simpanan Pokok, Simpanan Wagjib dan

Simpananan Sukarela. Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus

ribu rupiah) per orang. Simpanan Wajib sebesar Rp. 100.000,- (seratus

ribu rupiah) per orang setiap bulan dan Simpanan Sukarela sebesar Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan.
d. Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KOPA IDI mencakup 4 (empat) unit
usahayaitu:
1. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha ini berupa pemberian pinjaman kepada anggota koperasi
dan jasa pinjaman ditetapkan sebesar 0,5% perbulan dari jumlahnya
pinjaman.

Unit Usaha Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan

Unit usaha tersebut menerima permintaan pembuatan surat
gugatan/permohonan yang diperlukan untuk masyarakat yang akan
berperkara di Mahkamah Syar’iyah Idi. Unit usaha tersebut
memperoleh penerimaan yang variatif setigp bulannya, tergantung
banyak atau sedikitnya masyarakat yang datang ke KOPA Idi dan
menurut jenis-jenis surat gugatan/permohonan yang dimintakan.

Unit Usaha Alat Tulis Kantor (ATK)

Unit Usaha ATK menyediakan aat-aat tulis kantor yang diperlukan
oleh Bidang Kesekretariatan dan Bidang Kepaniteraan Mahkamah
Styar’iyah Idi atau bagi masyarakat umumnya yang membutuhkan.

4. Unit Usaha Penjualan Rokok
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Unit usaha rokok tersebut menyediakan berbagai merk dan jenis rokok
baik bagi Pegawai Mahkamah Syar’iyah Idi ataupun bagi Masyarakat
pencari keadilan. Unit usaha tersebut memperoleh penerimaan yang
variatif setiap bulannya tergantung permintaan rokok.

Unit Usaha Penjualan Pulsa

Unit usaha penjualan pulsa menyediakan pulsa dengan berbagai
jumlah saldo pulsa bagi Pegawai Mahkamah Syar’iyah Idi dan
Masyarakat Pencari Keadilan umumnya. Unit usaha tersebut juga
memperoleh penerimaan yang variatif setigp bulannya tergantung

permintaan pulsa.

Menurut keterangan laporan pertanggungjawaban dari pengurus KOPA

Idi bahwa Koperasi Pengadilan Agama Idi memiliki aset berupa inventaris yang

terdiri dari Bangunan Koperasi, Kulkas Merk Politron, Stempel, Printer Epson
L220, HP Nokia, Mga Y Biro, Laptop, Loadspeaker Mini dan Kipas Angin.
Semua aset inventaris KOPA Idi tersebut jika diuangkan bernilai Rp. 4.780.000,-
(empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Mekanisme operasional dan aturan yang dijalankan pada Koperasi
Pengadilan Agama Idi mengacu pada SK Perubahan AD/ART KOPA Idi tahun
1996. Penulis akan merincikannya satu persatu menurut keterangan dari Laporan
Pertanggungjawaban tahun 2018 :

1

Menetapkan simpanan pokok anggota Rp. 100.000,-

2. Menetapkan simpanan wgjib anggota Rp.100.000/bulan
3.
4

. Menerima simpanan berupa investas dari anggota dengan jasa

Menetapkan simpanan sukarela anggota Rp. 50.000/bulan

pemeliharaan simpanan 0,25 %, pengambilan investasi sebelum jangka
waktunya diberitahukan kepada pengurus koperasi 1 bulan sebelum
pengambilannya.

Menetapkan masa pinjaman untuk Rp.10.000.000,- selama sepuluh
bulan dan pinjaman diatas Rp.10.000.000,- ditetapkan maksimal 12
bulan.
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6. Menetapkan pembagian jasa pinjaman 30% dikembalikan kepada
peminjam dan 70% untuk koperasi.

7. Menyelesaikan kredit macet dengan ketentuan sebagai berikut
a. Pemberian teguran kepada anggota yang menunggak selama 2

bulan berturut-turut.

b. Bagi anggota yang kena teguran pada angka 7.a. tidak juga
melakukan kewagjibannya maka akan dikenakan sanksi berupa
denda 2.5% dari tagihan pokok.

c. Kredit macet tidak dibenarkan dibayar dari simpanan wgjib.

8. Pinjaman dari anggota Koperas harus diketahui oleh Ketua Koperas
dan permohonan pinjaman digjukan paling lambat 1 minggu sebelum
peminjaman.

9. Potongan peminjaman tidak boleh melebihi 50% dari penghasilan gaji
bulanan.

10. Mengadakan usaha belanja bulanan kebutuhan rumah tangga dengan
jasa 1,5% dari total belanja bulanan.

11. Mengadakan usaha berupa

a. Surat Gugatan Cerai Gugat/Ceral Talak Rp. 100.000,-
b. Permohonan Itsbat Nikah Rp. 100.000,-
c. Komulasi (Itsbat Nikah/CG/CT) Rp. 150.000,-
d. Harta Bersama/Penetapan Ahli Waris Rp. 150.000,-
e. Penjualan Pulsa

f. Penjualan Minuman

g. Penjualan ATK

12. Menerima titipan zakat profesi/Unit Pengelola Zakat, uang IKAHI
(Ikatan Hakim Indonesia), uang PTWP (Persatuan Tenis Warga
Peradilan) dan dana qurban pegawai Mahkamah Syar’iyah Idi tanpa
jasa.

13. Memberikan THR kepada anggota sesuai dengan tingkat kelancaran

usaha koperasi.



14. Mengadakan RAPBK (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja
Koperasi) di setiagp awal bulan tahun baru.

15. RAT (Rapat Anggota Tahunan) dilakukan di setigp awal bulan tahun
baru.

16. Pengurus dapat mengevaluasi kinerja Manager Koperas serta
memberhentikan dan mencari Manager Koperasi lainnya yang lebih
tepat.

17. Melengkapi sarana dan prasarana koperasi yang bersumber dari

keuangan koperasi.*

1. Pengertian Koperasi
Koperas jika dilihat dari kacamata Islam, dikena dengan sebutan
Syirkah, secara bahasa syirkah berasal dari bahasa arab, yaitu:
A8, - 4805 — — &5 -

Artinya: “Bersekutu, berserikat”..

Menurut arti kata dari Syirkah, iaah al-lkhtilat (percampuran),
perkongsian atau perserikatan dua hal atau lebih, yang mana sulit untuk dibedakan
antara keduanya. Contohnya adalah perserikatan hak kepemilikan atau
percampuran usaha.®® Maksud percampuran dalam hal tersebut adalah ketika
seseorang menyatukan harta miliknya dengan harta orang lain, yang menyebabkan
tidak dapatnya dibedakan kedua harta terebut ketika sudah dicampurkan.®*

Menurut Kompilass Hukum Ekonomi Syari“ah, secara terminologis
Syirkah (Musyarokah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu

permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam ussha tertentu dengan

¥Data Diperoleh Dari Dokumentasi di Kantor Mahkamah Syar’iyah Idi, Peurelak Barat,
Selasa, 06 Agustus 2019, Pukul: 10.00. WIB.
¥ Ghufron A Masadi, Figih Muamalah Kontekstual,(Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002), 191
¥ Mahmud Y unus, Kamus Arab Indonesia,(Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998),196
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pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.*®> Ulama Mazhab beragam pendapat
dalam mendifinisikanya, antaralain:
a. UlamaHanafiah

Menurut ulama Hanafiah, syirkah adalah ungkapan tentang adanya
transaks akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan
keuntungan.®

b. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendaya
gunakan (tasharuf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh
keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk
mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing
mempunyai hak untuk bertasharuf.

c.Ulama Syafi’iyah

Menurut ulama Syafi’iyah, syirkah adalah ketetapanhak pada sesuatu
yang dimiliki seseorang atau |ebih dengan cara yangmasyhur (diketahui).

d.UlamaHanabilah

Menurut ulama Hanabilah, Syirkah adalahPerhimpunan adalah hak
(kewenangan) atau pengolahan harta (tasharuf).

Setelah diketahui definisi-definisi  syirkah menurut para ulama, kiranya
dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara
dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung
bersama.®’ Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama figih di
atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di
dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau
lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua
belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum kepada
harta yang berserikat tersebut, dan patut untuk memperolah laba keuntungan

sesuai dengan perjanjian yang tentukan.*®

% Mardani, Figih Ekonomi Syariah,(Jakarta: Kencana, 2012), 220

% Rachmad Syafe“i, Figih Muamalah,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 185

*” Hendi Suhendi, Figih Muamalah,(Jakarta : Rajagrafindo Persada,, 2011), 127
**Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 166
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Koperas secara etimologi asal katanya dari dari bahasa Inggris, yakni kata
cooperation, co berarti bersama dan operation berarti kerja, jika kata tersebut
digabung maka artinya adalah bekerja sama. Jika kita melihat arti koperasi secara
terminology, dapat diartikan, koperasi suatu wadah kumpulan orang-orang atau
paguyuban yang berbadan hukum atau dengan kata lain sekumpulan orang yang
bekerja sama dengan kesadaran yang penuh untuk meningkatkan kemakmuran
anggota koperass memakai prinsip ikhlas tanpa paksaan dan secara
kekeluargaan.®

Koperasi berasal dari kata co-operation dan diserap dalam istilah
ekonomi sebagal kata Koperasi yang memiliki arti sebuah perkumpulan ekonomi
berisikan anggota-anggota yang dalam bekerja memiliki sifat sukarela. Dengan
kata lain, koperasi sekumpulan orang atau wadah persatuan ekonomi yang
berisikan orang-orang atau badan-badan, yang memiliki aturan kepada anggota
untuk masuk atau keluar secara bebas dengan sama-sama bekerja secara
kekeluargaan di dalam menjalankan usaha bersama-sama dengan harapan dapat
meningkatkan kesgjahteraan dan kemakmuran bagi semua anggotanya.*°

Menurut para ahli, salah satunya Soeriaatmga menyatakan bahwa
koperasi adalah wadah perkumpulan orang-orang yang sama dergjatnya sebagai
manusia dan dengan mengenyampingkan perbedaan agama dan politik dan
dengan sikap sukardla masuk dan keluar koperas untuk saling memenuhi
kebutuhan bersama dalam hal kebendaan dengan tanggungan renteng bersama.**

Menurut ahli ekonom A. Chaniago, mengartikan koperasi sebagai wadah
sekumpulan yang berisikan orang-orang sebagai anggota atau suatu badan hukum
yang memilki kebebasan untuk keluar dan masuk koperasi sebagai anggotanya
dengan sama-sama bekerja dengan prinsip kekeluargaan di dalam menjalankan
usaha.*

¥ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalah), (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2003), 161.

““Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia
Di Dalam Perkembangan, (Y ogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), 9.

“ Andjar Pachta, et al, Hukum Koperasi Indonesia, (Depok: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), 19.

“2 Arifinal Chaniago, Koperasi Indonesia, (Bandung: Angkasa, 1979), 1
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Daam bukunya Gerakan Koperasi di Indonesia, Mohammad Hatta
mengemukakan bahwa koperasi ialah usaha bersama-sama untuk membuat nasib
lebih baik dan sebagai pemberdayaan ekonomi berbasis tolong-menolong. Selain
itu, Muhammad Hatta juga mengklaim bahwa gerakan koperasi merupakan tanda
harapan bagi individu-individu yang lemah secara ekonomi atas dasar
kemandirian dan dukungan diantara para pesertanya sehingga memberikan rasa
percaya diri bagi setiap anggota.*®

Menurut UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,
koperasi Indonesiadi artikan suatu wadah perkumpulan ekonomi rakyat berwatak
social, yang berisikan anggota orang-orang atau badan hukum koperas
berdasarkan landasan ekonomi dalam wupaya usaha bersama berazas
kekeluargaan.**

Dadam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mengatakan
bahwasanya, koperasi merupakan satu badan usaha yang berisikan anggota orang-
orang atau badan hukum koperasi yang berazaskan kegiatannya berdasar kaidah
koperasi dan juga sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang memiliki dasar azas
kekeluargaan.®

Ada ulama yang berpendapat koperasi dengan sebutan syirkah
ta’awuniyah (persekutuan tolong-menolong) yakni sebuah perikatan kerjasama
antar dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu memberikan modal usaha,
sedangkan pihak kedua bekerja untuk melakukan usaha dengan dasar profit
sharing (membagi untung) sesuai kesepakatan. Koperasi biasanya menggunakan
agad mudharabah dimana satu pihak memiliki modal uang dan pihak yang lain
bekerja dengan suatu usaha dari modal pihak lain yang berserikat.*

*Andjar Pachta, et al, Hukum Koperasi Indonesia, (Depok: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), 19.

“ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok K operasi

“ Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

“®Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010), 289
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2. Landasan dan AzasKoperas
Dasar aturan koperasi syariah ialah Al-Qur’an, Al-Hadist, Pancasila dan
UUD 1945. Koperass memiliki azas tolong menolong atau gotong royong.

Sebagaimana penulis rincikan sebagai berikut:

1. Al-Qur’an
JJ ST - f_S al' 1.;..1;._,3#“,1__;,_:;\_1% MMJE
_,L, H;’.,..,,l.anji_u: u}:.rhf.dt‘ﬁ L&C”"'
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Artinya: “Daud berkata: "Ecsungguhnya dia telah berbuat zalim kepadama
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui
bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya
lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S. As-Shaad: 24)*’

*:L., L;.i@ﬂ N3 AT A Y5 A SeE S Y LR sl @
I';_r"-"_;_} 1:43} o ‘)Lﬂﬁ .._,j:--u ,I-P"_"l” { «.....:..-J'I L:r._ﬁ'l; ﬂ_} JIE]
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Artinya: “Hai orang-orang yang bu fian, fanganfah kang melanggar syé'ar
syi‘ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji,
maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu)
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari

“’Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Raja Publishing,
2011), h. 454.
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Magjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya.” (Al-Maidah: 2).*®

2. Al-Hadist

Lot (P oIl (S50 CIB U 2 Jos ) OV 1 JB andy Bppn o) 8
(3915 g1l 8lgy) Cor a-lew Leadd! O OB | aln

Hadits riwayat Abu Dawud:

“Dari Abi Hurairah ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda,sesungguhnya
Allah berfirman: “Aku adalah orang yang ketiga daridua orang yang berserikat
selama salah seorang di antaranya tidakmenghianati yang lain, maka apabila
berkhianat salah seorangdiantara keduanya, saya keluar dari perserikatan
keduanya™*°

3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Dadam Pasd 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian dijelaskan bahwa “ koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam pasal
3 dijelaskan bahwa “ koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Memperhatikan
kedua ketentuan pada bagian atas, bahwa secara garis besar kopersi sebagal badan
usaha koperasi yang ada di Indonesia, memiliki landasan UUD 1945 dan
Pancasila dan memiliki azas “kekeluargaan™°

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyatakan posisi koperasi sebagai
sokoguru ketahanan ekonomi nasional, dan merupakan bagian integral dari
kesatuan perekonomian nasional. Dalam kamus wawasan umum tulisan

Wojowasito, arti sokoguru ialah tiang atau pilar. Jika di istilahkan koperasi berarti

**K ementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya...,h. 106.

““Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajstani, Sunan Abu Dawud, Juz 3, (Beirut:
Dar Al-Fikr, t.t.,), 256

%0 _jhat Undang-Undang No.17 Tahun 2012
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sokoguru perekonomian yang bisa dimaknai sebaga tiang “penyangga utama”
atau “tulang punggung” perekonomian nasional .

UU Nomor 25/1992 pada Bab Il disebutkan landasan ideal koperas
Indonesia ialah Pancasila. Pancasila ditetapkan sebagai azas koperasi bertujuan
menumbuhkan rasa nasionalisme dan karena Pancasila itu sendiri adalah falsafah
hidup bangsa Indonesia.

Pada peraturan yang sama UU No. 25/1992 Bab Il juga disebutkan
Pancasila sebagai azas ideal koperasi berdasarkan UUD 1945 yang ditetapkan
sebagal dasar structural koperasi Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa UUD
1945 adal ah peraturan utama suatu organisasi besar yang disebut Negara K esatuan
Republik Indonesia, yang berazaskan Pancasila dan peraturan-peraturan lainnya

yang mengakomodir seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.>2

3. Koperas Konvensional dan Pengelolaannya

Secara umum koperasi diatur di dalam pasal 33 UUD 1945, yang mana
dalam penjelasannya dikatakan, koperasi berkedudukan sebagai sokoguru
perekonomian Indonesia juga menjadi bagian integral susunan perekonomian
nasional. Wojowasito dalam kamus umum lengkapnya, menyatakan sokoguru
ialah sebuah pilar atau penyangga. Dapat diartikan bahwa kata koperas
merupakan sokoguru perekonomian nasional, yang berarti sebagai penyangga
utama atau tulang punggung perekonomian nasional .

Memasuki pemerintahan orde baru, koperasi sudah di atur dalam undang-
undang Negara. Tanggal 18 Desember 1967 pemerintah Indonesia telah
menyelesaikan undang-undang Koperasi untuk pertama kali yaitu UU nomor
12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dalam UU tersebut dijelaskan

(a) secara ideologi, koperasi Indonesia adalah koperas perdana dalam
membantu  perekonomian rakyat yang berazaskan kekeluargaan dan
kegotongroyongan dan sudah bisa dikatakan suatu ciri khas dari tata kehidupan

*!Arifin Sitio, Koperasi: Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), 128
*2| jhat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
*3Arifin Sitio, Koperasi: Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), 128
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bangsa Indonesia. Koperas juga suatu metode pendemokrasian ekonomi nasional
diletakkan dalam bingkal politik dan perjuangan bangsa Indonesia, (b) secara
kelembagaan, koperasi Indonesia menggaransikan adanya hak-hak setiap individu
dan sangat teguh memegang azas-azas demokrasi. RA (rapat anggota) merupakan
puncak kekuasaan di dalam berkehidupan secara koperasi, koperas mendasarkan
geraknya pada aktivitas ekonomi dengan tidak meninggalkan azasnya yakni
kekeluargaan dan gotong royong. >*

Pada tahun 1988, GBHN mencanangkan koperasi sebagai penggerak di
segala bidang kegiatan ekonomi, seperti bidang industri, pertanian, perdagangan,
keuangan, angkutan dan bidang lainnya. Konsep Pelita pemerintah (Pembangunan
lima tahun), poin kelima disebutkan “Dalam ekonomi nasional, dunia usaha
seperti koperasi dan usaha swasta penting untuk ditumbuhkan dan diluaskan
cakupannya untuk dapat menjadi suatu usaha yang tangguh dan sehat serta di
tujukan untuk mampu menumbuhkan kegairahan dan aktivitas ekonomi dan bisa
menjadi  pemerataan pembangunan, memperbanyak lapangan kerja bagi
pengangguran, manaikkan tingkat taraf hidup, mencerdaskan dan
menyejahterakan rakyat, serta menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan
Negara serta memperkuat ketahanan nasiona .

Lebih lanjut, menurut Mubyarto, dalam ekonomi Pancasila
koperasimerupakanalat perjuangan golongan ekonomi lemah untuk memajukan
usahanya dan meningkatkan kesgjahteraannya. Koperasi memiliki kegiatan usaha
yang mengharuskan syarat mutlak yaitu harus adanya usaha yang berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari (usaha atau rumah tangga) setiap anggota
anggotanya. Bahasa lainnya, koperasi wajib mencerminkan “extension”
(sambungan atau perluasan) dari kegiatan usaha rumah tangga setiap anggota,
yang mana usaha-usaha anggota koperas akan dapat dilaksanakan dengan lebih
baik, lebih efisien dan lebih efektif. Tujuan anggota mendirikan koperasi bukan

**Hendar S.E., M.Si., Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai
Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi),(Semarang: Erlangga, 2010), 8
*|hid. 9
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hanya membangun usaha baru (new venture), tetapi juga koperasi wajib dimulai
dari orang-orang anggota koperasi, baik itu produsen ataupun konsumennya.>®

Selaras dengan pernyataan di atas, menurut bapak koperasi Mohammad
Hatta di dalam pidatonya tanggal 14 Juli 1951, mengungkapkan bahwa “apabila
kita membuka UUD 1945 dan membaca serta menghayati isi pasal 33, maka
tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu...”.

Maksud dari tujuan tersebut ialah memfasilitas kesegjahteraan rakyat
dengan cara menyatukan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar azas
kekeluargaan. Koperas melakukan usaha bersama-sama untuk menghidupkan
perekonomian berazaskan kekeluargaan, karena hanya koperas yang agadnya
adal ah kerja sama antara sesame anggota di dalam berusaha sebagai satu keluarga
besar.>

Di dalam Koperasi memiliki nilai-nilai fundamental dan nilai-nilai etis
yang dipandang sangat penting untuk diaplikasikan. Seperti nilai-nila
fundamental menolong diri sendiri, demokrasi, keadilan, tanggung jawab sendiri,
persamaan, dan kesetiakawanan, sedangkan nilai-nilai etis diantaranya tanggung
jawab sosial, keterbukaan, kejujuran, serta kepedulian terhadap orang lain.*®

Azas dan cabang koperasi yang paling dasar menyatakan bahwa koperasi
berfungs untuk metode perjuangan ekonomi yang bertujuan meningkatkan
kesgjahteraan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada azas kekeluargaan
dan kegotongroyongan. Dalam masalah keuangan dan modal serta aspek-
aspeknya sebagal sendi dasar koperasi diatur bahwa koperasi bukan perkumpulan
modal sehingga wataknya bersifat non-kapitalistis. Oleh karena itu pembagian
sisa hasil usaha dibagikan atas dasar perimbangan jasa/usaha dan kegiatannya

dalam koperasi. Demikian pula halnya dengan hasil (bunga) yang diterima dengan

*Mubyarto dan Boediono, Ekonomi Pancasila, Cet ke-6,(Y ogyakarta: BPFE-Y ogyakarta,
1997), 226

> Andjar Pachta W., et al.Hukum Koperasi |ndonesia(Pemahaman, Regulasi, Pendidikan,
dan Modal Usaha), Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2007), 19-20

*Ibid.,10
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adanyainvestas pada usaha koperasi. Karena Koperasi bersifat non-profit motive,
karenaitu dapat dipahami bila hasil bunga dibatasi.>

Dengan adanaya pengaturan dalam pembagian sisa hasil usaha dan
pembatasan dalam insentif modal yang diinvestasikan ke dalam usaha koperasi
tersebut di atas, maka diperlukan faktor pendorong yang mendukung atas
kepercayaan padadiri sendiri, seperti faktor Swadaya, Swakerta dan Swasembada.
Menurut pasa 34 ayat 1 UU No.12 Tahun 1967 tentang perkoperasian, SHU
Koperas adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku
yang bersangkutan. Ayat 2 mengatakan bahwa Sisa Hasil Usaha berawal dari
usaha yang diselenggarakan balk untuk anggota maupun bukan anggota
koperasi.®°

Pada prinsipnya koperasi suatu wadah dari sekumpulan orang-orang,
bukan sekumpulan modal-modal, sehingga kendali koperasi berada di tangan-
tangan rapat anggota. Rapat anggota juga sebagai kekuasaan paling tinggi dengan
dasar setigp anggota memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu hak suara,
terlepas dari kecil besarnya modal setiap anggota yang di investasikan dalam
koperasi. Pada dasarnya koperas memakai azas demokrasi, sehingga proses
pengembangan koperas terjadi dari bawah ke atas dan jarang terjadi dari atas ke
bawah. Pengaturan terhadap bunga pada modal anggota yang ditanam dalam
koperasi adalah ciri yang mengisyaratkan bahwa posiss modal kedudukannya
lebih rendah dibandingkan manusia yang menjadi anggota koperasi itu sendiri.®*

4. Koperas Syariah dan Pengelolaannya
Koperasi syariah tidak diketahui secara pasti kapan mulai berkembang di
Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berazas nilai Islam di
Indonesia telah diprakasai oleh komunitas dagang yang telah populer dengan
sebutan SDI (Sarikat Dagang Islam), di prakarsai oleh Haji Samanhudi di Solo,

Jawa Tengah, yang berusaha mengumpulkan anggota-anggotanya dari kalangan

% Sudarsonodan Edilius, Koperasi dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2018), 81
®Ibid, 112
#*Muhammad, Manajemen Perbankan,( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 97



pedagang batik yang beragama Islam. Pada akhirnya haluan Sarikat Dagang
Indonesia berubah dengan nama Sarikat 1slam dan pergerakannya telah cenderung
ke politik praktis..®?

Kehadiran koperasi syariah pada fundamentalnya adalah sebuah
perubahan dari koperasi konvensional dengan menambahkan nilai-nilai prinsip-
prinsip koperasi syariah atau musyarakah (bersekutu) yang sejalan dengan syariat
Islam dan peneladanan terhadap prilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan
para sahabatnya. Konsep pembangunan Koperasi Syariah pada azasnya
menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yaitu sebuah kegiatan usaha yang
dibangun bersama-sama oleh dua orang atau lebih, setigp anggota memberikan
investasi berupa dana dalam porsi yang sama dan berkolaborasi dalam pekerjaan
dengan bobot yang sama juga. Masing-masing anggota saling berperan dan
menutupi  kekurangan satu sama lain dalam hak dan kewagjiban, dan tidak
diizinkan jika ada salah seorang anggota menginvestasikan modal yang lebih
besar dari anggota lainnya dan mendapatkan laba yang lebih besar juga dibanding
dengan anggota koperasi lainnya ®

Syirkah Mufawadhah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk
melaksanakan satu usaha dengan kriteria: (1) modal sesame angggota koperasi
sama ukurannya, (2) memiliki kekuasaan yang sama untuk mengorganisir
koperasi, (3) semua anggota memiliki agama yang sama, dan (4) setiap anggota
memilki hak dalam bertindak atas nama koperasi tersebut.®

Koperasi syariah adalah badan usaha yang anggotanya merupakan orang
perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah atau bagi hasil dan dilandasi oleh asas kekeluargaan. Koperasi syariah
adalah organisas sosial ekonomi kerakyatan yang berupaya menyelenggarakan
kegiatan usaha produktif dan investasi dengan tujuan untuk mengembangkan dan

®3sayyid Sabiq, FikihSunnah. Terj.KamaluddinA.Malik, (Bandung:Al-Ma’arif, 1997), 177
*bid., 178
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meningkatkan kegiatan perekonomian pengusaha kecil berbasis penanaman modal

dan prinsip syariah.®

Tabel 1 Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasl|

Perihal Margin Bunga Mudharabah (bagi hasil)
Besarnya keuntungan Sudah ada di tabel Keuntungan baru ada
yang di dapat keuntungan sebelum setel ah pel aksanaan
usaha dilakukan usaha
Ketentuan yang telah ada | Sudah tersedia daftar Disepakati sewaktu akad
bunga, dalam rupiah untuk pembagian
keuntungan masing-
masing pihak, contoh
50:50, 40:60, 35:65, dil
Andaikatausahamerugi | Yang menanggung Y ang menanggung

anggota atau nasabah sgja

kerugian kedua belah
pihak

Awal mulayang dihitung

Dari besarnya uang yang
dipinjam, bunga tetap

Dari perolehan
keuntungan nanti yang di
dapat, tidak tentu
jumlahnya

Fokus pada usaha

Bunga yang bakal di
terima bank telah pasti
jumlahnya

Berhasi| atau tidaknya
usahamenjadi perhatian
utama kedua bel ah pihak,
yaitu Nasabah dan Bank

atau lembaga lainnya

Apakah kita tahu jumlah

besar keuntungan

Sudah pasti, karena
memakal system bungadi

awal

Keuntungan memakai
system bagi hasil atau
Proporsi : (%), setelah
ada keuntungan baru
dapat dikalikan

% Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Zikrul Hakim

2008), 37.
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Kriteria Hukum Bertolak belakang Sesuai dengan Q.S.
dengan Q.S. Lukman : 34 | Lukman : 34

Sumber : M. Amin Aziz.*®®

5. Prinsip Koperasi Konvensional

Koperas memiliki prinsip-prinsip di dalam melaksanakan kegiatannya
meurut penjelasan dalam Pasal 6 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,
sebagai berikut:

a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

Koperass merupakan wadah kumpulan orang —orang yang bersifat
sukarela dan terbuka untuk semua orang yang siap memakai jasa-jasanya dan siap
untuk mendapatkan tanggung jawab sebagai anggota, dan tidak membedakan jenis
kelamin (gender) ras, politik, latar belakang sosial atau agama.

b. Pengawasan ol eh anggota disel enggarakan secara demokratis,

Pada dasarnya koperasi merupakan sebuah paguyuban yang bersifat
demokratis, yang diawasi langsung oleh anggota-anggotanya sendiri, secara aktif
menggariskan kebijakan dan keputusan. Setiap anggota koperasi yang terpilih
sebagai pengurus, wajib bertanggungjawab terhadap anggota melalui rapat
anggota.

c. Anggota berpartisipas aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;

Setiap anggota koperasi ikut andil dalam kotribusi modal secara merata,
kemudian saling melakukan pengawasan secara demokratis atas modal yang telah
di setor tersebut. Dalam koperasi sebagian dari modal yang terkumpul adalah
milik bersama, seperti simpanan pokok. Jadi setiap anggota koperasi yang
mendapat kompensasi sifatnya terbatas sesua modal yang ditentukan untuk
menjadi anggota.

Sisa hasil usaha dari para anggota koperasi biasanya untuk tujuan

tertentu, diantaranya:

®M.Amin Aziz,dkk,SOM & Sop BMT Baitul maal Wat Tamwil, (Jakarta:Pinbuk
Press,2008),28
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a. Pengembangan koperas anggota, dengan cara membentuk dana
cadangan, sebahagian dari danatersebut tidak bisa dibagikan;

b. Memberi hasil secara rata kepada anggota dimana harus seimbang dengan
transaksi anggota dengan koperas ;

c. Setigp anggota turut memberikan dukungan kegiatan lainnya yang telah
disahkan dalam rapat anggota.

d. Koperass merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan
independen; Koperas merupakan lembaga otonom, dapat membantu
dirinya sendiri dan juga diawas oleh para anggotanya. Jikalau koperasi
mengadakan perikatan dengan lembaga lain, misalkan pemerintah, atau
menimbun modal dari sumber lain, koperasi melaksanakan berdasarkan
ketentuan yang memberikan jaminan pengawasan secara demokratis oleh
para anggota koperasi dengan tetap menjaga otonomi mereka.

e. Tugas selanjutnya koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan untuk
anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, juga memberikan kabar
kepada masyarakat tentang jati diri, manfaat koperas dan kegiatan
koperasi;

f. Organisass koperass memberikan pelayana secara prima kepada
anggotanya dan menguatkan gerakan koperasi, dengan cara menjalin
kerja sama melalui networking (jaringan) kegiatan baik di tingkat lokal,
nasional, regional, dan internasional;

g. Koperass memilki vis hadirnya untuk pembangunan yang
berkesinambungan bagi lingkungan sekitar dan masyarakat koperasi
melalui metode kebijakan yang telah di gariskan oleh anggota. ®

6. Prinsip Koperasi Syariah
Ada 2 kaidah dasar pada Koperasi Syariah, yaitu:
1. Koperasi Syariah menerapkan kaidah-kaidah Ekonomi Islam,

diantaranya:

"Notohamidijojo, Rahasia Hukum,( Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1973), 46
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Kaya merupakan titipan Allah SWT, yang tidak seorangpun dapat
meilikinya secara mutl ak.

Manusia diberikan kebebasan untuk berkegiatan mu’amalah dengan
batasan tidak melanggar ketentuan syari’ah Islam.

Manusia adalah khalifah (pengganti) Allah di muka bumi dan
sekaligus sebagal pemakmur di dunia tersebut.

. Mengangkat tinggi keadilan dan menolak setiap bentuk riba dan

pengkhususan sumber uang pada sekelompok orang atau segelintir

orang sgja.

2. Koperasi Syari’ah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan

pada kaidah-kaidah Syari’ah Islam, seperti :

a

b.

Sifat anggota adalah sukarela dan terbuka.
Kebijakan diputuskan secara musyawarah dan diterapkan secara
konsisten dan konsekuen.

Pengorganisasian dil aksanakan secara terbuka dan professional.

. Pembagian SHU dilaksanakan secara adil, sesuai dengan pors

jasanya usaha setiap anggota.

Pembagian balas jasa modal anggota dilaksanakan secara terukur
dan professional berdasarkan sistem bagi hasil.

Jujur, amanah dan mandiri.

Meningkatkan sumber daya ekonomi, sumber daya informasi dan
sumber daya manusia secara optimal.

. Mergjut hubungan dan memperkuat kerjasama sesama anggota

koperasi, antar koperasi dan antar lembagalainnya. %

Agar tidak melenceng dari aturan dan norma lslam, adalimasis religius,

yang terdapat dalam literatur, harus diaplikasikan ke dalam pelaku investasi

Limasisi , diantaranya:

a. Transaksi keuangan yang bebas dari basis bunga (riba)

b. Pengenaan pajak yang Islami, seperti sedekah dan zakat

% Nur S. Buchori, Koperasi Syari’ah (Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012), 9
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c. Tidak mengizinkan segala produksi barang dan jasa yang
mengandung unsur haram

d. Menjauhkan diri dari kegaiatan atau aktivitas ekonomi yang
mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir (judi)

e. Menyediakan takaful (asuransi Islam).®

7. JenisKoperas Konvensional

Untuk meningkatkan kehidupan, lahirlah berbagai bentuk koperasi
selaras dengan berbagai jenis perusahaan. Karena banyaknya jenis kebutuhan dan
upaya untuk memajukan kehidupan, maka lahirlah berbagal bentuk koperasi. Kita
dapat membagi banyak bentuk koperasi menjadi lima kelas secara umum, yaitu™

a. Koperas Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan koperasi dimana anggota-anggotanya
adalah setigp orang yang memiliki kepentingan langsung di dalam lapangan
konsumsi. Koperasi konsumsi memiliki fungsi **

1) Sebagai pendistribusi satu-satunya kebutuhan barang-barang sehari-
hari bagi rakyat yang akan membuat jarak antara produsen ke
konsumen menjadi pendek;

2) Dapat menjadikan harga komoditas menjadi murah sampai ke tangan

pemakai/konsumen;

3) Biaya-biaya penjualan dan biaya pembelian bisa dihemat.

Oleh karena itu, koperasi yang bergerak untuk kebutuhan sehari-hari
disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperas konsumsi adalah agar anggotanya
dapat membeli produk konsumen berkualitas tinggi dengan harga yang pantas.
Koperasi konsumsi menjalankan usaha untuk melayani kebutuhan anggotanya.
sebagai berikut: "

% Mervyn Lewis dan Latifa Algoud, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek,
(Jakarta: Serambi [Imu Semesta, 2003), 48
" Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Koperas dan Perekonomian Indonesia,

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 49
™ Arifinal Chaniago, Koperasi Indonesia, (Bandung: Angkasa, 1979), 39.
"2 Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, 50
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1) Sesua dengan keinginan anggota, membeli produk konsumen untuk
kebutuhan sehari-hari dalam jumlah banyak.

2) Mendistribusikan barang konsumen dengan harga yang wajar kepada
anggota.

3) Berusaha menghasilkan produk konsumen sendiri untuk kebutuhan
anggota.

b. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Untuk memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengakses
pinjaman dengan mudah dan dengan biaya rendah, koperasi kredit diciptakan.
Karenaitulah koperas ini disebut juga koperasi kredit.

Namun, koperasi membutuhkan uang untuk dapat menawarkan pinjaman
atau kredit. Tabungan peserta sendiri merupakan sumber dana koperasi yang
utama. Pinjaman diberikan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman dari
simpanan yang terkumpul secara kolektif. Koperas kredit lebih tepat disebut
sebagal koperasi simpan pinjam.

c. Koperas Produksi

Koperasi Produksi, yaitu koperas yang bergerak dalam bidang usaha
ekonomi pembuatan dan penjualan hasil produksi, baik yang dilaksanakan secara
kesatuan oleh koperas maupun anggota koperasi, seperti koperasi tahu tempe,
koperasi pembuatan sepatu, koperasi peternak sapi perah, Koperasi Kergjinan,
Koperasi Seni, Koperasi Pertanian, Koperasi Batik dan lain-lain.

Anggota koperasi produks terdiri dari orang-orang yang mampu
menciptakan sesuatu barang atau jasa. Kaum buruh atau pengusaha kecil adalah
orang-orang yang termasuk anggota koperasi tersebut. Karena itu, ada dua bentuk
koperasi produks, yaitu:

1) Koperas produksi, pekerja atau kaum buruh adalah anggota koperasi yang
tidak memiliki perusahaannya sendiri.
2) Koperasi produksi, dimana anggota koerasinya merupakan orang-orang yang

setiap dari mereka memiliki perusahaannya sendiri.
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d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa, addah koperasi yang bergerak dalam penyediaan jasa
khusus kepada anggota dan masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi
angkutan, koperasi konstruksi bangunan, koperasi untuk perencanaan dan
koperasi jasa audit, koperasi asurans Indonesia, koperasi jasa untuk mengurus
dokumen-dokumen seperti Surat 1jin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan,
Paspor, Sertifikat Tanah, dan Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas).

e. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Pemerintah merekomendasikan pembentukan Koperasi Unit Desa untuk
meningkatkan pembangunan dan penghidupan masyarakat di pedesaan. Dalam
satu kecamatan yang merupakan satuan potensi ekonomi, dibentuk untuk satu
kesatuan desa terdiri atas beberapa desa. Untuk satu bidang potensi ekonomi,
disarankan dibentuk koperasi yang disebut koperasi unit desa. Jika potens
ekonomi satu kecamatan dimungkinkan, maka bisa didirikan lebih dari satu
koperasi unit desa. Dengan kata lain, satu koperasi unit desa dapat menjangkau
satu atau beberapa desa sgja, walau begitu tetap diharapkan semua desa dapat ter-
cover di satu kecamatan untuk satu koperasi unit desa.

8. JenisKoperas Syariah

Ada dua kelompok Lembaga Keuangan Syari’ah diantaranya, lembaga
keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan berbentuk
bank seperti Bank Umum Syari’ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah
(BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan bank seperti Unit Usaha
Syari’ah (UUS) dan Baital Maal waal Tamwil (BMT).”

Semua Baital Maal waal Tamwil (BMT) yang ada di Indonesia tergolong
dadam KIS, (Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah), mempunyai
payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya. Seperti yang sudah ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/IKUKM/IX/2004 periha  Petunjuk

® Hadin Nuryadin, BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari’ah,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 159-160.
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Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperas Jasa Keuangan Syariah, memberi arti
Koperas jasa keuangan syariah atau Koperas simpan pinjam syariah merupakan
bentuk koperasi yang pelaksanaan operasionalnya bergerak dalam bidang
investasi, pembiayaan dan simpanan sesuai sistem bagi hasil (syariah).”

Mengenai usaha, koperasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
koperasi yang memiliki usahatunggal (single purpose), yaitu koperasi yang hanya
menjalankan satu bidang usaha, misalnya koperasi yang hanya bergerak di bidang
konsumsi, perkreditan atau produksi. Koperasi banyak usaha (multi purpose),
khususnya koperasi yang bekerja sama di berbagai bidang (banyak bidang),
misalnya koperasi yang melakukan jual beli.”

Kata kepatuhan berawal dari kata patuh, memakai sambungan kata ke-an,
yang berarti sifat taat dan patuh,”® sedangkan ketundukan syariah (sharia
compliance) adalah hasil dari Lembaga Keuangan Syariah atas pemanfaatan
aturan yang secara sah ditetapkan sebagai aturan syariah.”’ Diantaranya fatwa
Dewan Syariah Nasional Mgelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Pedoman Menteri
Koperas dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) untuk koperasi syariah,
misalnya Pedoman Peraturan Menteri K.UMKM Nomor 35.3 Per / M.KUMKM /
X /2007, dan pengaturan seluruh ketentuan ekonomi Islam lainnya.

Kepatuhan syariah disini dalam ha operasionalnya maksudnya ialah
ketaatan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sebab Fatwa DSN adalah
perwujudan kaidah dan peraturan syariah yang wgjib ditaati dalam Lembaga
Keuangan Syariah.”® Ketaatan syariah dalam hal ini adalah kepatuhan dan
konsekuensi dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada prinsip syariah,
apakah itu terhadap produk-produk maupun dalam operasional kerja.

Ketaatan prinsip syariah tersebut dimaksud untuk memberi nilai sudah
sampa mana prinsip syariah diaplikasikan dan ditaati oleh KIKS/UJKS koperasi

™ Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,. 456.

™ Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 291.

"® Ebta Setiawan, KBBI offline V 1.1 (http://ebsoft.web.id, 2010)

" Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2015), 3

® Ardian Sutedi, Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2009). 145
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dalam melakukan kegiatannya sebagai lembaga keuangan syariah.” Taat atau

tidaknya koperasi syariah dilihat pada sepuluh ciri-ciri,yakni;

1.

Segala akad dalam lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai
prinsip syariah, di validkan dari hasil penilaian catatan Dewan
Pengawas Syariah

Dana yang ditempatkan pada bank syariah, di lihat buktinya pada
laporan pemakaian dana

Dewan Pengawas Syariah keberadaannya, di sahih-kan dengan
adanya surat keputusan pembentukan Dewan Pengawas Syariah.
Komponen pembiayaan dan modal penyertaan berasal dari lembaga
keuangan syariah, dapat dilihat pada laporan asalnya dana

Rapat yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah dan
dihadiri oleh pengurus, pengawas, karyawan perintis, Dewan
Pengawas Syariah, pengelola dan anggota yang diselenggarakan
secara berkala, dapat di validas dengan daftar absen hadir dan
catatan agenda rapat perkumpulan kelompok.

Setiap mangemen UIKSKJIKS yang sudah melalui pendidikan dan
pelatihan pengelolaan lembaga keuangan syariah, di akui dengan
adanya sertifikat.

Kuantitas pertemuan Dewan Pengawas Syariah yang membahas
ketepatan pola pembiayaan yang diselesailkan penyelenggara dalam
waktu 1 tahun. Menunjukkan adanya aktivitas pengawasan dari
Dewan yang bersangkutan dengan pimpinan dan pengurus lembaga
keuangan syariah, yang dilampirkan bukti oleh daftar hadir peserta
dan agenda pertemuan Dewan Pengawas Syariah.

Penanggulangan pembiayaan bermasalah dilakukan pendekatan
syariah dengan cara mengkonfirmass mudarib yang memiliki
masalah

Terjadi kenaikan Zakat Infak Shodagoh (ZIS) dari anggota.

" Kementian KUMKM, Permen, 29



10. Terjadinya peningkatan pemahaman anggota lembaga keuangan
terhadap kemantapan sistem syariah, sehingga bisa dilihat pada
terjadinya kenaikan jumlah anggota Mudarib di KIJKS/UJK S.2°

B. Koperas ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Koperasi adalah kumpulan dari orang-orang dan memiliki vis serta
kepentingan yang sama. Sekumpulan dari orang-orang yang bersama-sama
bertujuan menjadi anggota dari koperasi yang didirikan. Pendirian koperasi
berlandaskan azas kekeluargaan dan gotong royong untuk bahu membahu saling
menolong sesama anggotanya yang membutuhkan bantuan baik itu berupa
peminjaman uang dan kemudahan transaksi untuk mendapatkan kebutuhan sehari-
hari.

Saat ini koperas berkembang dengan sangat pesat, ditandai dengan
munculnya bermacam jenis koperasi, salah satunya adalah koperasi syariah.Dalam
koperasi syariah tidak dikena adanya system bunga, melainkan diganti dengan
sistem bagi hasil yaitu menggunakan agad Mudharabah dan agad
Musyarakah.Dalam hukum ekonomi syariah, agad Mudharabah dan agad
Musyarakahsering dinisbatkan pada kegiatan muamalah, salah satunya adalah
pada koperasi syariah.Di dalam koperasi syariah agad Mudharabah atau bagi
hasil, di gunakan pada setiap produk usaha yang dijalankan roda koperasi untuk
setigp keuntungan yang diperoleh koperasi dan diberikan pada setiap
anggotanya.Sedangkan agad Musyarakah pada koperasi syariah digunakan pada
pembentukan koperasi itu sendiri dengan mengumpulkan modal koperas dari
setiap anggota dan mengel olanya secara bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Penulis akan memaparkan apa itu agad Mudharabah dan agad
Musyarakah serta penjelasannya lebih mendalam sebagai berikut;

®bid, 38
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1. Pengertian Aqad Mudharabah

Secara lughawi mudharabah memiliki akar dari kata ad-dharb ( )
derivasi dari wazanfi’il —G - memilliki makna memukul dan
berjalan.®* Selain ad-dharb, istilah lainnya kata giradh ( ) dari kata ( )
yang berarti pinjaman atau pembiayaan modal untuk melakukan aktivitas dagang
dengan memperoleh keuntungan.®* Muhammad Syafi’i Antonio pernah menulis di
bukunya tentang Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, menjelaskan bahwa arti dari
berjalan dapat dimaknai ialah proses seseorang dalam melaksanakan usaha®
Dapat diambil kesimpulan bahwa mudharabah secara lughawi ialah proses
seseorang mengaktifkan kakinya untuk melaksanakan usahanya dengan cara
berdagang demi memperoleh keuntungan.

Secara istilah mudharabah merupakan penyerahan modal kepada orang
yang berdagang sehingga dengan usahanya berdagang ia mendapatkan persentase
keuntungan.®* Definisi mudharabah dari ahli ekonom Sayyid Sabiq ialah:

“Akad antara dua pihak dimanasalah satu pihak mengeluarkan sejumlah
uang(sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi
sesuaidengan kesepakatan”.®

Adapun pengertian mudharabah dari ahli Wahbah Az-Zuhaili adalah:

“Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta)
pada‘amil(pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi
milikbersamasesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya
hanya menjadi tanggungan pemilik modal sga,‘amil tidak menanggung
kerugianapa pun kecuali usaha dan kerjanya saja”.%

Sedangkan  pengertian mudharabah dari fatwa DSN  No.
07/DSNMUI/1V/2000 adalah :

81Adib Bisri dan Munawwir,Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia Indonesia—Arab,(Surabaya
:Pustaka Progressif, 1999), 432.

*Ipid,592

#Muhammad Syafi’l Antonio,Bank Syariah dari Teori ke Praktek,(Jakarta: Gema Insani,
2001), 95.

#Abdullah Al-Muslih,Fikih Ekonomi Keuangan Islam,( Jakarta : Darul Hag, 2004), 168

®sayyid Sabig,Fighus Sunnah Jilid 4,(Jakarta : Darul Fath, 2004), 217

8\\Wahbah Az-Zuhaili,Figih |slam Wa Adillatuhu Jilid 5,(Jakarta : Gema Insani,2011), 476
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“Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada
pihaklain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai
shahibulmaal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha),
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola
usaha”.®’

Dari pengertian di atas bisa ditarik simpulan, Mudharabah merupakan
suatu akad kontrak kerjasama antara Shahibul Mal (Pemilik Modal) 100 % dan
Mudharib (Pengelola) dalam menjalankan suatu usaha perdagangan atau investasi
dengan kesepakatan Nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Dimana jika
terjadi kerugian dari suatu usaha, maka pemilik modal akan menanggungnya,
seandainya kerugian diakibatkan oleh kelalaian dari pengurus usaha, maka
kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengurus usaha tersebut.

2. Dasar Hukum Agad Mudharabah
Pada prinsip keumuman, azas hukum mudharabah adalah cerminan pada
nasehat untuk melaksanakan kegiatan usaha. Berdasarkan dasar hukum
mudaharabah diantaranya:
1) a-Qur’an

JJ.; -ﬂn.d.'alLL?j 5&'—1_1-;# A ’.J L)_.“l i u..ad.}l r"u.-ﬂ-" -..J\JI '-..-J-J_J L_.:'
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¥Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh)
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Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam
atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang
yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang.
Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan
batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan
kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al
Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang
yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari
sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di
jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran
dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah
pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja
yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang
paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-
Muzzammil:20).%

Disini dapat diambil wajhud-dilalah atau argumen dari surat al-Muzammil:
20 di atas merupakan kata yadribun yang sesuai dengan akar kata mudharabah
yang memiliki arti melaksanakan sebuah pergerakan usaha.

Selainnya, dalam QS.a-Jumu’ah: 10 dan QS. al-Bagarah: 198 dan untuk
mendukung umat muslim dalam melakukan upaya pergerakan usaha atau
mendapatkan karunia Allah yang betaburan di muka bumi.

o183l T Jab oy 132005 2T (3 1 el 3Ll o iad 135
"J)"’J‘a" ,.&:.L-.‘l o AL

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertcbaranfah kenu o ke

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak

supaya kamu beruntung.” (QS. al-Jumu’ah: 10).%°

8K ementerian AgamaRI, al-Qur’an dan Terjemahnya...,h. 575.
¥K ementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya...,h. 554.
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2) a-Hadits
‘\13‘&“15‘dmd@«:e\&we—oaéw&waw}*w‘y
Gl ol 1 B3y oyl Jor) 1 gl B g SN s ks
et o olgy) &Y

Artinya: “Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada
kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-
Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a.
bahwa Rasulullah saw. bersabda: ““Tiga hal yang didalamnya terdapat
keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, mugaradhah (mudharabah)
dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan
untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Jika melihat dasar hadist diatas, dapat di mengerti bahwa pelaksanaan
karjasama mudharabah di izinkan dalam agama Islam dan mengandung berkah
atau manfaat di dalamnya.

3) ljma’

Berdasarkan riwayat sekumpulan sahabat yang memberikan (kepada
orang, mudharib) pusaka anak yatim sebagal mudharabah dan tidak ada seorang
pun yang menyangka mereka. Oleh sebab itu, sebenarnya hal tersebut diakui
sebagai ijma”. %

4) Qiyas

Transakss mudharabah disamakan dengan transaks  musagah
(memperoleh upah atas jasa menyiram tanaman). Jika diperhatikan dari sisi
kebutuhan manusia, ada orang yang kaya dan orang yang miskin, dalam satu sis
sebahagian orang mempunya harta tetapi tidak memiliki kemampuan
mendayagunakannya dan ada juga orang tidak memiliki harta tetapi memiliki

% Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Y azid al-Qazwiniy 1bnu Majah, Sunan Ibnu
Majah, Juz 3, (Beirut: Darul-Fikr, 1992), 768

*'Wahbah Zuhaily, Figih Isam 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk
dalam “al-Figh al-Islam wa Adilatuhu™, (Damaskus, Darul Fikr, jilid 1V, 1989), 838.
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kemampuan mendayagunakannya. Oleh sebab itu, syariat mengizinkan muamalah
tersebut, agar kedua pihak bisa memperoleh manfaatnya. %

3. Rukun Mudharabah
Daam mudharabah terdapat agad, dimana agad tersebut memilki beberapa
rukun yang sudah ditetapkan oleh ulama yang berguna menjadi penentu sahnya
akad tersebut, dalam hal tersebut ulama-ulama memiliki perbedaan pendapat
tentang rukun mudharabah mengenai ijab dan qabul vyaitu lafadz yang
menentukan ijab dan gabul dengan memaka sistem mugaridhah, mudharabah,
muamalah, atau perkataan yang searti dengannya
Rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah :
a.  Pelaku (shahibul mal dan mudharib)
Mudharabah, memiliki agad yang dimana terdapat dua orang yang
bekerja, pertama orang yang memilki modal (shahibul mal) dan orang
yang bertindak menjadi pelaksana usaha (mudharib)..
b. Obyek Mudharabah (modal dan kerja)
Objek mudharabah adalah hasil konsistensi dari aktivitas yang dilakukan
para pelakunya. Pemilik modal memasukkan modalnya sebaga obyek
mudharabah, sedangkan pelaku usaha menyerahkan pekerjaannya sebagai
obyek mudharabah. Modal yang diberikan bisa berupa uang tunai atau
barang dagangan yang ditentukan taksirannya dalam bentuk uang tunai.
Sedangkan pekerjaan yang diberikan bisa berupa ketrampilan, keahlian,
kemampuan menjual, kemampuan manajemen, dan lain-lain
Modal mudharabah seharusnya dalam bentuk uang tunai bukan berbentuk
barang, hal tersebut telah dilarang oleh para fugaha, sebab komoditas atau
barang tak bisa di tentukan berapa kisaran harganya dan dapat berakibat
pada ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. ** Meskipun

demikian, para ulama dari mazhab Hanafi mengizinkannya dan perkiraan

| bid.

®Adiwarman A. Karim, Bank Isam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta : PT
RajaGrafino Persada, 2014), 205.
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nilai komoditas yang digunakan sebagal setoran modal harus ditentukan
pada saat kesepakatan oleh mudharib dan shahibul mal. Para fugaha sudah
sepakat bahwa mudharabah tidak boleh dengan hutang, tanpa ada setoran
modal, tersirat bahwa shahibul mal tidak menyertakan kontribusi apapun
padahal mudharib itu sudah bekerja sesuai kesepakatan. Ulama-ulama
Syafi'i dan Maliki melarang karena dapat melanggar keabsahan perjanjian.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan gabul)
Kesepakatan kedua pihak, adalah akibat perjanjian dari prinsipan-taraddin
minkum (saling rela). Dalam hal tersebut kedua pihak mesti rela berjanji
untuk melibatkan diri menggunakan akad mudharabah. Pemilik modal
sepakat dengan perannya sebagai penyalur dana, di lain sisi si pelaksana
usaha pun sepakat dengan perannnya sebagai pel aksana kerja.

d. Nisbah keuntungan
Proporsi pembagian hasil adalah kewagjiban yang menjadi ciri khas dalam
akad mudharabah. Ini adalah keuntungan yang berhak untuk didapatkan
oleh shahibul mal atau mudharib. Shahibul mal memperoleh kompensasi
dari modal yang disetor, sedangkan mudharib mendapat keuntungan dari
kerjanya **

4. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah bertalian dengan rukun-rukun mudharabah
itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah yang wajib di ikuti, diantaranya:

a  Shahibul mal dan mudharib
Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak |ayaknyasebagai majikan
dan wakil.**Hal itu karena mudharib berkerja atas perintah dari pemilik
modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti
mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk
melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu

*Ibid.
® Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar,
2008), 228.
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keahlian, seperti sakit gila, sakit fisik dan lainnya. Selain itu, kesepakatan
banyak ulama juga tidak memberikan kriteria bahwa kedua-duanya wajib
beragama Islam, sebab itu akad mudharabah bisa dilakukan oleh siapa sgja

termasuk juga non-muslim.

b. Sghat ijab dan gabul
Sghat wajib dilafazkan oleh kedua pihak untuk menampakkan keinginan
mereka, dan adanya kejelasan vis mereka dalam melaksanakan suatu
perikatan.®® Lafadz-lafadz ijab, yakni dengan memaka asal kata dan
derivas mugaradhah, mudharabah, dan muamalah serta |lafadz-lafadz
yang menampakkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-
lafadz gabul ialah dengan pengucapan ‘amil (pengelola), “saya setuju,”
atau, “saya terima,” dan sebagainya. Jika sudah dipenuhi ijab dan gabul,
maka akad mudharabah-nya telah makbul.

c. Moda
Dalam hal ini, modal merupakan uang dalam jumlah tertentu yang diberi
oleh shahibul mal kepada mudharib demi sarana investas menggunakan
akad mudharabah. Syaratnya antaralain :
1) Modal yang diberikan haruslah uang
2) Modal haruslah terukur dan tahu berapa jumlahnya
3) Modal haruslah cash bukan utang
4) Modal haruslah disiapkan dan diberikan kepada mitrakerja’”’
Jika kita mengutip perkataan M. Ali Hasan, ia mengatakan mengikuti
Mazhab Syafi’i, Hanafi dan Maliki jika modal dikuasai sebagiannya oleh
pemilik modal tidak diberikan seutuhnya, maka akad tersebut tidak benar.
Namun, jika melihat Mazhab Hanbali, boleh jika sebahagiaan modal itu
ada ditangan pemilik modal, tetapi jangan sampai menganggu kelancaran

pel aksanaan perusahaan itu.

% |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian,
Ekonomi,Bisnis dan sosial), (Bogor :Ghalia Indonesia, 2012), 143.

9 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah,(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014),
62.
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d. Nisbah keuntungan

Nisbah atau proporsi keuntungan adalah jumlah yang diperoleh karena
kelebihan dari modal. Laba harus dibagi menurut proporsi antara dua
pihak, dan keuntungan atau nisbah keduanya harus ditegaskan pada saat
pembuatan perikatan kontrak. Pembagian laba harus terukur dan di
jelaskan dalam ukuran persentase, misalnya, 50: 50, 60: 40, 70:30, atau
bahkan 99: 1 sesuai perjanjian bersama-sama®® Kesepakatan tersebut
ditulis di hadapan notaris dalam surat perjanjian, apabila kedepan terjadi
sengketa, maka dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak begitu sulit.
Karakter akad mudharabah ialah pembagian untung dan rugi atau bahasa
lainnya pembagian profit and loss sharring (PLS), dalam akad tersebut
pengembalian dan waktu arus tunai bergantung pada tingkat kinerjanya.
Jka keuntungan dari usaha ini besar, kedua pihak tersebut akan
mendapatkan porsi yang besar juga. Namun, jika keuntungannya sedikit,
maka keduanya akan mendapat bagian kecil juga. Besarnya proporsi atau
nisbah keuntungan disepakati tergantung pada perjanjian masing-masing
pihak yang mengadakan kontrak, sehingga angka propors ini terbit dari
hasil tawar menawar antara shahibul mal dan mudharib, dapat
dissmpulkan bahwa proporsi atau nisbah keuntungan tersebut bermacam-
macam seperti yang pernah dibahas di atas, namun para ahli hukum atau
fugaha sependapat bahwa proporsi 100: 0 tidak diizinkan.*

Jika keuntungan yang di bagi tidak pasti, maka ulama mazhab Hanafi
mengatakan, suatu agad tersebut bisa menjadi rusak (fasid). Begitu juga,
jika shahibul mal memberikan syarat bahwa kalo terjadi kerugian, maka
harus ditanggung bersama, jika seperti itu akad tersebut rusak, ini menurut
mazhab Hanafi, karena pada dasarnya kerugian dari usaha tetaplah di-
handle sendiri oleh shahibul mal, karena itu mazhab Hanafi mengatakan
mudharabah itu memiliki dua kategori, yakni mudharabah shahihah dan
mudharabah faasidah. Seandainya mudharabah itu rusak, maka para

% Adiwarman A. Karim, Bank Isam Analisis Figih dan Keuangan, (Jekarta : PT
RajaGrafino Persada, 2014), 206
*Ibid, 209
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pelaksana Cuma memperoleh gaji kerja sesuai dengan tarif upah yang
sudah ditentukan di kalangan pedagang di suatu daerah. Sedangkan laba
bagi si pemilik modal (mazhab Syafi’i, Hanafi dan Hambali). Di sisi lain
ulama mazhab Maliki mengatakan, dalam mudharabah faasidah, status
pelaksana tidak berubah seperti pada jenis mudharabah shahihah yakni
tetap memperoleh porsi laba yang sudah dijanjikan secara bersama.'®
e. Pekerjaan atau usaha

Dalam kontrak mudharabah, pemilik modal menyediakan uang tunai
untuk suatu kegiatan usaha, sedangkan pengelola (mudharib) memberikan
kontribus dengan pekerjaan atau mengelola usaha perdagangan. Dalam
kaitannya, pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola (mudharib) tersebut
sangat berhubungan dengan mangemen perikatan mudharabah dan
peraraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak
dalam suatu perikatan.'**

5. JenisjenisAgad Mudharabah

Menurut ketentuan umum, mudharib telah diberikan kewenangan dalam
mengelola, maka akad mudharabah yang dilaksanakan antara pemilik modal
(shahibul mal) dan pekerja (mudharib), terbagi menjadi dua jenis mudharabah
diantaranya:

1. Mudharabah Muthlagah

Mudharabah muthlagah yaitu mudharabah tanpa syarat, pekerja bebas

mengolah modal itu dengan usaha apa sgja yang menurut perhitungannya

akan mendatangkan keuntungan dari arah mana sgja yang diinginkan.

Misalnyajenis barang apa sgja, didaerah mana saja, dengan siapa sga, asa

apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan.

Mudharib diberikan otoritas oleh shahibul mal untuk menginvestasikan

1% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaks dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta :
PT RajaGrafindo Persada, 2003), 172.

01 smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian,
Ekonomi,Bisnis dan sosial), (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 143.

192 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaks dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta :
PT RajaGrafindo Persada, 2003), 172.



modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-
syarat tertentu.

2. Mudharabah Mugayyadah

Mudharabah mugayyadah yaitu pemberian modal dengan kriteria-kriteria
terbatas, pengelola mematuhi kriteria-kriteria yang di tuliskan dalam
perikatan perjanjian yang dikehendaki oleh pemilik modal. Contohnya
wajib berdagang dengan barang-barang yang ditentukan, di wilayah
tertentu, dan mengambil barang di toko (pabrik) tertentu.’®® Pemilik modal
bisa mel aksanakan ketentuan tersebut demi menyelamatkan modalnya dari
resiko terjadi kerugian. Seandainya pengelola menabrak ketentuan-
ketentuan atau batasan maka pengelola wajib bertanggungjawab dari

kerugian yang ditimbulkannya.

6. Pengertian Agad Musyarakah

Syirkah dari pengertian bahasa adalah al-ikhthilath yang artinya adalah
campur atau percampuran.’® Bisa juga diberi arti sebagai perkongsian dua atau
lebih, yang mana tiap-tiap sesuatu itu sulit dibedakan, contohnya perkongsian hak
milik atau ussha secara bersama-sama'®Sayyid Sabig, ulama atau ekonom
terdahulu mengatakan bahwa, arti dari syirkah adalah akad di antara dua orang
yang bersekutu pada harta utama (modal) dan laba.’® Sedangkan jika kita melihat
seorang ahli ekonom Muhammad al-Syarbini a-Khattib, mengatakan yang
dimaksud syirkah ialah penetapan hak untuk sesuatu pada dua orang atau lebih
melalui metode cara yang masyhur (diketahui).’®” Tagiyuddin Abi Bakar
memberikan definisi syirkah bisa di ibaratkan memberikan ketetapan atas suatu

hak untuk sesuatu usaha yang satu bagi dua orang atau lebih dengan metode yang

193 hid,

%Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 125.

%Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Kerja Samadengan |AIN Walisongo Semarang, 2002), 191.

1%gayid Sabig,Figh al-Sunnah, terj. Kamaluddin Marzuki,(Bandung: PT.Al-Ma’arif,
1987), 193

YMuhammad al-Syarbini al-K hattib,al-Igna’,(Beirut: Daar a-lhya’, t.th), 41.
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sudah diketahui.'® Sementara M. Hasbi Ash Shiddieqy memberi arti syirkah
adalah akad yang diterapkan antara dua orang atau lebih dalam ber-ta’awun
(tolong-menolong) dalam pekerjaan pada suatu kegiatan usaha dan membagi hasil
keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut.'®

Sebagian ulama menyebut koperas dengan syirkah ta“awuniyah
(persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang
atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain
melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian.
Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal
dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Menurut Mahmud Syaltut,™™ koperasi (syirkah ta“awuniyah) adalah
suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh para fagih
terdahulu yang telah membedakan syirkah menjadi empat macam, diantaranya:

a. Syirkah Inan, adalah satu model kerja sama dua orang atau lebih di
suatu hal dengan memakai modal di dalam melaksanakan usaha secara bersama-
sama dan membagi keuntungan atau kerugian berlandaskan nisbah keuntungan
atau proporsi dari kontribus modal masing-masing. Syirkah Inan disepakati
kebolehannya oleh para ulama.

b. Syirkah Muwafadhoh,***merupakan bentuk kerja sama dua orang atau
lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Jumlah moda sama besar, sehingga bila ada diantara anggota
persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
2) Memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, sehingga anak-

anak yang belum dewasa belum biasa menjadi anggota persyarikatan.

%8Tagiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kifayat al-Akhyar, (Semarang:
Syirkah Nur Asia, t.th)., 280

1%9M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1999), 89.

10 Prof, Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010), 289

"bid, 292

12 Hendar S.E., M.Si, Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai
Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi), (Semarang: Erlangga, 2010), 14
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3) Harus sesama muslim, sehingga tidak sah jika bersyarikat dengan non
muslim.

4) Masing-masing anggota mempunyai hak bertindak atas nama syirkah
(kerja sama).

Syirkah Muwafadhoh dibolehkan menurut Abu Hanifah dan menurut
lainnya tidak.

c. Syirkah Wujuh, merupakan kerja sama dua orang atau lebih untuk
membeli sesuatu tanpa moda atau hanya moda kepercayaan dan keuntungan
dibagi di antara mereka. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan syirkah
wujuh ini, sedangkan Imam Syafi’i melarangnya sebab menuut Imam Syafi’i
syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.

d. Syirkah Abdan, merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau
lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi di antara
sesama mereka berdasarkan perjanjian. Syirkah Abdan menurut Abu Hanifah dan
Malik boleh, sedangakan Imam Syafi’i melarangnya.**®

Banyak orang yang menganggap bahwa koperas merupakan lembaga
usaha yang cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperas yang memiliki
nilai-nilai mulia seperti kejujuran, keterbukaan, menolong diri sendiri, tanggung
jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, solidaritas, tanggungjawab sosial

dan kepedulian terhadap orang lain.***

7. Dasar Hukum Agad Musyarakah
Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-quran,

sunnah, dan ijma

1) Al-Quran
Q.SAn Nisaayat 12

Bhid,
1 Hendar SE., M.Si., Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran
mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi), 14
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Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu
itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati,
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan
tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(selbu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi
jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi
mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu
sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S An Nisa: 12).**°

1%

5K ementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya...,h. 79.
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Q.S Shaad ayat 24
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Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui
bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya
lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S Shaad : 24)*°

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12, definis syarukda’ iaah
persekutuan dalam kepemilikan harta yang didapat dari harta warisan. Jika kita
lihat Surah Shad (38) ayat 24, kata al-khulathd’ dapat dimaknai syarukd’, yaitu
orang-orang yang menggabungkan harta mereka bersama untuk bersama-sama
dikelola

2) Al Hadist

o & o0~ - A s B 0 z ° -
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Artinya. “Dari Abu Hurairah yang dirafa”kan kepada Nabi SAW bersabda,
“Sesungguhnya Allah SWT.Berfirman, ““Aku adalah yang ketiga pada

dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak

118K ementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya...,h. 454
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mengkhianati temanya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut
apabila salah seorang menghianatinya.”**’
3) Ijma’
Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum
muslimin telah berkonsensus terhadap legitimas masyarakat secara global
walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.*'?

8. Rukun Musyarakah

Musyarakah terdapat rukun-rukun, diantaranya:

a. Adanyaijab-gabul (sighat) atau ucapan tentang perjanjian antara kedua
pihak yang melakukan transaksi.

b. Adanya (‘agidani) atau dua orang pihak yang melakukan akad dan
mempunyai keahlian dalam mengelola harta.

c. Adanya objek agad (mahal), atau sering disebut juga ma’qud alaihi,
yang di dalamnya termasuk unsur modal atau pekerjaan.

d. Nisbah bagi hasil."*°

9. Syarat Musyarakah

Syarat-syarat musyarakah, diantaranya:

a. Berakad baru dikatakan sah apabila dilafazkan secara tertulis/verbal,
dan tidak ada suatu bentuk khusus kontrak, yang ada hanya secara
umum dan kontrak ditulis dalam catatan dan disaksikan orang.

b. Kemampuan mitra kerja haruslah ahli di dalam kekuasaan perwalian,

baik memberikan/diberikan kekuasaan wali.

WAbi Thayyib Muhammad Syamsi Al-Chag al-,,Adhim Abadii dan Syamsudin Ibnu
Qayyim a-Jauziiyah, ‘Aunul Ma’buud (Syarah Sunan Abi Dawud ), (Beirut : Darul Kutub Al-
,»IImiyah, 1990), 169-170.

18 Muhammad Syafi“i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek,cet ke-1 (Jakarta:
Gemalnsani, , 2010), 91

"9Naf“an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Y ogyakarta: Graha IImu, cet ke-
1, 2014), 98
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c. Moda haruslah berupa uang cash, emas atau perak yang kadar ukuran
nilainya sama, boleh juga asset perdagangan dan hak yang tidak tampak
(sepertinya hak paten, lisensi, dan lain sebagainya).

d. Dalam sebuah usaha diperlukan partisipasi dari setigp mitra kerja,
karena hal tersebut merupakan sebuah hukum dasar dan tidak diizinkan
jika salah satu dari mereka untuk tidak mengikut sertakan mitralainnya.
Untuk melaksanakan pekerjaan, porsinya tidaklah harus persis sama,

dan juga dengan bagian keuntungan yang akan diperoleh.®

10. Jenis-jenis Agad Musyarakah
Jikamelihat garis besar, musyarakah terbagi dua:***
a. Syirkah Al-Amlak
Syirkah al-amlak (syirkah milik) merupakan satu perikatan yang
melibatkan dua orang atau lebih memberikan suatu benda kepada yang
lain tanpa ada akad syirkah dan tanpa ada perjanjian apa-apa.'?* Dari
pengertian tersebut, bisa dimengerti bahwa syirkah milik merupakan suatu
syirkah yang mengikutsertakan dua orang atau lebih secara bersama
mempunyal suatu barang dengan tidak melaksanakan akad syirkah.
Contoh, dua orang diberikan hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah
tersebut dimiliki oleeh dua orang melalui hibah, tanpa akad syirkah antara
dua orang yang diberi hibah tersebut.'?®
Daam syirkah al-amlak, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:
a. Syirkah al-jabr, berkumpulnya dua orang atau lebih untuk
kepemilikan sebuah benda secara paksa.***
b. Syirkahikhtiyariyah
Y akni sebuah model kepemilikan secara bersama, adanya kepemilikan

karena pekerjaan orang-orang yang bersekutu.'?

120 Abdul Ghafar Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan
implementasi), (Y ogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 119

121 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,cet ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 344.

122 Hendi Suhendi, Figh Muamalah,( Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 129.

12 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, 344.

124 Hendi Suhendi, Figh Muamalah,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 130
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b. Syirkah Al-‘Uqud

Syirkah al-ugud (contractual partnership), merupakan akad kerjasama

yang sebenarnya, dalam berserikat di suatu usaha, kedua pihak yang

bekerja sama secara ikhlas dan rela memiliki keinginan membuat suatu

perikatan investas secara bersama dan siap untuk berbagi untung dan

berbagi resiko.

Syirkah al-Uqud terbagi dalam 5 bagian besar, diantaranya:

a. Syirkah Mufawwadah.
Adalah akad dalam usaha dimana kerja yang dilakukan oleh dua pihak
atau lebih yang dikerjakan bersama-sama dengan penyerahan modal
yang sama besar porsinya masing-masing dan membagi keuntungan
dari usaha yang dikerjakan atau menanggung bersama resiko yang
ditimbulkan dari usaha tersebut dengan takaran yang sama pula.
Setiap pihak yang terlibat dalam syirkah mufawadhah tersebut
memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

b. Syirkah Inan
Ini adalah akad perserikatan suatu usaha antara dua orang atau lebih,
di mana setiap pihak yang bekerja sama harus memberikan uang atau
modal, dimana bagian modal yang diberikan tidaklah harus sama.
Pembagian keuntungan bisa di sesuaikan dengan perjanjian, tidak
mesti sama dengan setoran modal yang disalurkan. Dalam syirkah
inan, setiap pihak tidak wajib memberikan modal dalam bentuk uang
cash, melainkan bisa juga moda dalam bentuk harta kekayaan atau
aset, atau campuran antara uang cash dan aset atau tenaga.*®

c. Syirkah Al-*Amal
Syirkah al-‘amal adalah perikatan pekerjaan dua orang yang seprofes
untuk bekerja secara bersama-sama dan berbagi hasil laba dari
pekerjaaan tersebut. Contoh pekerjaan yang sama dua orang arsitektur

untuk membangun sebuah pekerjaan besar atau kerjasama antara dua

125 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, 344
128 |9mail, Perbankan Syariah, (Jakarta: K encana Prenadamedia Group, 2013), 177-178.
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orang penjahit untuk mendapatkan pesanan membuat pakaian seragam
dari suatu kantor. Musyarakah seperti ini dikatakan dengan syirkah

abdan atau sanaa’i.*?’

. Syirkah Al-Wujuh

Y akni sebuah perikatan antar kedua pihak atau lebih yang mempunyai
prestise dan reputasi yang bagus serta memiliki keahlian dalam usaha,
mereka bersama-sama mengambil barang atau membelinya secara
cicilan dari suatu perusahaan mitra kerja dan menjualnya barang ini
secara cash. Mereka memberi pembagian keuntungan berlandaskan
jaminan kepada pen-supply barang yang telah disigpkan oleh setiap
mitra kerja. Sayyid Sabiq menyatakan pengertian dari syirkah al-
wujuh yakni dua pihak atau lebih yang membeli satu barang tanpa
menggunakan modal, dengan kata lain mereka berdagang atas citra
nama dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. Biasanya
syirkah tersebut dikatakan syirkah tanggung jawab tanpa modal dan

kerja128

. Syirkah Mudharabah

Adalah suatu perikatan untuk bekerja sama dalam suatu usaha, satu
pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan uang cash 100%
demi kebutuhan dari usaha yang akan dijalankan dan pihak lainnya,
yaitu pihak kedua hanya bertugas sebagai pengelola dari usaha yang
akan dijalankan yang usaha tersebut bersumber dari moda pihak

pertama, biasanya disebut sebagai mudharib.*?

145

127 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 50
28Mardani, HukumBisnis Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), 144-

129 |9mail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 179.
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Pendlitian

Pada penelitian Pengelolaan Dana Koperasi pada Mahkamah Syar’iyah Idi
tersebut menggunakan Teknik Penelitian Kualitatif. Metode tersebut dianggap
paling tepat dalam penyelesaian penelitian tersebut. Penelitian Kualitatif adalah
suatu cara penyelidikan yang menitikberatkan pada penelusuran makna, definis,
karakteristik, konsep, simbol, ggaa, deskripsi tentang suatu peristiwa; bersifat
dami dan holistik, fokus dan multimetode; menomorsatukan kualitas,
menggunakan banyak cara dan ditampilkan secara narratif. Untuk itu tujuan
penelitian kualitatif ialah mendapatkan jawaban terhadap suatu peristiwa atasu
pertanyaan dengan cara memakai aplikas prosedur ilmiah secara berurutan
dengan memakai pendekatan kualitatif.**

Menurut Moleong, penelitian dengan memakai cara kualitatif berdasarkan
pada banyak pertimbangan. “Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih
mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini
menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan
ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-polanilai yang dihadapi.”***

Dari pendapat para ahli di atas tentang penelitian kualitatif, menjadi dasar
aturan dan pertimbangan yang maksimal bagi peneliti untuk memakai pendekatan
kualitatif dalam penelitian ini. Dengan memakai metode penelitian kualitatif
dimaksudkan agar penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan hasil seperti
temuan atau data yang lebih lengkap, menyeluruh, mendalam, validitas, dan
reliabilitas sehingga maksud daripada penelitian tersebut tercapai. Karena
penelitian tersebut tidak menggunakan angka-angka sehingga metode penelitian

B0A. Muri Yusuf, Metode Penelitian,( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),329.

34 exy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya,
2000),5
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kualitatif sangat tepat digunakan untuk mendapat gambaran atau pemaparan
bagaimana aur proses pengel olaan dana koperasi pada Kopa Idi.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat
mel aksanakan wawancara dengan seksama, fokus pada permasalahan, dan teliti
terhadap subjek penelitian sehingga informas yang diperoleh lebih valid dan
kredibel. Untuk melengkapi dan memperbanyak sumber informas yang didapat
melalui wawancara yang seksama, peneliti menggali informasi dengan bekerja
mel akukan observasi dan kajian dokumentasi dan literatur lainnya.

Tujuan dari penelitian biasanya tergantung pada peneliti untuk dibawa
kemana penelitian tersebut. Terdapat tiga macam tujuan penelitian secara umum
yang lazim diketahui dalam bidang akademis vyaitu bersifat penemuan,
pembuktian atau pengembangan. Penemuan diartikan bahwa data yang didapat
dari penelitian tersebut merupakan data baru yang tidak pernah diketahui
sebelumnya. Pembuktian bermakna bahwa data yang diperoleh tersebut digunakan
untuk pembuktian terhadap adanya keraguan informasi atau pengetahuan tertentu.
Pengembangan berarti bahwa penelitian diarahkan untuk memperdalam serta
memperluas pengetahuan yang telah ada sebelumnya.**

Daam pendlitian ini tiga macam tujuan penelitian yang tersebut diatas
terdapat dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penemuan, dalam hal ini data yang penulis peroleh dari kegiatan penelitian
tentang Koperasi KOPA |di adalah data baru yang belum pernah diteliti
sebelumnya terutama berkaitan tentang pengelolaan dana koperasi Kopa
Idi ditinjau dari Hukum Islam.

2. Pembuktian, dalam hal ini secara khusus data yang penulis peroleh dan
penulis paparkan untuk keperluan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan
dana Koperass KOPA Idi dalam tinjauan hukum Islam, kemudian juga
untuk menjawab keraguan anggotanya terkait dengan KOPA Idi telah
dikelola atau belum secara ekonomi syariah.

3. Pengembangan, dalam hal ini yaitu untuk memperluas pembahasan
tentang Koperas Syariah terlebih Koperass KOPA Idi yang mana para

132 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2.
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anggotanya adalah orang-orang yang mengerti hukum ekonomi syariah,
diharapkan pengelolaan dana koperasinya juga sudah menerapkan hukum

ekonomi syariah.

B. Pendekatan Penelitian dan Jenis Data

Untuk melakukan pendekatan penelitian tersebut, harus diketahui terlebih
dahulu bahwa langkah penelitian kualitatif menjangkau berbagai langkah berpikir
secara kritis-ilmiah, dimana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif,
yakni melihat berbagai fakta atau fenomena sosia, dengan cara observas di
lapangan, kemudian menganalisanya dan kemudian berusaha untuk melakukan
proses teori berdasarkan apa yang diperhatikan. Peneliti digiring oleh produk
berpikir secara induktif untuk mendapatkan jawaban yang masuk akal, terhadap
apa yang menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian dan hasil akhir produk
berpikir induktif adalah menjadi jawaban untuk permulaan penelitian, terhadap
apa yang sudah ditanyakan dalam penelitian dan menjadi perhatian utama,
jawaban ini sering dinamakan dengan cara berpikir induktif analitis.*®?

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Phenomenology, yang
mana maksudnya adalah menempatkan obyek penelitian terhadap satu kontribusi
ganda, meninjau objeknya dalam satu konteks yang aami, bukan setengah-
Setengah.134

Biasanya, Phaenomenon bermaksud untuk nampak atau memperlihatkan.
Logos adalah pengetahuan atau perkataan. Dengan cara ini, Fenomenologi dapat
dikategorikan sebaga studi tentang peristiwva yang muncul dari permukaan dari
kesadaran peneliti. Disini penulis melakukan pendekatan melihat gejala-gejala
yang terjadi dengan mengamati bagaimana pelaksanaan sehari-hari para
pengurusnya dalam menjalankan roda koperasi dan dalam membuat |aporan akhir
tahunnya. Sehingga dapat diambil gambaran pengelolaan dana koperasi Kopa Idi
apakah sudah menjalankan sesuai sistem Hukum Ekonomi Syariah atuu belum.

133M.Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, (Jakarta: Prenada Media Grup,
2007), 6

¥*Noeng Mohadijir, Metode Penelitian Kualitatif, edisi 111,(Yogyakarta : Rake Sarasin,
1996), 13.
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Data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah berjenis kualitatif,
yang mana penelitian ini sangat memfokuskan pada hakikat dan proses daripada
hasil suatu kegiatan. Penelitian Kualitatif memakai metode yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan untuk melihat tujuan, masalah, kegunaan,
kemampuan pendliti dan untuk meneliti keadaan obyek yang aami.’*®

Maka untuk menemukan jawaban dari penelitian, ada 2 Jenis Data yang
dapat digunakan bagi peneliti sebagai dasar acuan, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer untuk penelitian tersebut adalah Pengurus KOPA Idi berupa
kata-katanya dan perilaku kesehariannya, seperti yang dikatakan Cooper dan
Williambahwa “data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara
khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian.”**

Dalam menghimpun data, peneliti menjalankan wawancara secara
langsung baik dalam kondisi formal maupun nonformal pada Pengurus KOPA Idi
yang merupakan subjek penelitian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Azwar
bahwa “Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian
sebagaisumber informasi yang dicari.”**’

Wawancara formal yang penditi maksud adalah meluangkan waktu
khusus untuk bertemu Pengurus Kopa Idi untuk menjalankan wawancara,
sedangkan wawancara nonforma adalah wawancara yang dilakukan di waktu-
waktu kegiatan lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini peneliti mencari Pengawas Kopa Idi
dan beberapa anggota KOPA Idi untuk mendapatkan contoh penelitian. Dengan
katalain data sekunder adalah data yang diperoleh secara tak langsung dari subjek
penelitian. Sebagaimana yang dikatakan Azwar “data sekunder adalah data yang

1%5ugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2010), 14
1R Donald Cooper, C. William Emory, Metode Penelitian Bisnis, Alih Bahasa

Gunawan,l mam Nurmawan. (Jakarta : Erlangga, 1999). 256.
B¥'Saifuddin Azwar. Metode Peneltian (Y okyakarta : Pustaka Pelajar,1998), 91.
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diperoleh lewat pihak laintidak langsung diperoleh oleh pendliti dari subjek
penelitiannya yang biasanyaberupa wawancara, dokumen atau laporan.”**®

Peneliti mendapatkan sumber data kedua dari AD/ART koperasi Kopa Idi
tahun 1989 dan tahun 1996 yang telah dirubah untuk kedua kali. Pendliti juga
mendapatkan data-data lainnya dari laporan akhir tahun pengurus sgak tahun
2016-2018. Serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan dana

Kopaldi.

C. Karakteristik dan Penentuan Informan
Anggota Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi keseluruhan sampai dengan
Desember 2018 berjumlah 40 orang. Berikut peneliti sgjikan data keseluruhan
anggota Koperasi Mahkamah Syar’ iyah Idi.
Tabel 2 Anggota Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi

NO NAMA ANGGOTA ALAMAT
1 | RAJUL MUNIR Idi Rayeuk
2 | NY.RAJUL MUNIR Idi Rayeuk
3 | NIZAR, SAg Idi Rayeuk
4 | NY.NIZAR, SAg Idi Rayeuk
5 | Drs. SYAMSUDDIN Idi Rayeuk
6 | NY.Drs. SYAMSUDDIN Idi Rayeuk
7 | HASRATI, A.Md Idi Rayeuk
8 | TN.HASRATI, A.Md Idi Rayeuk
9 | MULIADI, SHI Idi Rayeuk

%8 pid, .98.



10 NY. MULIADI, S.HI Idi Rayeuk
11 MAHYUDDIN, S.Ag Lhoksukon
12 NY. MAHYUDDIN, S.Ag Lhoksukon
13 AFWAN ZAHRI, SHI Banda Aceh
14 MUNAWIR SAZALI, SHI Kuala Simpang
15 Drs. SAID SAFNIZAR, M.H Banda Aceh
16 Drs. AMRULLAH, MH Medan

17 NY. Drs. AMRULLAH, MH Medan

18 KHALIDAH, S.Ag Langsa

19 TN. KHALIDAH, SAg Langsa

20 HENDRA SAPUTRA, SH Langsa

21 NY.HENDRA SAPUTRA, SH Langsa

22 T. SWANDI, SHI,M.H Kutacane
23 NY. T. SWANDI, SHI,M.H Kutacane
24 T. ISKANDAR, SHI Beurenun
25 NY. T. ISKANDAR, S.HI Beurenun
26 RUHAMAH, S.FIL Idi Rayeuk
27 ISMUHA Idi Rayeuk
28 FERDIANSYAH PUTRA Idi Rayeuk
29 LUKMANUL HAKIM, A.Md Julok

30 SAFRINA, A.Md Idi Rayeuk

78



79

31 SARBAINI, SE.I Panton Labu
32 IRMAYANI, A.Md Idi Rayeuk
33 EKO RAHMANA SALSO Lhoksukon
34 NY. EKO RAHMANA SALSO Lhoksukon
35 FAISAL, ST Sigli

36 H. AL GHAZI, SH Idi Rayeuk
37 MARDHIAH YACOB, SAg Idi Rayeuk
38 Drs. MASYKUR Sigli

39 Drs. SYARDILI Medan

40 Dra SURYANA ABDULLAH Idi Rayeuk

Sumber : Dokumen Khalidah, S, Ag (Bendahara KOPA Idi Kepengurusan 2016-
2018)

Karakteristik penelitian tersebut mengacu pada pendlitian lapangan dan
penelitian kasus dimana pendlitian bermaksud untuk mempelgari secara
mendalam tentang latar belakang situas sekarang, interaks lingkungan suatu unit
kelompok, individu, masyarakat, sosia dan lembaga'®® Dalam ha ini peneliti
menetapkan 4 (empat) orang yang pernah menjadi pengurus untuk di wawancara.

Dalam menjawab beberapa persoalan di atas secara baik dan menjadikan
penelitian berkualitas, perlu peneliti menetapkan pengurus koperasi sebagal
pertimbangan dalam memecahkan permasalahan. Alasan peneliti mengambil
pengurus koperasi sebagal pertimbangan, karena pengurus koperasi lebih
mengetahui dan mendalami tentang permasal ahan yang ada di dalam koperasi.

Penelitian ini mendapatkan data melalui wawancara dengan seksama terhadap

responden yaitu pengurus koperasi. Wawancara digunakan untuk menggali

39Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 46
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informasi  tentang bagaimana pengelolaan dana koperas pada Mahkamah

Syar’iyah Idi.

D. Sumber Data dan Lokas Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, pendekatan penelitian yang digunakan

dan jenis penelitian, maka sumber data di dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber data primer

Data primer atau data pokok dikatakan sebagal data tangan pertama yang
merupakan data yang dihimpun langsung dari orang-orang yang diselidiki.**
Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang mendukung. Data ini bisa
juga berbentuk kata—kata ataupun perbuatan dari orang-orang yang dilihat dengan
seksama atau diwawancarai. Disini data primer berawal dari pengurus Koperasi
Mahkamah Syar’iyah Idi tahun 2016-2019.

Data yang berhubungan dengan obyek penelitian ini, peneliti kumpulkan
dari banyak sumber seperti wawancara langsung kepada anggota koperasi yang
pernah menjadi pengurus koperasi sebanyak 4 orang, yaitu, Nizar, S Ag (Mantan
Ketua Koperasi), T. Swandi, SHI, MH (Ketua Koperas), Ferdiansyah Putra
(Sekretaris), Khalidah, S.Ag (Bendahara).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data dari sumber kedua merupakan data yang didapat
dari subyek penelitian.*** Data sekunder bisa berbentuk buku-buku, dokumentasi,
maupun arsip-arsip resmi. Sumber data sekunder penulis dapatkan dari arsip-arsip
resmi maupun buku-buku atau model konsep yang berhubungan dengan Koperasi
Mahkamah Syar’iyah Idi.

c. Lokas Penelitian

Dalam bukunya “Yuswandi* penetapan lokasi dan setting penelitian selain
dibungkus dalam kerangka teoretik, juga didasarkan pada pertimbangan teknis

1405 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 23
"pid., 24
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operasional. Oleh karena itu lokasi dan setting penelitian ditimbang berlandaskan
kemungkinan bisa atau tidaknya dikaji dan dimasuki lebih mendalam.'*

Dengan memahami pada pendapat Yuswandi di atas, maka penelitian ini
mengambil lokasi di Kantor Mahkamah Syar’iyah Idi di J.Medan-Banda Aceh,
KM .381 Desa Paya Gajah, Kecamatan Peurelak Barat, Kabupaten Aceh Timur.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling pokok dalam
penelitian, karena maksud utama dari penelitian ialah memporoleh data. Jika
peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka pendliti tak akan
memperoleh data yang memenuhi standart yang ditentukan. Dalam penelitian
kualitatif ini, penghimpunan data dilaksanakan pada sumber data primer, natural
setting (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada
pengamatan yang mempunya peran serta (participation observation),
dokumentasi dan wawancara mendalam (in dept interview).**?

Untuk waktu yang penulis butuhkan dalam pengumpulan data dan
penyusunan tesis, penulis memulai dari pembuatan proposal Tesis pada bulan
Oktober 2018, penyusunan Tesis sedikit demi sedikit mulai penulis susun pada
bulan Maret 2019 hingga penulis menyelesaikan penyusunan Tesis pada bulan
September 2019. Setelah itu, penulis menjumpa pembimbing untuk meminta
saran dan pendapat atas kesempurnaan tulisan penulis.Tepat pada tanggal 05
Oktober 2019 kedua pembimbing penulis men-ACC tulisan Tesis penulis dan
merekomendasi siap untuk di seminar hasilkan. Selanjutnya seiring berjalan
waktu, penulis akhirnya memiliki kesempatan untuk naik seminar hasil pada
tanggal 24 Juli 2020. Dari sidang seminar hasil, didapat beberapa saran
perbaikan, koreksi baik dari pembimbing maupun penguji. Setelah itu penulis
merevis Tesis dari dasar koreksi, saran dan kritikan dari pembimbing dan penguji

untuk mempersiapkan diri agar Tesis penulis dapat naik sidang munagasyah.

Y“2Hary Yuswandi. Metodologi Pendlitian Kualitatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada,2003) 101.
“35ugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2010), 309.
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Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 penulis akhirnya berkesempatan naik
sidang munagasyah dengan beberapa koreksi perbaikan dan saran masukan dan
selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021 penulis mengikuti kegiatan sidang
munagasyah, lalu insha Allah jika tidak ada aral melintang maka penulis akan
mengikuti serangkaian kegiatan wisuda yang akan dilaksanakan oleh IAIN Langsa
padatanggal 09 Juni 2021.

Untuk memperoleh data yang akurat dan bisa didapatkan sekaligus dapat
dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini penulis memakai teknik pengambilan
data sebagai berikut :

1. Observas

Observas adalah suatu cara penghimpunan data yang dilaksanakan dengan
metose melihat dengan seksama dan menulis dengan cara melihat susunan gejala-
gejala yang akan dilakukan penyelidikan.'* Apabila suatu informasi yang didapat
kurang yakin kebenarannya, maka peneliti akan mencari informasi langsung
kepada subyeknya, oleh karena peneliti ingin mendapatkan keyakinan terhadap
keakuratan data yang dimaksud, maka jalan yang di cari dengan cara mengamati
dengan seksama, dalam arti lain mengalami langsung peristiwanya. Observas
atau pengamatan adalah cara penghimpunan di mana peneliti atau kolaboratornya
menulis informas atau data-data sebagaimana yang telah mereka lihat sendiri
selama penelitian. Maksud melihat sendiri terhadap kejadian-kejadian itu bisa
dengan cara melihat dengan mata kepala, mendengarkan dengan telinga,
merasakan dengan hati, dan kemudian semua itu dicatat dengan sejelas
mungkin.'*®

Pengamatan yang peneliti buat iadah observas terus terang, yaitu
penglihatan dengan seksama, dimana peneliti melakukan penghimpunan data
dengan mengatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang
melaksanakan penelitian.'*® Obsservasi ini dibutuhkan untuk menghimpun data

obyek dan akurat yang tidak hanya cukup dengan metode buku-buku pustaka.

1%Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi PenelitianCetakan X,(Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), 70

¥\, Gulo, Metode Penelitian,, (Jakarta:PT Grasindo,2010) , 116

185ugiyono, Metode Penelitian Bisnis(Bandung: Alfabeta, 2010),312
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Metode ini mewagjibkan peneliti turun langsung ke lokasi objek dan menyaksikan
secara langsung bagaimana pengel olaan Dana K operasi pada Koperasi Mahkamah
Syar’iyah Idi.

2.  Wawancara

Wawancara merupakan satu model atau pola komunikasi langsung yang
memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari orang yang
dijadikan sumber penelitian.**’

Wawancaraiaah cara menghimpun data dengan memakai petunjuk seperti
pertanyaan yang ditujukan langsung kepada obyek penelitian yang berguna
mendapatkan jawaban secara langsung.

Wawancara suatu cara kedua yang dipakai di dalam penelitian yang
bertujuan untuk dapat dimengerti bagaimana masyarakat melihat dengan seksama,
memaparkan dengan jelas dan melukiskan budaya kehidupan mereka sendiri
(ethnometodol ogik).**® Metode ini peneliti pakai untuk menngumpulkan data yang
berhubungan dengan struktur organisasi, gambaran umum dan kondis lapangan
yang berkaitan dengan penelitian ini dengan responden pengurus koperas
Mahkamah Syar’iyah Idi rentang waktu 2016-20109.

Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara semi
terstruktur atau bebas terpimpin, yaitu penulis mensigpkan bagan pertanyaan
sebelum wawancara dilakukan, hanya bila dalam pelaksanaannya lebih bebas jika
dibanding dengan wawancara terstruktur.*°

Daam penditian ini penulis memakai teknik wawancara semi terstuktur.
Wawancara semi terstruktur merupakan metode yang dimungkinkan
pertanyaannya berlangsung luwes, jenis pertanyaannya lebih terbuka, fokus dan
konsisten, sehingga didapatkan informasi yang kaya dan pengungkapan kata-kata
yang tidak kaku.™ Meskipun begitu pendliti tetap menyiapkan format pertanyaan

sebagal panduan utama pertanyaan.

S, Nasution, Metode Reseach (Pendlitian Ilmiah)-Ed 1, Cet. 6(JakartaBumi
Aksara,2003), 113

“8Nloeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi |V,(Yogyakarta: Rake
Sarasin, 2000), 102

95ugiyono, Metode Penelitian Bisnis(Bandung: Alfabeta, 2010),320

105 ngarimbun, et, al., Metode Penelitian Survei (Jakarta:L P3S, 1989), 135



3. Dokumentasi

Yakni sebuah cara dengan mencari hal-hal yang dapat dibuat sebagai
informasi, yang berguna untuk membuat lengkap data-data peneliti sebagai
asalnya data yang bisa dipakai untuk menafsirkan atau menguji. Dokumen adalah
salah satu sarana yang dipaka untuk menghimpun data dalam penelitian kualitatif.
Dokumen adalah tulisan yang tertulis yang dirangkai oleh seseorang atau lembaga
demi kebutuhan pengujian suatu kejadian yang mensiapkan data akunting.'>*
Metode ini, peneliti gunakan untuk dapat mengorek data tentang pelaksanaan
pengelolaan dana pada Koperas Mahkamah Syar’iyah Idi baik itu berupa buku-

buku, arsip maupun data yang berhubungan.

F. AnalissData

Andlisis data merupakan alur panjang yang men-setting susunan data,
mengorganisasikannya ke bentuk suatu pola, jenis-jenis, dan suatu uraian dasar.™
Analisis data dalam penelitian ini ditinjau kepada teknik analisis data kualitatif
Huberman dan Matthew B. Miles dengan difokuskan pada penyajian data, reduksi
data dan verifikasi data yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.*>®

Andisis data daam penelitian tersebut adalah deskriptif dimana ini
merupakan usaha menelusuri dan merapikan secara sistematis tulisan hasil
pengamatan, wawancara dan kegiatan penelitian lainnya untuk membuat
pemahaman lebih tinggi bagi si peneliti tentang perkara yang dijadikan penelitian
dan menyajikannya sebagai sebuah kajian bagi pendliti lain dalam bentuk tulisan
dengan cara menjelaskan hingga mendasar suatu kajian™*

Untuk meneliti tentang pengelolaan dana pada Koperass Mahkamah
Syar’iyah, penelitian ini secara garis besar memulai pada telahan dan
mengumpulkan seluruh data dari berbagai macam sumber, seperti data dari hasil

Blgedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar
Maju, 2002),86

B2Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung :CV.
Pustaka Setia, 2009), 145

3Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, (New Delhi,
Sage Publication, 1994), 11

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edis IV, (Yogyakarta: Rake
Sarasin, 2000), 102
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wawancara dari para anggota yang pernah menjadi pengurus koperasi. Selain itu
peneliti juga melakukan penglihatan dengan seksama yang penulis sudah buatkan
di dalam memo catatan tentang latar belakang munculnya mekanisme Pengelolaan
Dana Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi, Pelaksanaannya dan Peluang serta
Tantangan Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi untuk menerapkan sistem
Mudharabah kedepannya. Baik melalui buku sebagai bahan bacaan dan dasar
acuan serta dokumen-dokumen resmi Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi, laporan-
laporan dan lain sebagainya.

Daam pendlitian ini analisis data dengan menggunakan data melaui
bentuk kata—kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori yang jelas dan
terperinci.***Adapun langkah-langkah analisis yang penulis lakukan selama
dilapangan adalah :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang didapatkan dari lokasi penelitian sangatlah banyak jumlahnya,
karena itu penting ditulis dan disimpan secara hati-hati dan detail. Semakin lama
waktu peneliti ke lokasi penelitian, maka semakin banyak jumlah data yang
diperoleh, kompleks dan sulit. Karena itu penting secepatnya dilakukan analisis
data dengan cara mereduksi data. Definiss dari mereduks data ialah yang
mempunyai makna memilih hal-hal yang pokok, merangkum, fokus pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Jadi, data
yang sudah direduksi akan menampilkan sketsa yang jelas dan membuat mudah
peneliti dalam melakukan penghimpunan data sel anjutnya.**°
2. Penygjian Data

Penygjian data diperlukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang
terjadi, membuat rencana kerja selanjutnya berlandaskan apa yang sudah
dipahami tersebut™®’ Penelitian kualitatif di dalamnya terdapat penyajian data,

dimana maksudnya sebagai usaha mengorganisasikan informasi atau data dan

L exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
1991), 5

%sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 338

bid., 341
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menjelaskan data secara menyeluruh yang berguna untuk mendapatkan gambaran
secara lengkap dan utuh.
3. Veifikasi Data (Data Verification)

Langkah yang ketiga dalam analisis data kuditatif ialah penarikan
kessmpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama yang diungkapkan tergolong
dalam sifat sementara dan bisa sgja berubah jikatidak didapatkan bukti-bukti yang
valid yang mendukung pada langkah penghimpunan data berikutnya.**®

Untuk melakukan penelitian tersebut, peneliti memakai metode analisis
deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperlihatkan gambaran atau
pemetaan tentang obyek penelitian berlandaskan data dari variabel yang didapat
dari kelompok subyek yang diteliti. Sesudah semua data dikumpul, maka peneliti
berupaya memaparkan suatu obyek kajian masalah secara berurutan, menyeluruh
serta menampilkan analisa penulis secara teliti dan tepat terhadap objek kajian
yang peneliti lakukan.

G. Panduan Penulisan

Dalam penulisan tesisini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan
Tesis yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2018.

¥ pid., 345



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Munculnya M ekanisme Pengelolaan Dana K operasi

Mahkamah Syar’iyah Idi

Sgarah mencatat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, selau
membutuhkan pertolongan orang lain. Kebutuhanuntuk saling bekerja sama
merupakan ciri hidup suatu organisasi atau masyarakat. Terlebih lagi bekerja sama
untuk saling membantu dan memudahkan serta membawa maslahat bagi semua
orang. Suatu pekerjaan itu akan didukung oleh semuaorang dan akan lahir suatu
organisas atau masyarakat yang saling membantu dan memudahkan satu sama
lain.Salah satu kerjasama antar sesama orang dalam kegiatan ekonomi adalah
Koperas atau dalam Islam dikenal dengan sebutan Syirkah (bersekutu), dalam
modal atau tenaga.

Menurut bahasa syirkah berasal dari kata al-lkhtilat (percampuran) atau
perkongsian dua hal atau lebih, yang mana pada masing-masingnya rumit untuk di
pisahkan. Misalnya perkongsian kepemilikan atau percampuran usaha.**® Arti dari
percampuran, ialah seseorang mengadukkan harta bendanya dengan harta benda
orang lain yang mana sulit untuk di pisah-pisahkan antara keduanya.*®°

Koperas didirikan atas modal-modal yang dikumpulkan dari simpanan
pokok, simpanan wajib, dan ssimpanan sukarela dari anggota-anggotanya, dari
pinjaman-pinjaman yang dikucurkan, penyisihan-penyishan hasil usaha
(termasuk cadangan-cadangan) dan dari sumber lainnya (lihat Pasal 32 Ayat (1),
(2) dan (3) UU No.12 Tahun 1967). Dapat disimpulkan, modal-modal koperasi
didirikan dari atau merupakan modal intern dan modal ekstern yang bersama-
sama mempunyal potensi, yang berguna memberikan pembiayaan usaha dan
pemberdayaan koperasi. Modal intern koperas berawal dari simpanan-simpanan

anggota-anggota koperasi dan sisa hasil usaha yang dikhususkan sebagai

9 Ghufron A Masadi, Figih Muamalah Kontekstual,(JakartaPT. Raja Grafindo
Persada, 2002), 191
1% Mahmud Y unus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), 196
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cadangan, sedang modal ekstern berasal dari pinjaman-pinjaman dan simpanan-
simpanan (deposito) dari luar keanggotaan yang banyaknya jumlah anggota
berdasarkan dari kepercayaan yang bisa ditumbuhkan oleh koperasi itu sendiri.**

Koperas merupakan suatu perserikatan banyak orang dan modal demi
pemenuhan kebutuhan setiap anggota komunitasnya, dirasakan sangat perlu untuk
hadirnya di tengah-tengah kumpulan orang banyak. Hal tersebut dikarenakan,
tidak setiap orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik itu
kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Dengan adanya perserikatan atau
perkumpulan orang, modal serta tenaga, maka suatu kebutuhan setiap orang dapat
dengan mudah dapat diwujudkan.

Dalam suatu komunitas kecil, contohkan sgja di sebuah kantor pemerintahan,
koperasi merupakan sebuah sokoguru yang sangat diperlukan dan dipentingkan
akan hadirnya di tengah-tengah para pegawai. Koperasi tersebut didirikan atas
azas kekeluargaan, dimana koperasi berasal dari pegawali, oleh pegawai dan untuk
pegawai, maka koperasi harus dapat diberdayakan dengan baik secara bersama-
samadan tidak melanggar aturan yang ada.

Pada satu kesempatan, penulis mewawancara Nizar, S Ag selaku Mantan
K etua K opa I di, beliau mengatakan:**

Kopa Idi lahir pada tahun 1989, karena adanya lde atau Gagasan dari para
pendirinya, atas bentuk kegelisahan yang dialami oleh kawan-kawan semua baik
Hakim ataupun Pegawai.Bahwasanya penghasilan bulanan yang diterima Hakim
dan Pegawa sangat tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-
hari.Terlebih lagi untuk menyeahterakan, masih jauh dari harapan. Oleh karena
itu, hadirnya Kopa Idi untuk mensegjahterakan kawan-kawan Hakim dan Pegawai
dalam bentuk pinjaman dan barang kebutuhan sehari-hari atau Toserba (Toko
Serba Ada) dan juga menambah penghasilan seluruh Hakim dan Pegawai dalam
bentuk RAT di setiap akhir tahun.

Koperasi tersebut ada, karena penghasilan para pegawa tidak dapat
memenuhi kebutuhan para pegawal di tengah-tengah kebutuhan barang/jasa yang
semakin meningkat ditambah lagi dengan adanya inflasi yang sehingga membuat

daya beli para pegawai menurun sangat tgam. Oleh karenanya Koperas

U pid, 45
*2\Wawancara dengan Nizar, S.Ag, Ketua Koperas Kopa Idi (Tahun 1996-2016), Kamis,
08 Agustus 2019, Pukul. 14.30. WIB
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merupakan salah satu jalan keluar untuk mensgahterakan hakim dan pegawai
yang kekurangan dana dan juga bagi yang membutuhkan dana lebih untuk
mengembangkan kehidupan yang lebih layak. Selain itu hadirnya KOPA Idi dapat
menambah penghasilan seluruh Hakim dan Pegawai dalam bentuk RAT di setiap
akhir tahun.

Daam Akta Pendirian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan Koperass Pegawai Negeri Pengadilan Agama Idi  (Sekarang:
Mahkamah Syar’iyah Idi) tanggal 05 September 1989 berdasarkan SK Menteri
Koperas dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.l. Nomor 2092/BH/X11/1989 pada
Bab Il Azas dan Tujuan ayat (1) Koperas berlandaskan kekeluargaan dan
kegotongroyongan, ayat (2) Koperas memiliki tujuan mengembangkan
kemakmuran para anggota pada khususnya dan kemaguan daerah kerja pada
umumnya untuk menggalang terciptanya masyarakat yang adil dan makmur

berazaskan pancasila.’®

Bahwa tujuan dari pendirian Koperasi Pengadilan Agama
Idi adalah untuk meningkatkan kesegjahteraan dan menambah penghasilan setiap
anggota Koperasi, dimana setiap anggota Koperasi merupakan setiap Hakim dan

Pegawai yang berada dalam lingkup kantor Pengadilan Agamal ldi.

Pada Akta Perubahan Kedua Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri
“KOPAIDI” Kantor Pengadilan Agama Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten
Aceh Timur, dengan Nomor 324/BH/PAD/Kwk.1/X11/1996 tanggal 31 Desember
1996, pada BAB |1l Maksud dan Tujuan, disebutkan Maksud dan Tujuan dari
Koperasi ialah meningkatkan kemakmuran para anggotanya dengan jaan
melaksanakan aktivitas dan pelayanan usaha demi memenuhi kebutuhan ekonomi
para anggota'®Jelas disebutkan bahwa lahirnya koperasi KOPAIDI untuk
meningkatkan kesegjahteraan dan menambah penghasilan anggota koperasi dalam
hal ini Hakim dan pegawa Pengadilan Agama Idi itu sendiri, walau pegawai
Pengadilan Agama Idi telah memiliki penghasilan bulanan yang tetap, tetapi

163 Pendiri Koperasi Pengadilan Agama Idi, Akta Pendirian Perkumpulan Koperasi
Pegawai Negeri Pengadilan Agama Idi, (Idi, Kantor Pengadilan Agama Idi, 1988), 2

164 Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.l., Pengesahan Akta Perubahan
Angggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri KOPAIDI, (Banda Aceh, Departemen Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha K ecil Republik Indonesia, 1996), 2
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penghasilan yang diterimanya tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-
harinya, apatah lagi untuk dapat hidup sgahtera sebagaimana yang telah
diamanahkan di Pasa 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Daam pengelolaan Dana Koperas pada Koperasi Pengadilan Agama Idi
(KOPA 1DI) berdasarkan Pengesahan Akta Perubahan Kedua Anggaran Dasar
Koperasi, Nomor: 324/BH/PAD/KWK.1/XI11/1996 tahun 1996, Bab XV
Pengelolaan Usaha Koperasi, ayat 2 : Syarat, tugas dan wewenang pengelola
usaha, mekanisme kerja, system penggajian, sanksi dan sebagainya diatur lebih
lanjut dalam perjanjian kerja, dan ayat 5 : Syarat, wewenang, mekanisme kerja,
permodalan dan sarana usaha serta SHU dituangkan dalam perjanjian
kerja'®*Turunan Anggaran Dasar KOPA 1di tersebut adalah perjanjian kerja yang
tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurustentang Kegiatan Usaha
yang dikelola oleh KOPA Idi antara lain: 1.Usaha Simpan Pinjam yang memakai
system margin keuntungan 0,5 %perbulan dari jumlah pinjaman dan memakai
sistem bagi basil (AgadMudharabah)2. Unit Usaha Pembuatan Gugatan, 3. Unit
Usaha ATK (Alat Tulis Kantor), 4. Unit Usaha Penjualan Rokok, 5. Unit Usaha
Penjualan Pulsa.'®
Sgjak pertama berdirinya KOPA Idi atas inisiatif penggagas 5 (lima)
pendiri pertama tahun 1989, KOPA Idi baru memiliki kegiatan Usaha Simpan
Pinjam. Hingga berganti tahun dan pengurus sampa kepada tahun 2016 KOPA
Idi mulai membenahi diri dengan pergantian pengurus dan dengan adanya banyak
jenis usaha, dimulai dari simpan pinjam sampai Usaha Penjualan Pulsa. Menurut
Nizar, S Ag selaku mantan Pengurus Koperasi dari tahun 1996-Agustus 2016,
mengungkapkan™®’ :

“Pengelolaan KOPA Idi pada awalnya digagas dan dipimpin oleh 5 (lima)
pengurus, yaitu Drs. Jufri Ghalib, Drs. [lyas Amin, Drs. Yuniar Hanafiah, Salbiah

| hid,14

1%Data Diperoleh Dari Dokumentasi di Kantor Mahkamah Syar’iyah Idi, Peurelak Barat,
Selasa, 06 Agustus 2019, Pukul: 10.00. WIB.

*\Wawancara dengan Nizar, S.Ag, Ketua Koperas Kopa Idi (Tahun 1996-2016), Kamis,
08 Agustus 2019, Pukul. 14.30. WIB
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Mustafa dan Nur Ismi BA. Pertama sekai KOPA Idi hanya memiliki Usaha
Simpan Pinjam dan Toserba (Toko Serba Ada), yang mana dalam Usaha Simpan
Pinjam tersebut memakai margin 0,5% di setigp bulannya dan Hasil dari
keuntungan yang 0,5 % tersebut dikembalikan kepada seluruh anggota koperas
sebagal Sisa Hasil Usaha atau Keuntungan Koperasi. SHU tersebut dibagisama
rata kepada seluruh anggota koperasi KOPA Idi di setigp akhir tahun menjelang
pertanggungjawaban LPJ dari pengurus, SHU tersebut diberikan baik kepada
peminjam ataupun kepada anggota yang tidak pernah meminjam. Pertimbangan
dipakai margin 0,5% adalah untuk membantu Pegawai dan Hakim pada
Pengadilan Agama Idi (Sekarang:Mahkamah Syar’iyah Idi) mendapat pinjaman
dengan bunga pinjaman rendah di bawah bunga Bank pada saat itu. Bank
menentukan bunga pada saat itu 10% / tahun, sedangkan Kopa Idi, hanya
menentukan margin 6% / tahun, karena pertimbangan itu Kopa Idi menentukan
0,5% margin perbulannya untuk tidak memberatkan Hakim dan Pegawai
memperoleh pinjaman sekaligus juga untuk mendapat keuntungan bagi seluruh
anggota Kopa Idi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada usaha Toserba
(Toko Serba Ada) Kopa Idi menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti
Gula, Minyak, Beras, Sabun, Rinso, dil.Yang menjadi anggota Kopa Idi adalah
Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Idi (Sekarang Mahkamah
Syar’iyah).KOPA Idi tersebut muncul ketika banyak Pegawai dan Hakim
mengel uhkan bahwa penghasilan bulanan yang diterimanya tidak dapat memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Muncullah Ide atau gagasan dari beberapa orang yang
disebut sebagai pendiri KOPA Idi, mengingat jumlah pegawai pada saat itu tahun
1989 berjumlah 25 orang sudah termasuk Hakim dan Pegawai. Pada saat itu yang
menjadi pengurus Kopa Idi adalah, Ilyas Amin (Hakim) sebagai Ketua Kopa Idi,
Salbiyah (Panitera Pengganti) sebagai Sekretaris Kopa Idi, Ismi (Wakil Panitera)
sebagal Bendahara Kopa Idi. Kopa Idi tersebut diawasi pelaksanaannya oleh
Badan Pengawas Koperasi (BPK), yang diawasi oleh 2 orang, yaitu, Mahyiddin
(Panitera) dan Sarifuddin (Hakim).Dalam perjalanannya Kopa Idi sampai
sekarang, telah berganti pengurus dan BPK berkali-kali, ini diakibatkan oleh
mutasinya Hakim dan Pegawai. Pergantian pengurus Kopa Idi, dimulai tahun
1996, tahun 2008, tahun 2012, sampa terakhir tinggallah saya Nizar, S.Ag (Staf)
pada tahun 2012 saat itu jabatan saya di Koperasi sebagal Bendahara, sedangkan
Ketua Kopa Idi pada tahun tersebut, Syarkawi (Hakim) dan Sekretaris Kopa Idi
Mujihendra, (Hakim) telah pindah. Pada saat itu tahun 2012 tidak ada pemilihan
lagi pengurus Kopa Idi sampai bulan Agustus tahun 2016.Sejak saat itu saya
sebagai Bendahara merangkap juga bekerja sebagai Ketua dan Sekretaris. Karena
itu ketika saya menjadi pemain tunggal dalam hal ini merangkap sebagai Ketua,
Sekretaris sekaligus Bendahara, pembukuan dan LPJ Kopa Idi tidak tersusun
dengan baik, dikarenakan kurang anggota dan saya menyadari betul kelemahan
ini. Disamping juga anggota Kopa Idi dari tahun 2012- bulan Agustus 2016
vakum, tidak ada keinginan untuk membuat Rapat Istimewa memilih pengurus
baru.Pengelolaan KOPA Idi dilakukuan oleh para pengurus terdahulu, sejak
berdirinya koperasit KOPA Idi di tahun 1989, merujuk pada ketentuan perundang-
undangan No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dalam
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mengelola Koperasi dan terakhir merujuk pada perubahan Kedua UU No.25 tahun
1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan narasi di atas, dapat dipahami bahwa pengurus lama dalam
hal ini pendiri KOPA Idi yang terdiri dari 5 (lima) orang tersebut, Drs. Jufri
Ghalib, Drs. llyas Amin, Drs. Yuniar Hanafiah, Salbiah Mustafa dan Nur Ismi,
BA. Mereka mengkonsep Akta Pendirian yang terdiri dari 19 Bab dan 44 pasd
yang merujuk pada UU No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.
Terutama pada Pengelolaan Dana Koperasi, para pendiri koperas tersebut
merujuk pada Bagian 12 Pasal 34 dimana Pendapatan koperasi di dapat dari Sisa
Hasil Usaha, pengertian SHU Koperasi idah pendapatan Koperasi yang didapat
dalam satu tahun buku berjalan setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan
asset koperasi dan biaya-biaya yang timbul dari tahun buku yang berjalan
tersebut. Sedangkan SHU berawal dari usaha yang digelar bagi anggota. Usaha
yang dibangun sebuah koperasi bisa bermacam-macam mulai dari Usaha Simpan
Pinjam, sampai Usaha Jasa, Usaha Jual Beli dan lain sebagainya.

Pasal 34 Bagian 12 di UU No.12 tahun 1967 tersebut dituangkan dalam
akta pendirian KOPA |di tahun 1989 pada Bab XVI Sisa Hasil Usaha Pasal 36
ayat 1. Usaha yang diselenggarakan oleh Kopa Idi diatur dalam Peraturan Khusus
yang memuat peraturan pelaksanaannya.Dimana peraturan pelaksanaannya tidak
boleh melanggar AD/ART Kopa Idi tahun 1989 ini. Dalam peraturan khusus
diatur bahwa KOPA Idi sgak berdirinya tahun 1989 hanya menyelenggarakan
usaha Simpan Pinjam Uang, dimana setiap peminjam dikenakan bunga pinjaman
0,5% perbulan sebesar jumlah pinjaman. Usaha lainnya yaitu Toserba (Toko
Serba Ada) yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, seperti Beras, Gula,
Minyak, Sabun, Rinso dll. Rekap keuntungan dari setiap bulan dari bunga
pinjaman yang disebut dengan laba koperasi, yang direkap untuk 12 bulan atau 1
tahun pertanggungjawaban dalam Rapat Akhir Tahun (RAT) dalam bentuk Sisa
Hasil Usaha (SHU) dan ditambah laba dari penjualan di Toserba, inilah yang akan
dijadikan Pendapatan Koperasi dan Keuntungan yang akan di dapat setiap anggota
Koperasi menurut ketentuan yang berlaku.
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Selain untuk Pendapatan Keuntungan bagi setiap anggota koperas,
Pendapatan SHU juga digunakan untuk beberapa ketentuan seperti yang
tercantum dalam AD/ART tahun 1989 Kopa Idi BAB XVI pasal 36 ayat 2, yaitu:
25% untuk cadangan, 25% untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam
usaha koperasi, 20% bagi anggota berdasarkan perbandingan simpanannya dengan
peraturan tidak melebihi suku bunga yang diterapkan pada bank-bank pemerintah,
10% untuk pengurus dan pengawas (70%-30%), 5% bagi dana kesejahteraan
pegawai, 5% bagi dana pendidikan koperasi, 2,5% bagi dana pembangunan daerah
kerja, 2,5% bagi dana sosial dan 5% bagi dana audit.

Pengelolaan Dana koperas KOPA Idi tersebut dilatarbelakangi oleh
keinginan yang luhur dari para pendiri demi untuk menyegjahterakan dan
menambah penghasilan semua anggota koperasi Kopa Idi, dengan menyalurkan
peminjaman dengan margin 0,5% / bulannya, dimana |ebih rendah bunga tersebut
dibandingkan Bunga Bank pada masa itu 10% / tahunnya. Penentuan 0.5% margin
tersebut bertujuan untuk tidak memberatkan setiagp anggota Kopa Idi yang
memerlukan pinjaman. Disamping membantu setigp anggota yang tergabung
dalam Kopa Idi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bunga rendah pada
peminjaman juga menambah pendapatan setigp anggota KOPA Idi dengan
pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada tiap-tiap anggota KOPA Idi pada
setigp akhir tahun pertanggungjawaban. SHU tersebut dibagi sama rata kepada
anggota Kopa Idi, baik kepada anggota yang meminjam maupun yang tidak
meminjam.

Pendapatan yang diterima oleh anggota KOPA Idi dalam bentuk SHU
pada akhir tahun tercermin adanya kesgahteraan dan hal tersebut tergambar
ketika kita melihat data dari laporan tahunan Kopa Idi dari tahun 2016-2018.Pada
Tahun 2016 SHU bagi anggota keseluruhan adalah Rp 1.549.000, tahun 2017
adalah Rp.15.568.000 Dan tahun 2018 adalah Rp. 13.558.500,-(Lihat Lampiran
| Pendapatan Kopa Idi dalam bentuk SHU dari tahun 2016-2018)

. Kopa Idi menganut azas gotong royong dan bersifat kekeluargaan dan
demokratis,turut membantu setiap anggota yang memerlukan pinjaman dan

kebutuhan sehari-hari dengan menyediakan Toserba. Setiap anggota Kopa Idi
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memiliki hak yang sama dalam bersuara memberikan pendapat, juga memiliki
kewenangan yang sama untuk menjadi pengurus, sehingga kemaguan Kopa Idi
jugamenjadi kemenangan bagi semua anggota Kopa Idi. Pengenaan bunga rendah
dan penyediaan barang kebutuhan sehari-hari dalam Toserba merupakan usaha
yang dijalankan Kopa Idi.Dalam pengelolaan Kopa Idi, tertuang dalam AD/ART
pendirian pertama Kopa Idi tahun 1989. Rujukan dalam membuat AD/ART
tersebut oleh pendiri merujuk pada UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perkoperasian. Terakhir lahir perubahan kedua UU No. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian dan pada tahun 1996 terdapat perubahan kedua pada AD/ART
Kopaldi, hal tersebut karena adanya beberapa perubahan pada pasal -pasalnya.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Koperasi di Mahkamah Syar’iyah Idi
ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pengorganisasiannya, koperasi bisa dikategorikan sebagal syirkah
taushiyah bashitat, dimana dikenal sebagai akad syirkah antara mutadhamin dan
mushi. Pihak yang memberikan modal usaha dan bertanggung jawab dari
pengelolaan suatu badan usaha tersebut, dikena dengan sebutan Muthadamin.
Muthadamin tersebut tugasnya, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,
penggerakkan dan pengontrolan dari badan usaha, yang mana mereka bekerja atas
nama dan bagi badan usaha serta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan
kewajiban-kewgjiban dari tugas badan usaha tersebut. Di sisi lain, pihak yang
memberikan harta untuk dijadikan modal dari usaha, dimana tidak memiliki
tanggung jawab dari manajemen sustu badan usaha dan tidak juga terbebani oleh
kewajiban- kewajiban badan usaha.'®®

Daam pengelolaannya, koperasi tidak boleh terdapat di dalamnya unsur
pemerasan dan kezaliman, pengel olaannya harus secara demokratis dan transparan
serta men-share (membagi) keuntungan dan kerugian kepada para anggota secara
peraturan yang ditetapkan yang telah diketahui oleh semua anggota pemegang
saham. Mahmud Syaltut mengatakan koperasi tersebut dibolehkan dan benar

168 Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), 56
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pelaksanaannya oleh agama Islam.*®Koperasi adalah syirkah baru yang dikend
oleh fugaha pada masa dahulu dan syirkah ini sering dikatakan sebagai syirkah
ta’awuniyah.

Menurut M. Ali Hasan menyatakan bahwa permasalahan koperasi haruslah
diamati dan didasari sebaga praktek muamalah, apabila tak ada peraturan hukum
yang jelas mengenai bisa tidaknya, lantas dihukumi sebagai mubah (boleh).
Menurut beliau hasil dari istimbath ini secara metodologis sudah dipakai metode
ijtihad dengan menimbang banyak hal.

Pertama, hukum koperasi tidaklah ditetapkan secara jelas dalam nash,
karena ayat- ayat Al-Quran dan Hadis tidak memaparkan aturan secara definitif
(gath’i) terhadap apa yang dikatakan sebagai koperasi. Kedua, koperasi tidak
dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan giyas, karena menimbang koperasi tidak
memberi arahan bagaimana cara-cara umat Islam berupaya memaka bentuk-
bentuk usaha yang sepadan dengan koperasi yang bisa dibuat tempat berpijak
deduktif dalam istimbath terhadap koperasi.*”

Menurut M. Ali Hasan, beliau menuturkan memberikan pengertian
koperasi secara keseluruhan, bahwa koperasi adalah satu bentuk usaha yang
Islamis Induksi yang direkomendir dari pertimbangan dengan dasar metode
penetapan hukum al-mashlahat atau istishlah dan istihsan. Penetapan hukum pada
koperasi bersifat mubah, terkhusus jika melihat koperasi itu sebagai praktek
muamalah. Seperti telah diketahui, hukum muamalah adalah mengatur hubungan-
hubungan kemasyarakatan, yang mana hukumnya adalah mubah (boleh), disini
dapat kita lihat bahwa metode bekerjanya koperasi sesuai dan pantas dibenarkan
dalam Islam.*™*

Dalam hukum ekonomi syariah, koperasi dikenal dengan istilah syirkah
yang berarti perserikatan atau persekutuan modal dan orang-orang dalam

membangun usaha. Secara pengelompokkan syirkah, jenis Koperasi Kopa Idi

19 Masyfuk Zuhdi, Masail Fighiyah; Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: CV. Hagji
Mas Agung, 1992), 114

10 M. Ali Hasan, Masail Fighiyah; Zakat, Pajak, Asurans dan Lembaga Keuangan,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 168

bid,169
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termasuk jenis Syirkah Mufawadhah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk
melaksanakan sebuah usaha dengan kriteria syarat: (1) besaran modal dari
masing-masing anggota sama, (2) memiliki wewenang yang sama untuk
mengurus usaha, (3) sesama anggota menganut agama yang sama, dan (4) setiap
anggota koperasi mempunyai hak dalam bertindak dengan nama koperasi tersebut,
sebagaimana penulis kutip dari buku karangan Sayyid Sabiq, dengan judul buku
Fikih Sunnah Terjemahan, penulis Kamauddin A.Madik, terbitan di kota
Bandung, penerbit Al-Ma’arif, tahun 1997.

Penulis perhatikan pada koperasi Kopa Idi, termasuk jenis Syirkah
Mufawadhah karena : (1) modal setigp anggota besarnya sama, seperti iuran
pokok koperasi untuk pertama bergabung bagi anggota Rp.100.000,- dan iuran
wajib koperasi Rp.100.000,- per setiap bulannya untuk setiap anggota sebagai
tabungan anggota, (2) memiliki wewenang yang sama untuk mengurus usaha
koperasi, dimana setigp anggota koperas berhak memilih dan dipililh untuk
kepengurusan 3 (tiga) tahun kepengurusan yang terdiri dari struktur kepengurusan
koperasi Ketua, Sekretaris dan Bendahara, (3) sesama anggota menganut agama
yang sama, yaitu agama Islam, (4) setiap anggota koperasi mempunyai hak dalam
bertindak dengan nama koperasi tersebut, jelas pada Kopa Idi setiagp anggota
berhak bertindak atas nama koperasi tersebut yang memiliki azas gotong royong,
bersifat kekeluargaan dan berkarakter kerakyatan.

Kopa Idi pengelolaannya dilakukan secara sifat kekeluargaan dan berazas
gotong royong. Pelaksanaan pengelolaan dana Kopa Idi, dimulai dari Hulu sampai
ke Hilir, sgjak dari Penghimpunan dana, Penyaluran dana dan Distribusi Sisa
Hasil Usaha (SHU) akan penulis paparkan, sebagai berikut (Lihat Lampiran 11
Sirkulasi Hulu Hilir Pengelolaan Dana Kopa I di):

a. Penghimpunan Dana

Sumber dana Kopa Idi berasal dari berbagai sumber baik dari anggota
ataupun bukan anggota Koperasi, ragam jenisnya antaralain :

1. Simpanan pokok adalah modal dasar setigp anggota yang diberikan kepada

pengurus koperasi, besarnya simpanan pokok ini termasuk ke dalam akad

musyarakah, yaitu syirkah mufawadahah yaitu sebuah usaha yang dibangun
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dengan bersama- sama dua orang atau lebih, setigp anggota menyetorkan

dana dengan porsi yang sama besarnya dan berkontribus dalam kerja

dengan bobot yang besarnya sama juga. Pada Kopa Idi Simpanan Pokok

yang ditetapkan menurut AD/ART KOPA 1DI, adalah sebesar Rp. 100.000,-

/anggota.

2. Simpanan Wajib adalah salah satu kategori modal koperasi, di samping
simpanan pokok, yang mana besaran kewajibannya dimusyawarahkan
sesama anggota dan diputuskan kemudian penyetorannya dilaksanakan
setigp bulannya sampai keanggotaan seorang anggota berakhir alias keluar
dari keanggotaan koperasi syariah tersebut. Simpanan Wajib tersebut sudah
ditentukan dalam AD/ART KOPA IDI sebesar Rp. 100.000,-

3. Simpanan Suka Rela, terbagi 2:

a. Memiliki sifat uang titipan atau amanah yang biasa dikatakan wadi’ah
dan dapat diambil setigp saat. Amanah atau titipan ini dapat dibagi dua
kategori, yaitu titipan Yad Amanah dan titipan Yad Dhammah. Dalam
AD/ART KOPA IDI, tidak menetapkan besaran Simpanan Suka Rela,
karena simpanan Suka Rela merupakan Simpanan Seikhlasnya dari setiap
anggota yang ingin menyimpan dananya pada K operasi.

b. Memiliki sifat investas, yang ditujukan kepada kepentingan usaha
dengan metode bagi hasil (mudharabah) dengan jenis Revenue Sharing,
Profit Sharing ataupun Profit and Loss Sharing. Pada KOPA DI
diberikan pilihan bagi yang ingin berinvestasi, karena terdapat beberapa
Usaha yang dilakukan oleh KOPA DI, seperti Pembuatan Surat
Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Penjualan Rokok.

4. Bentuk investas dari pihak luar, karena koperasi syariah sama halnya
dengan koperasi konvensional, dalam hal membangun dan mengembangkan
usaha koperas tersebut, sangat memerlukan suntikan dana dari luar, karena
modal koperasi dari anggotanya sendiri terbatas, kedepan kelembagaan
koperasi syariah, pangsa pasarnya akan membesar, di lain sis simpanan
anggota koperasinya masih sedikit dan terbatas. Karena itu koperasi diharap

bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan memakai akad
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mudaharabah ataupun akad musyarakah.Untuk saat ini belum ada Investor

yang menanam modalnya ke KOPA IDI.*"

b. Penyaluran Dana

Sebagaimana lembaga keuangan lainnya, setelah Koperass KOPA DI
melakukan kegiatannya Penghimpunan Dana, maka langkah selanjutnya KOPA
IDI juga melakukan kegiatan Penyaluran Dana dengan menggunakan berbaga
instrument seperti bagi hasil (musyarakah atau mudharabah) dan juga dengan jual
beli (piutang mudharabah, piutang salam dan piutang istishna’). Dengan tujuan
untuk memperoleh keuntungan dari modal yang telah diberikan oleh setiap
anggota koperasi untuk kemudian dikelola oleh pengurus.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan kepada T. Swandi, SHI,
MH, mengungkapkan®"
Saya dipilih menjadi Ketua Koperass pada masa Ketua Mahkamah
Syar’iyah Idi, Drs. Said Safnizar, MH pada bulan Agustus 2016.Pada saat
itu ketika bulan Agustus 2016, Koperasi KOPA Idi hampir collaps karena
Koperass KOPA IDI tersebut eksis, tetapi seperti tiadaltu dikarenakan
Pengurus sebelumnya Yaitu Nizar, SAg hanya sendiri dalam mengurus
koperasi KOPA IDI sebagal Ketua Koperasi merangkap sebagai Sekretaris
dan Bendahara.Pembukuan Koperasi dulu pun tidak tersusun dengan rapi
dan menyeluruh. Mantan Ketua Koperasi KOPA DI Nizar, S Ag memulai
karirnya sebagai Pengurus KOPA IDI dimulai sejak tahun 1996, pada saat
itu sebagai Sekretaris Kopa Idi, pada tahun 2008 pernah menjabat
Bendahara Kopa Idi dan terakhir tahun 2012 masih menjabat dengan
jabatan yang sama Bendahara Kopa Idi. Tahun 2012 Ketua Kopa Idi
Syarkawi dan Sekretaris Mujihendra pindah, sehingga saudara Nizar, S.Ag
yang saat itu Bendahara menjadi pemain tunggal dan merangkapsebagal
Ketua dan Sekretaris Kopa Idi sampa dengan tahun 2016. Pada masa
Ketua Said Safnizar, barulah berkembang ide untuk membenahi KOPA
IDI karena mengingat, modal setiap anggota KOPA Idi masih tersimpan
dan ingin untuk dikelola dengan pembukuan yang baik oleh kepengurusan
yang baru. Pada saat rapat |uar biasa dilakukan, saya T. Swandi, SHI, MH
terpilih sebagal Ketua, Sarbaini, S.El terpilih sebagai Sekretaris Koperasi
dan Khalidah, S.Ag terpilih sebagai Bendahara Koperasi. Kepengurusan
baru ini menggantikan kepengurusan lama yang dipimpin oleh Nizar, S Ag

(Lihat Lampiran |11 Daftar Wawancara ):

72 Data Diperoleh Dari Dokumentasi di Kantor Mahkamah Syar’iyah Idi, Peurelak Barat,
Jum’at, 09 Agustus 2019, Pukul : 09.00. WIB.

"\Nawancara dengan T. Swandi, SHI, MH, Ketua Koperasi Kopa Idi (Tahun 2016-
2018), Jumat, 09 Agustus 2019, Pukul.14.30. WIB
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sebaga Ketua Koperasi, kepengurusan baru tersebut ini terpilih adalah
hasil dari Musyawarah Luar Biasa yang dilakukan pada bulan Agustus
2016 yang di selenggarakan oleh semua anggota KOPA IDI. Amanah yang
telah diberikan oleh semua anggota KOPA IDI ini tentunya, kami sebagai
pengurus baru benar-benar memanfaatkan dan menjaga amanah tersebut
sebaik mungkin.Pada kepengurusan pertama yang saya lakukan adalah
membenahi pembukuan keuangan Koperasi KOPA DI dengan merapikan
file-file pertanggungjawaban dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang
pernah terjadi di kepengurusan yang lamaHingga pada saat
pertanggungjawaban pertama di akhir tahun 2016, kepengurusan baru
membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dan
pengurus yang pastinyatidak bertentangan dengan AD/ART KOPA Idi. Di
dalam penghimpunan dana, pengurus menetapkan ada 3 jenis dari sumber
yang sama yaitu anggota KOPA Idi sendiri, Simpanan Pokok, Simpanan
Wagjib dan Simpanan Sukarela. Pada Penyaluran Dana, pengurus baru juga
menetapkan beberapa jenis instrument, dimulai dari produk Simpan
Pinjam menggunakan agad mudharabah, produk Usaha méliputi
Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Penjuaan
Rokok. Produk Peminjaman Uang dan ke -3 (tiga) jenis usaha tersebut
adalah cara Koperass memberdayakan moda yang telah terkumpul dari
setigp anggota KOPA Idi dengan bertujuan mendapatkan keuntungan dan
akan dibagi kepada setiap anggota KOPA Idi pada setigp akhir tahunnya
ketika Rapat Anggota Tahunan(RAT) berlangsung yang dikenal dengan
istilah SisaHasil Usaha (SHU).

Dalam pengelolaan Dana pada KOPA 1di, untuk produk Peminjama Uang,
dikenakan bunga 0,5% setigp bulannya untuk setiap Peminjaman. Pada
Produk Usaha, Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, keuntungan
didapat dari setigp Pencari Keadilan/Masyarakat Aceh Timur yang
membutuhkan Jasa setigp Pembuatan Surat  Gugatan/Permohonan
dikenakan tarif-tarif tertentu. Untuk Surat Gugatan/Permohonan seperti
Ceral Gugat, Cerai Talak, Itsbat Nikah, Penetapan Ahli Waris dikenakan
biaya Rp. 100.000,- sedangkan untuk perkara Warisan dikenakan tarif
Rp.300.000,-. Hasil dari Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan yang
diterima oleh Pengurus Koperas melalui Manager Koperasi dalam hal ini
membantu dalam Jasa Pengetikan di setiagp bulannya serta dikurangi
dengan Ggji Manager dan biaya-biaya pemeliharaan lainnya itulah yang
disebut keuntungan bagi KOPA Idi. Pada usaha penjualan pulsa dan
penjualan rokok, pengurus Koperasi tidak banyak mengambil keuntungan
dari Penjualan Pulsa dan Rokok tersebut di bawah harga pasar sedikit,
disamping membantu memudahkan setigp anggota Koperas yang
memerlukan Pulsa dan Rokok juga mencari tambahan keuntungan untuk
Koperasi. Seluruh keuntungan balk dari Produk Peminjaman Uang, Jasa
Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Rokok, maka
akan di rekap untuk di setigp akhir tahun dan keuntungan yang telah
didapat akan menjadi SHU yang akan dibagikan kepada setiap anggota
Koperasi menurut ketentuan yang berlaku.
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Setelah melakukan wawancara kepada Ketua Koperasi T. Swandi, S.HI,
MH, mengenai Pengelolaan Dana Kopa Idi tahun 2016-2018 dan Dokumen-
dokumen yang penulis telah telaah, berdasarkan narasi di atas, dapat penulis
kemukakan sebagai berikut .

Pertama, kepengurusan Koperasi lama sebelum tahun 2016, dipimpin oleh
Nizar, S.Ag sebagal Ketua Kopa Idi dan tanpa adanya sekretaris dan bendahara.
Dilanjutkan oleh kepengurusan yang baru dimulai tahun 2016-2018 yang terpilih
sebagal pengurus adalah 3 (tiga) orang, menurut jabatannya di Kopa Idi yaitu,
Ketua, T. Swandi, SHI, MH, Sekretaris, Sarbaini, S.El dan Bendahara, Khalidah,
S.Ag. Pengawas Koperasi KOPA Idi diawas oleh Pengawas 3 (tiga) orang, yaitu
Mahyuddin, S.Ag, Nizar, S.Ag dan Muliadi, S.HI sedangkan Pembina yaitu Ketua
Mahkamah Syar’iyah Idi langsung yang memegang kendali yaitu Drs. Said
Safnizar, MH. (ex officio) 2016- Februari 2018 setelah itu digantikan oleh Drs.
Amrullah, MH (Ketua Mahkamah Syar’iyah Idi yang baru), setelah Drs. Said
Safnizar, MH (Ketua Mahkamah Syar’iyah Idi lama) mutasi di Bulan Februari
2018.Jumlah anggota KOPA Idi sampai dengan Desember 2018 berjumlah 40
Orang.

Kedua, Bidang Administrasi KOPA Idi, kebijakan akuntansi yang dianut
adalah; 1.Pendapatan dan biaya diakui dan dicatat dalam pembukuan “KOPA Idi”
atas dasar accrual basic; 2.Periode pembukuan dilaksanakan sesuai dengan tahun
kalender Masehi yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ketiga, bidang permodalan, moda koperasi diperoleh dari simpanan
pokok, simpanan wajib dan ssmpanan sukarela. Simpanan Pokok sebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan, Simpanan Wajib sebesar
Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan dan Simpanan Sukarela
sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan. Dalam hal
Simpanan Sukarela sebenarnya tidak ditentukan besarannya, hanya sgja oleh
pengurus pada RAT Tahun 2017 lalu menentukan dan atas kesepakatan semua
anggota koperasi sehingga Simpanan Sukarela ditetapkan iurannya sebesar
Rp.50.000,- per orang per bulannya.
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Keempat, Kegiatan Usaha KOPA Idi, ada 4 (empat) kegiatan yang ada
pada KOPA idi, yaitu : a Unit Usaha Simpan Pinjam, usaha tersebut berupa
pemberian pinjaman kepada anggota secara bergiliran dan jasa pinjaman
ditentukan sebesar 0,5% perbulan dari jumlah pinjaman; b. Unit usaha Pembuatan
Surat Gugatan/Permohonan, usaha tersebut merupakan menerima Jasa pembuatan
surat Gugatan/Permohonan, dimana penerimaan yang diperolah adalah variatif di
setigp bulannya; c. Unit usaha penjualan rokok, merupakan usaha KOPA Idi
menjual rokok baik kepada setiap anggota KOPA Idi atau masyarakat pencari
keadilan. Laba yang di dapat dari usaha tersebut juga variatif adanya; d. Unit
usaha penjualan pulsa, usaha tersebut adalah melakukan penjualan pulsa baik
kepada setiap anggota KOPA Idi maupun masyarakat pencari keadilan. Laba yang
dihasilkan dari penjualan pulsajugavariatif sesuai permintaan.

Dari hasil analisa yang telah penulis paparkan di atas, penulis ingin
menjelaskan system operasional dari berbagal jenis usaha pada KOPA Idi, yaitu
menggunakanagad Mudharabahyang berjenisMudharabah Mugayyadahkarena
usaha yang akan dijalankan koperasi sudah ditentukan oleh pendiri koperasi dan
pengurus koperasi silih berganti dalam Rapat Akhir Tahunan (RAT), yang telah
disetujui oleh semua anggota koperasi seperti usaha simpan pinjam, usaha
pembuatan surat gugatan, penjualan pulsa dan rokok.

Agad mudharabahatau bagi hasil yang digunakan pada usaha pembuatan
surat gugatan, penjualan pulsa dan rokok dibenarkan karena jelas usaha yang di
dagangkan. Seperti pada pembuatan surat gugatan bersifat menjual jasa karena
membuat surat, penjualan pulsa dan rokok jelas karena yang dijua adalah barang
atau benda. Tetapi penulis memperhatikan agad mudharabah tersebut juga
digunakan pada usaha ssmpan pinjam, dalam artian objek dagangan pada usaha
simpan pinjam adalah uang yang dibungakan sebesar 0,5% per bulan dari besaran
pinjaman yang diambil oleh setiap anggota. Walau sebenarnya keuntungan 0,5%
tersebut akan dikembalikan lagi sebagai keuntungan untuk seluruh anggota Kopa
Idi pada akhir tahun, tetapi proses pengambilan keuntungan dalam system
operasional pengelolaan dana Kopa Idi, menurut penulis masih kurang tepat.



102

Daam pelaksanaannya setiap anggota koperasi yang akan meminjam akan
dikenakan 0.5% bunga di setiap bulan menurut jumlah pinjaman yang diambil.
Keuntungan 0,5% ini akan di rekap di setiap bulannya sampai dengan pembukuan
1 (satu) tahun pertanggungjawaban, setelah itu keuntungan yang diperoleh
tersebut akan dibagi lagi menurut nisbah 30:70 di akhir tahun setelah pembukuan.
Pembagian 30% keuntungan untuk si Peminjam (anggota koperasi) dikembalikan
dan 70% keuntungan untuk seluruh anggota koperasi diberikan sebagai salah satu
SisaHasil Usaha (baik untuk si peminjam maupun yang tidak meminjam).

Disini penulis menilai, tambahan 0,5% jasa atau keuntungan dari setiap
peminjaman merupakan kelebihan dalam pembayaran pinjaman yang mana
dikategorikan setiap kelebihan dalam utang atau peminjaman adalah Riba, hal
tersebut telah dijelaskan dalam Firman Allah, SWT :Al-Bagarah: 275
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Artinya: “Orang-orang yang mMmakar {n‘.ungun‘.bnr ) rrba tdak  dapal  oadins
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (ber pendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dan Hadist Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir RA :

P
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14K ementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya...,



103

Artinya: “Rasulullah SAW, melaknat orang yang makan riba, orang yang
memberi makan dengan hasil riba, penulisnya dan kedua saksinya
(HR. Muslim No. 1598).1"
Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Dalam hadits di atas dapat
disimpulkan mengenai haramnya saling menolong dalam kebatilan.” (Syarh
Shahih Muslim, 11: 23)*"®

Menurut Qaidah Fighiyyah :

P ysed i i o8 S
“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang)
adalah riba, yaitu haram.”*"’

Qaidah fighiyyah muamalah yang di paparkan di atas menyatakan segala
kategori utang piutang yang mana diambil manfaat oleh orang yang memberi
utang ialah termasuk perbuatan riba.

Riba secara etimologi memiliki arti al-ziyadah (bertambah), dikatakan
bertambah, sebab suatu perbuatan dikatakan riba, salah satu kategorinya ialah
meminta penambahan dari sesuatu yang diutangkan seperti uang Yyang
diutangkan. Nama lainnya ialah al-nama’ (berbunga atau berkembang), dan
nama lainnya lagi adalah ihtazzat (menggelembung atau berlebihan). Jika kita
lihat secara terminology, riba adalah akad transaksi yang dapat terjadi
berdasarkan pertukaran barang yang ditentukan yang tidak diketahui
perimbangannya menurut ukuran syara’ ketika melakukan akad atau dengan cara
mengakhirkan penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.*

Riba dalam pandangan fukaha dapat dibagi kedalam dua bagian:

5 Muhammad bin Futuh Al-Humaidy, al-Jam’u Baina al-Shahihain al-Bukhari wa al-
Muslim, Juz 2, (Beirut: Dar a nasyr, 2002), 304

176 Abii Zakariya Y ahya bin Syaraf al-Nawawi, Syarh al-Nawawi *Ala Shahth Muslim, juz
XI (Beirut: Dar lhya’ al-Turéts al-"Arabi, tth.),23

Yeathurrahman  Azhari, Qawaid Fighiyyah Muamalah, (Banjarmasin: Lembaga
Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 329

8endi Suhendi,Figh Muamalah,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 57-58
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1. Riba jahiliyah (al-gardh); adalah riba dengan penambahan bunga,
rentenir (lintah darat), atau bunga hutang dan lainnya yang sejenis
riba.

2. Ribajua beli; dikategorikan kepada dua macam: riba al-fadhl dan
riba nasi'ah. Kategori riba seperti ini jarang ada yang
mengetahuinya, terkhusus para pedagang di negeri kita.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,

R s e 20 ~ o0~ O o g 2.

I e i S b 3 U

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal
179

ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.” (Al Mughni, 6: 436)

Kemudian Ibnu Qudamah meriwayatkan perkataan dari ,“lbnul Mundzir
berkata, “Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman
memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau
hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka tambahan tersebut adalah
riba.”Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab, dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Abbas
bahwasanya mereka melarang dari utang piutang yang ditarik keuntungan
karena utang piutang adalah bersifat sosial dan ingin cari pahala. Jika di
dalamnya disengaja mencari keuntungan, maka sudah keluar dari konteks
tujuannya. Tambahan tersebut bisa jadi tambahan dana atau manfaat.” Lihat Al
Mughni, 6: 436."% Jadi meskipun diberi nama sisa hasil usaha, namun kalau
hakikatnya adal ah riba, maka jelas hukumnya haram.

Untuk usaha Jasa Pembuatan Gugatan/Permohonan, keuntungan yang
diperoleh variatif setiap bulannya.Setelah direkap keuntungan di setiap bulan
sampal akhir tahun, dikurangi dengan Gaji Manager (Petugas Jasa), biaya ATK,
biaya pemeliharaan alat-alat kerja.Setelah itu baru keuntungan dapat dibagi untuk

7 | bnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 6, (Riyadh:Darul Alam Al-Kutub, 541-620H), 436
801 bid.
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seluruh anggota KOPA Idi. Untuk usaha Penjualan Rokok dan Pulsa, pengurus
KOPA Idi tidak banyak mengambil keuntungan dari penjualan tersebut selain
untuk memudahkan setiap anggota KOPA |di dan Masyarakat Pencari Keadilan
yang membutuhkan juga untuk mendapat tambahan keuntungan.

Hasil dari keuntungan yang diperoleh baik dari laba simpan pinjam, jasa
pembuatan surat gugatan/permohonan, penjualan pulsa dan rokok, di rekap setiap
bulannya sampai dengan rekap 1 (satu) tahunan. Setelah di dapat besaran angka
tersebut, maka harus dikeluarkan dulu beberapa biaya yang telah disepakati semua
anggota KOPA Idi menurut ketentuan yang disepakati bersama, diantaranya
Dana Cadangan berupa 10% dari SHU, Dana Sosia berupa 5% dari SHU dan
Dana Pengurus berupa 20% dari SHU.

c. Distribusi SisaHasl Usaha

Distribusi pendapatan disini adalah pembagian pendapatan atas pengurusan
dana yang diterima koperasi KOPA Idi dibagi kepada para anggota yang memiliki
simpanan modal di daam koperass dalam bentuk mudharabah dan
musyar akah.Serta adanya Usaha dalam KOPA 1di seperti Usaha Pembuatan Surat
Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Penjualan Rokok. Keuntungan dari
usaha yang dilakukan oleh KOPA Idi, akan dibukukan setiap bulan dan direkap
keuntungan di setigp tahunan untuk kemudian dapat ditentukan pembagian
keuntungannya untuk setigp anggota KOPA Idi.Sedangkan pembagian
keuntungan baik dari Simpan Pinjam dan Usaha yang bersifat tahunan tersebut,
maka distribusi pendapatan atau keuntungan tersebut termasuk kategori SHU (sisa
hasil usaha) dalam aturan koperasi.

Dalam pembagian bagi hasil usaha terhadap setiap anggota yang memiliki
jenis simpanan adalah berdasarkan hasil usaha yang nyata yang didapat oleh
koperasi pada saat bulan berjalan. Secara umum dapat ditetapkan menurut nisbah
yaitu rasio keuntungan antara koperas dan anggota atau pemberi pinjaman
terhadap hasil nyata yang di dapat misalnya untuk Simpan Pinjam, dimana aturan
koperasi KOPA Idi mensyaratkan setigp pinjaman akan dikenakan bunga untuk
setigp pinjaman yaitu 0.5% setigp bulannya. Hasil keuntungan yang diterima
Koperast KOPA Idi 0.5% tersebut, 30% nya dikembalikan kepada si peminjam
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dan 70% dikembalikan kepada Koperass KOPA Idi, yang mana setelah di rekap
keuntungannya pada akhir tahun, keuntungan tersebut akan dibagikan lagi kepada
setiap anggota Kopa Idi.

Demikian juga selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari Usaha-
usaha yang dilakukan KOPA Idi seperti Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan,
Penjualan Pulsa dan Penjuaan Rokok.Pendapatan yang bersumber dari Usaha
tersebut, keuntungan yang didapat disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).

Untuk pemberian bagi SHU tetap mendasarkan kepada peraturan koperasi
KOPA Idi yakni yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Pembagian SHU
tersebut sesudah dikurangi biaya—hbiaya pengeluaran untuk pemeliharaan alat-alat
Usaha dan biaya-biaya lain serta dipotong dana-dana social dan dana cadangan
yang dipakai sesuai dengan aturan yang diberlakukan, setelah itu baru SHU
dibagikan kepada seluruh anggota KOPA Idi.

C. Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Sistem M udharabah pada
Koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi kedepan

Melihat peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Mudharabahpada
Koperass KOPA Idi, sebenarnya melihat pada kemauan setigp anggota Koperasi
yang siap atau tidaknya dalam berhijrah ke arah yang lebih baik. Berbicara
peluang, berbicara kesempatan, jika diperhatikan kesempatan untuk
mentransformer system konvensional Koperasi menjadi system syariah itu terbuka
lebar, di samping arus informas yang begitu terbuka lebar dan dapat di akses
untuk mengetahui bagaimana system pelaksanaan syariah pada koperasi
disamping dengan adanya payung hukum Nasiona dan Daerah yang ada di Aceh
yang mana telah mengatur dan mengakomodir setigp kegiatan bermuamalah
dengan menggunakan prinsip syariah.

Jika kita menilik aturan Hukum Nasional tentang Koperasi Syariah
memang tidak tersebut dengan jelas baik di dalam UU No. 12 tahun 1967 tentang
Pokok-pokok perkoperasian, maupun di perubahan kedua UU No. 25 Tahun 1992,
tentang Perkoperasian, juga tidak disebutkan. Baru ada peraturan pemerintah dari
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
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Indonesia, Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar
Operasiona Mangiemen Koperas Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi.

Dalam peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada BAB
I, ayat 2 dijelaskan tentang Koperasi Syariah, yang mana berisi “Koperasi Jasa
Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperas yang kegiatan
usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesua pola
bagi hasil (syariah) dan ayat 3 berisi “Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,
selanjutnya disebut UJKS Koperasi, adalah unit usaha pada Koperas yang
kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan
dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi
yang bersangkutan.”

Jika kita perhatikan, aturan nasional bagi Aceh untuk menyelenggarakan
Syariat 1slam sudah diatur dalam UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.Menurut pasal 3 ayat 2, salah satu
poin mengatur tentang Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Terakhir
lahir aturan nasional tentang Keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Aceh yang diatur dalam peraturan UU No. 11 tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh di pasa 16 ayat (1) dimana Urusan wajib yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Aceh salah satunya fasilitasi pengembangan koperasi.
Daam UU tersebut tidak dijelaskan secara terperinci tentang Koperasi Syariah,
tetapi Pemerintah Aceh siap memfasilitasi pengembangan Koperasi, terlebih Aceh
merupakan Daerah Serambi Mekkah, dimana segala kegiatan pelaksanaan publik
seperti kegiatan ekonomi harus berlandaskan syariat 1slam.

Pada UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh tersebut, Bab XV1I
Syari’at Islam dan pelaksanaannya, Pasal 125 ayat “(1) Syari’at Islam yang
dilaksanakan di Aceh meliputi agidah, syar’iyah dan akhlak; ayat (2) Syari’at
Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al syakhshiyah
(hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), gadha’
(peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam; ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. Pada Pasal 127 disebutkan
ayat (1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab
atas penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam; ayatnya berbunyi (3)
Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan  kabupaten/kota
mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari’at Islam.

Terakhir sekarang ini telah lahir Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang
LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dimana seluruh kegiatan ekonomi atau
muamalah yang ada di Aceh tepat pada tahun 2020 nanti wajib melaksanakan
kegiatan ekonomi atau muamalahnya dengan menggunakan system syariah jika
tidak konsekuensinya silahkan keluar dari Provinsi Aceh.

Peluang dalam menerapkan agad mudharabah dalam kegiatan ekonomi
seperti Koperasi, untuk regulasinya jelas ada, sgjak dari UU nasional, Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sampal aturan UU Nasional
tentang Pemerintah Aceh dan Qanun daerah Aceh, sudah terakomodir dengan
baik. Hanya sgjatinggal kesiapan mental setiap anggota Koperasi untuk hijrah dan
bersedia menerima konsekuensi menerapkan agad mudharabah dalam
bermuamalah pada Koperasi, termasuk tidak melulu menggjar keuntungan yang
besar seperti pada system konvensional juga harus bisa menerima bahwa ada yang
jauh lebih penting daripada nilai keuntungan yaitu nilai keberkahan dalam
transaks ekonomi syariah.

Penulis berkesempatan mewawancara sal ah satu pengurus Koperasi KOPA
Idi tahun 2016-2018 yang memegang jabatan Bendahara, Khalidah, S.Ag,

mengungkapkan™®" :

“Koperasi memiliki payung hukum nasional yang jelas, dimulai dari UU No.12
tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, UU No.25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian, ditambah dengan Permen Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007
tentang tentang Pedoman Standar Operasional Mangemen Koperas Jasa
Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Serta peraturan
Nasional tentang keistimewaan Aceh salah satunya tertuang dalam UU No. 11
tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan terakhir Qanun No. 11 tahun 2018
tentang Lembaga K euangan Syariah. Saya merasa, regulasi sgjak dari hulu sampai

181

Wawancara dengan Khalidah, S.Ag, Bendahara Koperas Kopa Idi (Tahun 2016-
2018), Senin, 12 Agustus 2019, Pukul. 10.00. WIB
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ke hilir telah ada, dan tinggal kita sebagai pengurus dan didukung kesepakatan
semua anggota Koperasi KOPA [di untuk mengubah systemnya. Peluang untuk
menjadikan Kopa idi menjadi Koperasi Syariah terbuka lebar, aasannya
sebahagian anggota Kopa Idi mengetahui tentang ilmu ekonomi syariah, ditambah
lagi SDM anggota Kopa Idi yang handal untuk mengelola koperasi. Jika melihat
pada AD/ART perubahan kedua Kopa Idi Nomor 324/BH/PAD/KWK.1/X11/1996
tahun 1996, pada BAB XIV pasal 31 ayat (3)disebutkan : “Dalam keadaan
istimewal/Luar biasa, rapat anggota syah apabila dihadiri 20% dari pada jumlah
anggota Koperasi. Pada ayat (4) nya disebutkan ”Yang dimaksud dengan keadaan
Istimewa/Luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah; butir ( ¢) Apabila perubahan
Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-undang atau
peraturan-peraturan/K etentuan-ketentuan pelaksanaannya.Juga pada pasal 32 ayat
(1) disebutkan “Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan Rapat Anggota
Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota
koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara
yang hadir. Hanya sgja pada waktu itu Kopa Idi belum dapat dirubah anggaran
dasarnya menjadi Koperasi Syariah, karena anggota Kopa Idi tidak mau terlalu
perduli dan terlibat aktif dikarenakan kesibukan pada tugas pokok dan fungsi
jabatan yang diemban masing-masing sangat padat dan lagi pula karena koperasi
tersebut bersifat tolong menolong dan sedikit honor yang diterima oleh pengurus
membuat pengurus koperasi tidak terlalu fokus dan maksima dalam mengelola
Koperas tersebut. Tetapi sayaingin tegaskan bahwa pada masa pengurusan Kopa
Idi tahun 2016-2018 pernah ada usulan atau ide mengenai perubahan system
koperasi menjadi syariah dari beberapa anggota, mereka ingin Kopa Idi tidak ada
riba dan benar-benar menjalankan prinsip tolong-menolong, tetapi karena banyak
anggota lainnya Kopa Idiyang kurang perduli terhadap system syariah dan tidak
terlibat aktif pada rapat RAT, maka akhirnya ide itu terbenam dengan sendirinya.
Hingga sekarang KOPA Idi masih menjalankan system bunga dengan agad
mudharabah 0,5% nya pada setiap pinjaman uang dan pada waktu itu belum ada
anggota KOPA 1di yang berkeberatan.

Dari wawancara yang sudah penulis lakukan kepada Bendahara Kopa I di
(Pengurus Tahun 2016-2018), dapat penulis simpulkan bahwa Peluang untuk
mengkonvers pengelolaan dana Kopa idi menjadi berbasis syariah, sudah dapat
dilaksanakan, mengingat tersedianya payung hokum yang dapat
mengakomodirnya seperti dalam Permen 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Permasalahan yang muncul adalah tidak terlalu perdulinya anggota K opa
Idi akibat padatnya tugas pokok dan fungsi jabatannya hari-hari dan belum ada
keinginan dari seluruh anggota KOPA Idi terhadap perubahan AD/ART untuk
dijadikan AD/ART berbasis syariah dalam pengelolaan dana Kopa Idi. Peluang
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terbuka lebar karena sebagian anggota Kopa Idi mengetahui ilmu ekonomi syariah
ditambah SDM-nya anggota Kopa Idi yang handal, akan tetapi karena kurang
perdulinya terhadap Kopa Idi, semua anggota Kopa Idi tidak berkeberatan dengan
system konvensional,yang menerapkan bunga pinjaman sebesar 0,5% dalam
Usaha Peminjaman Uang.

Seperti penulis telitipada aturan perubahan kedua AD/ART Kopa Idi
Nomor 324/BH/PAD/KWK.1/X11/1996 tahun 1996, pada BAB X1V pasal 31 ayat
(3), bahwa Kopa Idi untuk dapat merubah AD/ARTnya diperlukan 20% suara
syah dari jumlah semua anggota koperasi dalam Rapat Istimewa/Rapat Luar
Biasa. Pada pasal 32 disebutkan untuk penguat dari Pasal 31 bahwa Untuk
mengubah anggaran dasar harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota koperasi dan
keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir,
yaitu suara 50% plus 1 suara, barulah sah suara anggota yang ingin merubah
AD/ART.

Keengganan anggota KOPA Idi untuk mengkonvers Koperasi berbasis
syariah menjadi polemik tersendiri.Karena anggota Kopa Idi tersebut berasal dari
Pegawai Mahkamah Syar’iyah Idi yang notabene adalah Pengadilan Agama yang
menjalankan Hukum Syar’iat.Walau sebenarnya Koperasi KOPA Idi tersebut
terpisah dari kepengurusan Kantor dan tidak ada urusan dengan Dinas, melainkan
tunduk pada Ketentuan Peraturan Menteri Koperas dan Usaha Kecil dan
Menengah. Seharusnya anggota Kopa Idi sudah harus mencoba untuk melakukan
kajian bagaimana cara mengkonvers dan menjalankan system syariah pada
Koperasi, mengingat peluang untuk mengkonversnya ke syariah terbuka dengan
lebar.

Untuk mengubah system pada Koperasi dari sistem konvensional menjadi
system syariah terdapat tantangan yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan system
konvensional dan syariah sangat jauh berbeda dalam hal pengelolaan dana
Landasan hukum koperasi konvensional dan koperasi syariah yaitu sama-sama
dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hanya sgja pada koperasi syariah
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memperhatikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist agar tidak
bertentangan dalam kegiatan pel aksanaan ekonominya.

Pada koperasi syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang
diantaranya, bahwa kaya merupakan amanah dari Allah SWT yang tidak bisa
dipunyai oleh siapapun di duniaini secara mutlak, Manusia diberikan kebebasan
daam ber-mu’amalah sepanjang tidak menabrak peraturan syari’ah, manusia
adalah Wakil Allah dan pensgahtera di muka Bumi tersebut, mengangkat dengan
tinggi keadilan serta meninggalkan setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber
dana ekonomi pada sebagian orang atau sekelompok orang tertentu sga.

Aspek lain yang berbeda antara koperasi konvensional dan koperasi
syariah adalah pada aspek agad yang digunakan, proses pengelolaan dana, dan
pertumbuhanasetnya. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa dengan pengalihan
sistem konvensional menjadi sistem syariah dapat berdampak pada penurunan aset
koperasi, sehingga membuat aset koperasi down dan keuntungan sisa hasil usaha
yang diperoleh oleh setiap anggota koperasi semakin sedikit.

Pada kesempatan berikut, penulis mewawancarai seorang Sekretaris
Koperasi (Pengurus 2016-2018) saudara Sarbaini, S.El, periha tantangan yang
dihadapi oleh KOPA Idi seandainya ingin mengkonvers system konvensional
menjadi system syariah, beliau mengatakan®®:

Sistem syariah merupakan keniscayaan untuk sekarang ini diterapkan pada
Koperass KOPA Idi. Hal ini ditandai dengan hadirnya aturan dari Permen
35.2/Per/M . KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Mangemen
Koperas Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Kopa
Idi dapat dikelompokkan sebagai Koperas Jasa Keuangan Syariah, hal tersebut
seperti diatur pada Permen tersebut, Bab 1, Pasal 1 menyatakan bahwa, Koperasi
Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KIJKS, adalah Koperasi yang kegiatan
usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola
bagi hasil (syariah). Untuk sistem sekarang ini yang dijalankan oleh KOPA Idi,
Usaha yang ada meliputi, Simpanan dengan bagi hasil (Agad Mudharabah),
Penjualan Rokok dan Pulsa, Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan dengan
pola Keuntungan pada akhir tahun yang disebut Sisa Hasil Usaha, selanjutnya
seperti jenis Investasi dan Pembiayaan belum ada pada Kopa Idi. Tantangan besar
dalam pelaksanaan konvers dari Koperasi Konvensiona kepada Koperasi Syariah
adalah terletak pada SDM nya. Tingkat kualitas SDM yang mengerti dan paham

¥\Wawancara dengan Sarbaini, S.El, Sekretaris Koperasi Kopa Idi (Tahun 2016-2018),
Selasa, 13 Agustus 2019, Pukul. 10.30. WIB.
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tentang sistem syariah dalam koperasi masih rendah. Hal tersebut, karena tidak
adanya pelatihan atau pendidikan tentang pengetahuan sistem syariah dalam
kegiatan perekonomian. Sehingga Koperasi yang sudah lama berdiri sgjak tahun
1988 masih menggunakan pola sistem yang lama yakni Konvensional.Tantangan
lainnya adalah, masih banyak anggota KOPA Idi yang beranggapan bahwa jika
Koperass KOPA Idi di konvers menjadi Koperas Syariah, maka tingkat
keuntungan Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun berjalan akan semakin sedikit,
karena di dalam Koperas Syariah tidak dikenal adanya unsur bunga (ribawi)
dalam peminjaman. Sehingga sudah barang tentu, tidak akan ada tambahan
keuntungan pada produk peminjam uang.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat dipahami bahwa
tantangan terbesar dalam mengkonvers system konvensional menjadi system
syariah pada koperas ada pada Kualitas SDM tentang pengetahuan system
syariah yang masih rendah. Sehingga sulit untuk menerapkan agad murabahah
pada pembiayaan, agad mudharabah dalam investas dan agad gardhul hasan
pada peminjaman uang. Selama ini system pada KOPA Idi yang masih berjalan
masih menggunakan system lama yakni Konvensional.Pada produk peminjaman
uang masih memakal bunga, produk pembiayaan belum ada, investas juga belum
ada. Hal tersebut karena masih kurangnya pengetahuan tentang system syariah
pada SDM di lingkungan kantor.

Ha lainnya yang menjadi tantangan dalam mengkonvers koperasi
konvensional menjadi koperas syariah adalah, masih adanya anggapan oleh
sebagian besar anggota KOPA Idi tentang penurunan keuntungan yang di dapat
Kopa Idi pada akhir tahun berjalan jika seandainya koperasi di konvers menjadi
Koperas Syariah. Hal tersebut karena tidak adanya lagi bunga pinjaman pada
produk Peminjaman Uang, disamping itu juga ketika agad mudaharabah
diterapkan pada investasi, maka tidak hanya keuntungan yang dikejar, tetapi juga
tanggungjawab jika seandainya suatu usaha merugi, maka koperasi akan turut
menanggungnya. Begitu pula pada pembiayaan, yang memakai agad murabahah,
dimana Kopa Idi dalam mengambil keuntungan sewajarnya sgja untuk transaksi
Jual Bdli, berbeda dengan system konvensional yang menggunakan system utang
piutang dengan pengenaan bunga pinjaman, yang mana keuntungan yang di dapat

pun pasti.Karena hal tersebut lah, tidak adanya keinginan atau kemauan dari
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anggota Kopa Idi untuk merubah AD/ART Kopa Idi dari system konvensional
menjadi system syariah.



BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

Setelah hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan
penulis kaji secara mendalam mengena Pengelolaan Dana pada Koperass KOPA
Idi, maka penulis akan menyimpulkan atas jawaban dari pertanyaan rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana koperast KOPA Ididilatarbelakangi oleh keinginan
yang luhur dari para pendiri untuk menyeahterakan semua anggota
koperasi Kopa Idi, dan menambah penghasilan Hakim dan Pegawai
daam bentuk SHU di setigp akhir tahun. Dalam Akta Pendirian
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Koperasi
Pegawal Negeri Pengadilan Agama Idi  (Sekarang: Mahkamah
Syar’iyah Idi) tanggal 05 September 1989 berdasarkan SK Menteri
Koperass dan Pembinaan Pengusaha Kecil R.I.  Nomor
2092/BH/X11/1989 pada Bab Il Azas dan Tujuan ayat (1) Koperas
berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan, ayat (2) Koperas
bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya
dan kemguan daerah kerja umumnya dalam rangka menggaang
terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila
Bahwa tujuan dari pendirian Koperasi Pengadilan Agama Idi adalah
untuk meningkatkan kesegjahteraan dan menambah penghasilan setiap
anggota Koperasi, dimana setiap anggota Koperasi merupakan setiap
Hakim dan Pegawa yang berada dalam lingkup kantor Pengadilan
Agama Idi. Kesgahteraan bagi anggota Kopa Idi tercapai
sebagaimana tergambar dalam laporan tahunan Kopa Idi dari tahun
2016-2018, pada tahun Tahun 2016 SHU nya Rp 1.549.000, tahun
2017 SHUnya Rp. 15.568.000 dan tahun 2018 SHUnya Rp.
13.558.500,-. Jelas, tujuan adanya koperasi, telahterbukti terjadi

114



115

peningkatan pendapatan dan kesgjahteraan dalam bentuk SHU bagi
anggota Kopa Idi dari tahun ke tahun. Tetapi jika kita melihat pada
data SHU dari tahun 2017-2018 terjadi penurunan sedikit diakibatkan
keuntungan usaha rokok dan pulsa terjadi penurunan di tahun 2018
dibandingkan di tahun 2017.

. Pelaksanaan pengelolaan dana pada Koperasi Pengadilan Agama Idi
(KOPA Idi) kepengurusan tahun 2016-2018, Secara pengelompokkan
jenis Pengelolaannya, termasuk jenis Syirkah Mufawadhah, yaitu
kerjasama dua orangatau lebih untuk melakukan suatu usaha
denganpersyaratan: (1) modal masing-masing sama besarnya, (2)
mempunyai kesamaanwewenang untuk mengelola, (3) masing-masing
anggota beragama yang samadan (4) masing-masing memiliki hak
untuk bertindak atas nama koperasi tersebut. Dalam pengel olaannya
pengurus mengacu pada pedomanAD/ART SK pendirian pertama
tanggal 05 September 1989 berdasarkan SK Menteri Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil R.I. Nomor 2092/BH/XI11/1989dan
perubahan AD/ART kedua Kopa Idi Nomor
324/BH/PAD/KWK.1/XI1/1996 tahun 1996. AD/ART perubahan
kedua tersebut telah dijelaskan dalam pengelolaan Dana pada KOPA
Idi, seperti yang disebutkan pada BAB |1, Pasal 3 Koperasi melakukan
kegiatannya pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu;
a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan
secara demokratis; c. pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian
batas jasa yang terbatas terhadap modal; e.kemandirian; f. pendidikan
perkoperasian bagi anggota; g. kerja sama antar koperasi. Usaha yang
dijalankan KOPA Idi ada 4 (empat) jenis usaha dengan menggunakan
Agad Mudharabahatau bagi hasil dalam hal ini berjenis agad
mudharabah mugayyadah, karena usaha yang dijalankan Kopa Idi
telah ditentukan sepertiusasha ssmpan pinjam jasa pembuatan surat

gugatan/permohonan, penjualan pulsa, dan penjualan rokok. Untuk
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simpan pinjam, bagi setigp peminjam dikenakan 0.5% bunga setiap
bulannya dan keuntungan ini yang akan dibagikan kembali kepada
peminjam 30% nya sedangkan 70% nya untuk semua anggota KOPA
Idi. Dalam kajian di atas telah dibahas bahwa sesuai gawaid fighiyyah,
setigp piutang yang membawa manfaat berupa tambahan dari jumlah
pinjaman adalah riba, hukumnya jelas haram. Disamping itu,
waaupun  kelebihan tambahan daam pembayaran utang
diperuntukkan bagi semua anggota Kopa Idi lagi, tolong menolong
seperti ini tidak dibenarkan. Sebagaimana yang dikatakan Imam An-
Nawawi dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim Juz X1 bahwa tolong
menolong untuk sesuatu yang diharamkan adalah batil. Usaha
selanjutnya adalah Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan,
bervariasi, dimulai dari harga Rp.100.000,- s/d Rp. 300.000,- bagi
masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan. Pendapatan setiap
bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan dikurangi dengan Ggji
Manager (Petugas Pembuat Surat Gugatan/Permohonan), biaya
pemeliharaan mesin, pembelian ATK, biaya listrik, dan komponen-
komponen lainnya, setelah dikeluarkan semua maka keuntungan
bersihnya akan dibagikan kepada semua anggota Kopa Idi. Penjualan
Rokok dan Pulsa, bervariatif setiap bulannya, tergantung permintaan
dan kebutuhan, keuntungan yang diambil dari setiap penjualan rokok
dan pulsa hanya sedikit lebih tipis di bawah harga pasar, selain
membantu setigp anggota Kopa Idi yang membutuhkan juga untuk
menambah keuntungan dari usaha-usaha yang lain. Setelah ke 4
(empat) usaha tersebut dijalankan, akhir tahun baru di rekap
keuntungan bersih setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah
ditentukan, kemudian akan dibuat oleh pengurus Laporan
Pertanggungjawaban Kopa Idi di setigp akhir tahun. Setelah itu akan
dibagikan Uang Saku RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan Sisa Hasll
Usaha yang telah direkap kepada masing-masing anggota sesual

Usaha dan Moda masing-masing anggota Koperasi.
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3. Berbicara peluang dan tantangan dalam menerapkan system syariah
pada Koperasi adalah seperti dua sis pada mata uang koin. Saling
keterkaitan antara keduanya. Jika melihat Peluang untuk menerapkan
system syariah pada Kopa Idi sangat berpeluang besar, hal tersebut
karena payung hukum nasiona untuk menjalankan Koperasi Syariah
sudah diatur dalam Permen Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007
tentang Pedoman Standar Operasiona Mangemen Koperasi Jasa
Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
Disamping itu juga, peluang besar tersebut karena sebagian anggota
Kopa Idi mengetahui ilmu ekonomi syariah ditambah SDM-nya
anggota Kopa Idi yang handal. Sedangkan jika kita melihat pada
tantangan untuk menerapkan system syariat pada Koperasi, tidaklah
kecil. Hal tersebut dapat kita perhatikan; pertama pada Kualitas SDM
yang masih kurang dalam pengetahuan syariat dalam kegiatan
ekonomi. Terlebih pengetahuan tersebut sangat diperlukan bagi
pengurus Koperasi, untuk menjalankan roda koperasi seperti yang
diharapkan oleh system syariat; kedua masih adanya anggapan dari
sebahagian besar anggota Koperasi, bahwa jika Kopa Idi di konvers
menjadi koperasi syariat maka keuntungan koperasi pada akhir tahun
berjalan akan menurun yang mengakibatkan pembagian sisa hasil
usaha kepada setiap anggota semakin sedikit. Hal tersebut juga dipicu
oleh kurangnya pengetahuan setiap anggota Kopa Idi tentang system
syariat daam pengaplikasian di Koperasi. Selain itu kebanyakan
anggota koperasi hanya mengejar sisa hasil usaha yang besar bukan

mengegjar nilai berkahnya dalam transaksi ekonomi.

B. Saran

Penulis menyadari bahwasanya karya tulis (Tesis) yang sudah dilakukan
ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis berharap

kepada calon-caon penulis masa akan datang, yang kiranya penelitian yang
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dilakukan mendekati dengan pembahasan yang penulis teliti atau bagi siapa pun
yang merujuk kepada Tesis penulis tersebut untuk dapat memperhatikan lebih
seksama mengenal buku yang penulis gunakan, jurnal yang penulis ambil sebagai
rujukan dan peraturan perundang-undangan yang penulis kutip. Agar kiranya
peneliti selanjutnya lebih memperdalam dan memperluas tentang segjarah latar
belakang munculnya lembaga keuangan bernama “Koperasi” beserta system
pengel olaannya.

Kemudian penulis-penulis selanjutnya bisa mengkomparasi, Ssystem
pengelolaan dana pada awal ketika munculnya Koperass dengan system
pengelolaan dana pada masa sekarang yang ada di tengah-tengah kita, baik
Koperas Pemerintah, Koperasi Desa, Koperass Kampus dan lain-lain. Serta
penulis-penulis selanjutnya agar dapat meneliti tentang sejauh mana sudah
pelaksanaan system syariat pada pengelolaan dana Koperasi. Mengingat sudah
adanya aturan Permen Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tahun 2007, tentang
Pedoman Standar Operasional Mangjemen Koperas Jasa Keuangan Syariah dan
Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.Dimana aturan tersebut sudah
mengakomodir setigp lembaga Koperasi yang ingin menggerakkan system
operasionalnya dengan sistem syariah.

Selanjutnya meneliti 1ebih dalam peluang untuk mengkonvers koperasi
konvensional menjadi koperasi syariah untuk sekarang ini serta menilik lebih
dalam tantanganapa yang dihadapi oleh stake holder dalam mewujudkan system
syariah pada koperasi. Agar dapat di teliti, di diskusikan, di cari tahu solusi oleh
peneliti-penelitikedepannya agar di dapat jalan keluar untuk dapatnya koperasi
bersistem syariah tegak dan Berjaya di kotayang berjulukan “Serambi Mekkah”,
Provinsi Aceh.

Bagi koperas yang masih menjalankan Koperas Konvensional, agar
hendaknya dapat mengikuti Koperasi Syariah yang sudah menjalankan Koperasi
berbasis syariat Islam sesuai dengan pemahaman Figh Muamalah agar kegiatan
usaha operasionalnya berkah. Jelas, bahwa Figh Muamalah telah mengatur segala
kegiatan manusia yang bukan ibadah (ghairu mahdah), salah satunya kegiatan

ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, termasuk didalamnya diatur tentang koperasi
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yang sering dikenal dalam istilah syirkah (persekutuan) baik dalam harta dan
tenaga untuk meningkatkan tarah hidup yang lebih layak. Segala kegiatan dalam
muamalah dibolehkan, kecuali jikaterdapat unsur riba (penambahan dalam utang-
piutang), gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan) dan maisir (judi). Maka dalam
hal tersebut, koperasi yang menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya
harus benar-benar memperhatikan prinsip dalam figh muamalah tersebut, agar

tidak terjatuh ke dalam kegiatan muamalah yang haram.
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Nizar, S Ag (Mantan pengurusKopa Idi Tahun 1998-2016)

1. Kapan koperasi Kopa Idi mulai ada pertama kali di Mahkamah Syar’iyah 1di?

- koperasi Kopaldi lahir pada tahun 1989

2. Mengapakoperasi Kopa Idi didirikan?

- karena adanya lde atau Gagasan dari para pendirinya, atas bentuk kegelisahan
yang dialami oleh kawan-kawan semua baik Hakim ataupun Pegawai.Bahwasanya
penghasilan bulanan yang diterima Hakim dan Pegawai sangat tidak cukup untuk
dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.Terlebih lagi untuk menyejahterakan,
masih jauh dari harapan.

3. Apatujuan dari adanya koperasi Kopa Idi?

- Tujuan hadirnya Kopa Idi untuk mensgahterakan kawan-kawan Hakim dan

Pegawai dalam bentuk pinjaman dan barang kebutuhan sehari-hari atau Toserba

(Toko Serba Ada) dan juga menambah penghasilan seluruh Hakim dan Pegawai
dalam bentuk RAT di setiap akhir tahun.

4. Siapasga pendiri/penggagas koperasi Kopa Idi?

- Pendiri dan penggagas KOPA |di pada awanya di inisiasi oleh 5 (lima) orang
termasuk Hakim dan Pegawai Mahkamah Syar’iyah Idi pada tahun itu, tahun
1989, yaitu Drs. Jufri Ghalib, Drs. llyas Amin, Drs. Yuniar Hanafiah, Salbiah
Mustafa dan Nur Ismi BA.

5. Apakah asal mulaKOPA Idi hanya memiliki usaha simpan pinjam atau ada yang
lainnya?

- Asa mulakoperasi Kopa Idi sudah memiliki Usaha Simpan Pinjam dan Toserba
(Toko Serba Ada) yang menyediakan kebutuhan sehari-hari

6. Berapamargin pinjaman yang ditetapkan di awal berdirinya Kopa Idi?

- Margin Usaha Simpan Pinjam tersebut adalah 0,5% di untuk jasa peminjaman di

setiap bulannya
7. Bagaimana system keuntungan atau pembagian yang diperoleh bagi setiap peminjam
dan anggota koperasi lainnya yang tidak meminjam?

- System pembagian keuntungan kepada anggota koperasi baik kepada peminjam
ataupun kepada anggota yang tidak meminjam dari jasa pinjaman peminjaman
uang 0,5 %/bulannya yang diakumulasikan sampai 1 tahun dan dikembalikan
kepada seluruh anggota koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha yang mana
pembagian atau prosentasenya tidaklah sama. Bagi peminjam karena dia yang
meminjam akan mendapat 30% dari 0,5% jasa pinjamannya, ditambah
keuntungan 70% dari 0,5% dari jasa pinjaman semuanya, sedangkan yang tidak
meminjam akan mendapat 70% sga dari 0,5% jasa S peminjam secara
menyeluruh.



8. Apalatar belakang munculnya Kopa ldi?

Latar belakang munculnya Kopa Idi untuk membantu meningkatkan
kesgjahteraaan Pegawai dan Hakim pada Pengadilan Agama Idi
(Sekarang:Mahkamah Syar’iyah Idi) mendapat pinjaman dengan bunga pinjaman
rendah di bawah bunga Bank pada saat itu. Bank menentukan bunga pada saat itu
10% / tahun, sedangkan Kopa Idi, hanya menentukan margin 6% / tahun, karena
pertimbangan itu Kopa Idi menentukan 0,5% margin perbulannya untuk tidak
memberatkan Hakim dan Pegawai memperoleh pinjaman sekaligus juga untuk
mendapat keuntungan bagi seluruh anggota Kopa Idi dalam bentuk Sisa Hasll
Usaha (SHU) dan juga memberikan kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan
sehari-hari karena adanya Toserba (Toko Serba Ada). Pada usaha Toserba (Toko
Serba Ada) Kopa Idi menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti Gula,
Minyak, Beras, Sabun, Rinso, dil.Yang menjadi anggota Kopa Idi adalah Hakim
dan Pegawai Pengadilan Agama Idi (Sekarang Mahkamah Syar’iyah). KOPA Idi
tersebut didirikan karena banyak Pegawai dan Hakim mengeluhkan bahwa
penghasilan bulanan yang diterimanya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Muncullah Ide atau gagasan dari beberapa orang yang disebut sebagai
pendiri KOPA Idi

9. Berapajumlah pegawai dan hakim pada masatahun 1988 s/d 1989 sewaktu pendirian
Kopaldi?

Jumlah Pegawa dan Hakim Pengadilan Agama Idi (sekarang : Mahkamah
Syar’iyah Idi) pada saat tahun 1989 berjumlah 25 orang.

10. Aparujukan dasar bagi konsep AD/ART Kopa Idi tahun 1988?

Rujukan dasar untuk pembuatan konsep AD/ART Kopa Idi meninjau pada
ketentuan perundang-undangan No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perkoperasian dalam mengelola Koperasi dan terakhir merujuk pada perubahan
Kedua UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

11. Siapa sgja pengurus koperasi dari tahun 1988-20167?

Pada saat itu yang menjadi pengurus Kopa Idi adalah, Ilyas Amin (Hakim)
sebagai Ketua Kopa Idi, Salbiyah (Panitera Pengganti) sebagai Sekretaris Kopa
Idi, Ismi (Wakil Panitera) sebagal Bendahara Kopa Idi. Kopa Idi tersebut diawasi
pelaksanaannya oleh Badan Pengawas Koperasi (BPK), yang diawasi oleh 2
orang, yaitu, Mahyiddin (Panitera) dan Sarifuddin (Hakim).Dalam perjalanannya
Kopa Idi sampai sekarang, telah berganti pengurus dan BPK berkali-kali, ini
diakibatkan oleh mutasinya Hakim dan Pegawai. Pergantian pengurus Kopa Idi,
dimulai tahun 1996, tahun 2008, tahun 2012, sampa terakhir tinggallah saya
Nizar, S.Ag (Staf) pada tahun 2012 saat itu jabatan saya di Koperas sebagai
Bendahara, sedangkan Ketua Kopa Idi pada tahun tersebut, Syarkawi (Hakim) dan
Sekretaris Kopa Idi Mujihendra, (Hakim) telah pindah. Pada saat itu tahun 2012
tidak ada pemilihan lagi pengurus Kopa Idi sampa bulan Agustus tahun
2016.Sgjak saat itu saya sebagai Bendahara merangkap juga bekerja sebagai
Ketua dan Sekretaris. Karena itu ketika saya menjadi pemain tunggal dalam hal



ini merangkap sebagai Ketua, Sekretaris sekaligus Bendahara, pembukuan dan
LPJ Kopa Idi tidak tersusun dengan baik, dikarenakan kurang anggota dan saya
menyadari betul kelemahan ini. Disamping juga anggota Kopa Idi dari tahun
2012- bulan Agustus 2016 vakum, tidak ada keinginan untuk membuat Rapat
| stimewa memilih pengurus baru.

12. Apakah pembukuan dan LPJ koperasi awalnya tersusun dengan baik?

Awalnya pembukuan LPJ koperasi tidak tersusun dengan baik, administras
pembukuan dan pelaporan tidak rapi, karena koperasi sempat vakum untuk
beberapa lamanya dikarenakan banyaknya pengurus yang pindah dan belum
terpilihnya pengurus baru, sehingga kadang pengurus koperasi hanya tunggal,
saya sendiri sampai dengan tahun 2016 serta kurangnya pedoman administrasi
pembukuan koperasi yang dapat dijadikan rujukan.

13. Sgiak kapan bapak (Nizar, S.Ag) memimpin koperas sebagai ketua koperasi?

Melihat sgjarah sebelumnya pada tahun 2012 saat itu jabatan saya di Koperasi
sebagai Bendahara, sedangkan Ketua Kopa Idi pada tahun tersebut, Syarkawi
(Hakim) dan Sekretaris Kopa Idi Mujihendra, (Hakim) telah pindah. Pada saat itu
tahun 2012 tidak ada pemilihan lagi pengurus Kopa Idi sampa bulan Agustus
tahun 2016.Sejak saat itu saya sebagai Bendahara merangkap juga bekerja sebagai
Ketua dan Sekretaris. Sehingga sering dikatakan saya sebagaai pemain tunggal,
one man one Show.

14. Apa pertimbangan perintis/pendiri koperas dahulu memakai margin 0.5% yang
digunakan dalam bunga pinjaman?

Pertimbangannya perintis/pendiri terdahulu memakai margin 0.5% dalam bunga
pinjaman adalah karena bunga tersebut lebih rendah daripada bunga bank yang
pada saat itu tahun 1989 jauh lebih tinggi dari bunga Kopa Idi. Disamping
membantu anggota Kopa Idi untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang
rendah juga membantu anggota koperasi untuk bisa mendapatkan sisa hasil usaha
(SHU) atau keuntungan dari bunga 0.5% tersebut di akhir tahunnya.

T. Swandi, SHI, MH (Ketua Kopa Idi Tahun 2016-2018)

1. Kapan pemilihan pengurus baru koperasi sehinggaterpilih anda (T. Swandi, S.HI,
MH) sebagai Ketua kopa Idi periode 2016-2018?

Saya dipilih menjadi Ketua Koperasi pada masa Ketua Mahkamah Syar’iyah Idi,
Drs. Said Safnizar, MH pada bulan Agustus 2016.

2. Bagamanalatar belakang sehinggatercetuside untuk pemilihan pengurus baru Kopa
Idi?

Pada saat itu ketika bulan Agustus 2016, Koperass KOPA Idi hampir collaps
karena Koperass KOPA IDI tersebut eksis, tetapi seperti tiada.ltu dikarenakan
Pengurus sebelumnya Yaitu Nizar, S.Ag hanya sendiri dalam mengurus koperasi
KOPA IDI sebagai Ketua Koperas merangkap sebagai Sekretaris dan
Bendahara.Pembukuan Koperas dulu pun tidak tersusun dengan rapi dan



menyeluruh. Mantan Ketua Koperasi KOPA IDI Nizar, S.Ag memulai karirnya

sebagal Pengurus KOPA IDI dimulai sgjak tahun 1996, pada saat itu sebagai

Sekretaris Kopa Idi, pada tahun 2008 pernah menjabat Bendahara Kopa Idi dan

terakhir tahun 2012 masih menjabat dengan jabatan yang sama Bendahara Kopa

Idi. Tahun 2012 Ketua Kopa Idi Syarkawi dan Sekretaris Mujihendra pindah,

sehingga saudara Nizar, S.Ag yang saat itu Bendahara menjadi pemain tunggal

dan merangkapsebagal K etua dan Sekretaris Kopa Idi sampai dengan tahun 2016.

Pada masa Ketua Said Safnizar, barulah berkembang ide untuk membenahi

KOPA DI karena mengingat, modal setiap anggota KOPA Idi masih tersimpan

dan ingin untuk dikelola dengan pembukuan yang baik oleh kepengurusan yang

baru

. Sigpa sgja nama-nama kepengurusan koperasi Kopa Idi yang terpilih di periode 2016-

20187

-. Pada saat rapat luar biasa dilakukan, saya T. Swandi, SHI, MH terpilih sebagai
Ketua, Sarbaini, S.El terpilih sebagai Sekretaris Koperasi dan Khalidah, S.Ag
terpilih sebagai Bendahara Koperasi.

. Bagaimana system pemilihan ketua Kopa Idi oleh anggota-anggota koperasi?

- Kepengurusan baru tersebut ini terpilih adalah hasil dari Musyawarah Luar Biasa
yang dilakukan pada bulan Agustus 2016 yang di selenggarakan oleh semua
anggota KOPA 1DI. Amanah yang telah diberikan oleh semua anggota KOPA DI
ini tentunya, kami sebagai pengurus baru benar-benar memanfaatkan dan
menjaga amanah tersebut sebaik mungkin.

. Bagaimana awal kepemimpinan anda (T. Swandi, S.HI, MH) sebagai Ketua koperas

Kopa ldi dalam hal pembukuan laporan koperasi?

-.  Pada kepengurusan pertama yang saya lakukan adalah membenahi pembukuan
keuangan Koperasi KOPA DI dengan merapikan file-file pertanggungjawaban
dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di kepengurusan yang
lama. Hingga pada saat pertanggungjawaban pertama di akhir tahun 2016,
kepengurusan baru membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap
anggota yang mana ketentuan-ketentuan mengikuti AD/ART KOPA |di.

. Berapa macam jenis pengumpulan dana anggota koperasi ?

- Di daam pengumpulan atau penghimpunan dana, pengurus menetapkan ada 3
jenis dari anggota KOPA Idi sendiri yaitu Simpanan Pokok, Simpanan Wgjib dan
Simpanan Sukarela.

. Apasgja produk usaha yang ada pada Kopa Idi masa kepemimpinan anda (T. Swandi,

SHI, MH) sebagai ketua koperasi Kopa Idi?

- Produk usaha yang ditetapkan Ketua baru menurut AD/ART ada beberapa jenis
produk, dimula dari produk Simpan Pinjam, produk Usaha meliputi Pembuatan
Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Penjualan Rokok. Produk
Peminjaman Uang dan ke -3 (tiga) jenis usahatersebut adalah cara Koperasi
memberdayakan modal yang telah terkumpul dari setiap anggota KOPA Idi
dengan bertujuan mendapatkan keuntungan dan akan dibagi kepada setiap anggota
KOPA Idi pada setiap akhir tahunnya ketika Rapat Anggota Tahunan(RAT)
berlangsung yang dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU).



8. Padaproduk pinjaman uang di koperasi Kopa Idi, agad apa yang digunakan?

- Produk Simpan Pinjam menggunakan agad mudharabah.

9. Bagaimana system keuntungan yang dilaksanakan oleh pengurus koperasi Kopa Idi
dalam memutar modal setiap anggota Kopa Idi untuk diperoleh keuntungan yang akan
dibagi kepada setiap anggota koperasi Kopa Idi pada akhir tahun?

- System keuntungan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan operasional koperasi
Kopa Idi diambil dari keuntungan, keuntungan Penjualan Rokok, keuntungan
Penjualan Pulsa dan Jasa Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan yang diterima
oleh Pengurus Koperas melalui Manager Koperasi yang membantu menjalankan
operasional koperasi dan bertugas menerima jasa pengetikan di setigp bulannya
sertadikurangi dengan Gaji Manager dan biaya-biaya pemeliharaan lainnya, itulah
yang disebut keuntungan bagi KOPA Idi.

10. Berapa besaran margin yang ditetapkan pada produk koperasi peminjaman uang?

- Pada produk Peminjaman Uang, dikenakan bunga 0,5% dari pokok pinjaman dari
setiap bulannya untuk setiap Peminjaman.

11. Pada usaha koperasi Kopa Idi, salah satunya pembuatan surat gugatan/permohon,
jenis-jenis perkara apa saja yang bisa di akomodir oleh koperasi Kopa Idi dan berapa
besaran jasa pembuatannya?

- Pada Produk Usaha, Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, keuntungan didapat
dari setiap Pencari Keadilan/Masyarakat Aceh Timur yang membutuhkan Jasa
setigp Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan dikenakan tarif-tarif tertentu. Untuk
Surat Gugatan/Permohonan seperti Cerai Gugat, Cerai Taak, Itsbat Nikah,
Penetapan Ahli Waris dikenakan biaya Rp. 100.000,- sedangkan untuk perkara
Warisan dikenakan tarif Rp.300.000,-.

12. Bagaimana cara mencari atau mendapatkan keuntungan yang bersih/netto dari usaha-
usaha koperasi Kopa ldi yang dijalankan?

- Cara mencari dan mendapatkan keuntungan dari koperasi diambil dari seluruh
keuntungan baik dari keuntungan jasa 0.5% dari produk Peminjaman Uang, Jasa
Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, Penjualan Pulsa dan Rokok, maka akan di
rekap untuk di setigp akhir tahun dan keuntungan yang telah didapat akan menjadi
SHU yang akan dibagikan kepada setiap anggota Koperasi menurut ketentuan
yang berlaku.

Sarbaini, S.EI (Sekretaris Kopa Idi Tahun 2016-2018)

1. Apakah ada aturan hukum nasional yang mengatur tentang Koperasi Syariah?

- Hukum nasional yang mengatur tentang Koperasi Syariah ditanda dengan
hadirnya aturan dari Permen 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman
Standar Operasional Mangjemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi.



2. Menurut Permen 3.52/PER/M.KUKM/X/2007 apakah Kopa Idi tergolong KJK S atau

UJKS?

- Menurut Permen 3.52/PER/M.KUKM/X/2007 tersebut koperas Kopa Idi dapat
dikelompokkan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, hal tersebut seperti
diatur pada Permen tersebut, Bab 1, Pasa 1 menyatakan bahwa, Koperas Jasa
Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KIJKS, adalah Koperasi yang kegiatan
usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola
bagi hasil (syariah).

3. Apasgausahayang adadi koperasi Kopa Idi?

- Untuk usaha sekarang ini yang dijalankan oleh KOPA Idi, meliputi Simpanan
dengan bagi hasil (Agad Mudharabah), Penjualan Rokok dan Pulsa, Jasa
Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan, sedangkan jenis Investasi dan
Pembiayaan belum ada pada Kopa Idi.

4. Apatantangan bagi Kopa Idi kedepan dalam menerapkan system syariah?

- Tantangan besar dalam pelaksanaan konversi dari Koperasi Konvensional kepada
Koperasi Syariah adalah terletak pada SDM nya. Tingkat kualitas SDM yang
mengerti dan paham tentang sistem syariah dalam koperas masih rendah. Hal
tersebut, karena tidak adanya pelatihan atau pendidikan tentang pengetahuan
ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian. Sehingga Koperasi yang sudah
lama berdiri sgak tahun 1988 masih menggunakan pola sistem yang lama yakni
Konvensional. Tantangan lainnya adalah, masih banyak anggota KOPA Idi yang
beranggapan bahwa jika Koperass KOPA Idi di konvers menjadi Koperas
Syariah, maka tingkat keuntungan Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun berjalan
akan semakin sedikit, karena di dalam Koperasi Syariah tidak dikenal adanya
unsur bunga (ribawi) dalam peminjaman. Sehingga sudah barang tentu, tidak akan
ada tambahan keuntungan pada produk peminjam uang.

Khalidah, S.Ag (BendaharaKopa Idi Tahun 2016-2018)

1. Apapeuang bagi KOPA Idi untuk menerapkan system syariat?

- Koperas memiliki payung hukum nasional tentang system syariat bagi koperasi
syariah diatur Permen Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman
Standar Operasional Mangjemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi.

2. Daam membuat konsep AD/ART Kopa Idi pertama tahun 1989 dan AD/ART Kopa

Idi keduatahun 1996, merujuk pada peraturan perundang-undangan nomor berapa?

- Peraturan perundang-undangan yang dirujuk dalam pembuatan AD/ART ditinjau
dari UU No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan UU No.25
tahun 1992 tentang Perkoperasian,

3. Apakah ada payung hukum UU Nasional dan Perda/Qanun yang mengakomodir

Koperas Syariah?

- Payung hukum nasional tentang keistimewaan Aceh yang mengatur bidang
penyelenggaraan agama tertuang daam UU No. 11 tahun 2006 tentang



Pemerintah Aceh dan terakhir Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah yang mengakomodir lembaga keuangan syariah salah satunya
koperasi.

4. Apapeluang bagi Kopa Idi untuk menjadikan Kopa Idi menjadi koperasi syariah?

“Saya merasa, regulasi sejak dari hulu sampai ke hilir telah ada, dan tinggal kita
sebagai pengurus dan didukung kesepakatan semua anggota Koperasi KOPA Idi
untuk mengubah systemnya. Peluang untuk menjadikan Kopa idi menjadi
Koperas Syariah terbuka lebar, alasannya sebahagian anggota Kopa Idi
mengetahui tentang ilmu ekonomi syariah, ditambah lagi SDM anggota Kopa Idi
yang handal untuk mengelola koperasi.

5. Bagamana aturan yang diatur dalam AD/ART, jika seandainya Kopa Idi ingin
merubah koperasi konvensional menjadi koperasi syariah?

Jka meliha pada AD/ART perubahan kedua Kopa Idi  Nomor
324/BH/PAD/KWK.1/XI11/1996 tahun 1996, pada BAB XIV pasa 31 ayat
(3)disebutkan : “Dalam keadaan istimewa/Luar biasa, rapat anggota syah apabila
dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi. Pada ayat (4) nya disebutkan
”Yang dimaksud dengan keadaan Istimewa/Luar biasa dalam ayat (3) pasal ini
adalah; butir ( ¢ ) Apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung
ketentuan  Undang-undang atau  peraturan-peraturan/K etentuan-ketentuan
pelaksanaannya.Juga pada pasal 32 ayat (1) disebutkan “Untuk mengubah
anggaran dasar harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota koperasi dan keputusannya
harus disetujui oleh suaraterbanyak dari jumlah suara yang hadir.

6. Apakah kepengurusan Kopa Idi tahun 2016-2018 ada ide atau usulan dari anggota
untuk menjadikan koperasi Kopa Idi menjadi koperasi syariah?

Hanya sgja pada waktu itu Kopa Idi belum dapat dirubah anggaran dasarnya
menjadi Koperasi Syariah, karena anggota Kopa Idi tidak mau terlalu perduli dan
terlibat aktif dikarenakan kesibukan pada tugas pokok dan fungs jabatan yang
diemban masing-masing sangat padat dan lagi pula karena koperasi tersebut
bersifat tolong menolong dan sedikit honor yang diterima oleh pengurus membuat
pengurus koperasi tidak terlalu fokus dan maksimal dalam mengelola Koperas
tersebut. Pada masa pengurusan Kopa Idi tahun 2016-2018 pernah ada usulan atau
ide mengenai perubahan system koperasi menjadi syariah dari beberapa anggota,
mereka ingin Kopa Idi tidak ada riba dan benar-benar menjalankan prinsip tolong-
menolong, tetapi karena banyak anggota lainnya Kopa Idi yang kurang perduli
terhadap system syariah dan tidak terlibat aktif pada rapat RAT, maka akhirnya
ide itu terbenam dengan sendirinya.

7. Bagaimanakah system operasiona yang berjalan sekarang di Kopa Idi dan di masa
kepengurusan Kopa Idi tahun 2016-2018, adakah anggota yang berkeberatan jika
koperasi dirubah ke system ekonomi syariah?

Masa kepengurusan Kopa Idi tahun 2016-2018 bahkan hingga sekarang KOPA Idi
masih menjalankan system bunga dengan agad mudharabah 0,5% nya pada setiap
pinjaman uang dan pada waktu itu belum ada anggota KOPA Idi yang
berkeberatan jika koperasi dirubah ke system ekonomi syariah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITASDIRI

Nama : Afwan Zahri, SHI

Tempat/Tinggal Lahir : Banda Aceh/01 Oktober 1989

NIP : 198910012012121001

Pangkat/Gol. : PenataMudaTk. I/111/B

Jabatan : Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar’iyah Calang
AlamatRumah . J. Tgk. Yahya Pineung, No. 6, Gampong Pineung,

Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Kode Pos
23116
Alamat Kantor . J. Medan-Banda Aceh, KM. 381, Gp. Paya Gagjah,

Kecamatan Peurelak Barat, Kabupaten Aceh Timur,

K ode Pos 24450.
Email : afwanzahri @gmail.com
NamaAyah : Zahri Mahmud
Namalbu - Rustuti

B. RIWAYAT PENDIDIKAN
1. Pendidikan Formal
a MIN 1 Kota Banda Aceh, tahun lulus 2001

b. MTsN 1 KotaBanda Aceh, tahun lulus 2004



2.

c. SMAN 12 Kota Banda Aceh, tahun [ulus 2007

d. S1 Jurusan Ekonomi dan Hukum Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ar-
Raniry Kota Banda Aceh, tahun lulus 2012

Pendidikan Non Formal

a. LembagaBahasa Ingggris LIA Kota Banda Aceh, tahun 2010

b. Baai Latihan KerjaIndustri Kota Banda Aceh, tahun 2010

c. Lembaga Bahasa Inggris Institut Paradise Kota Banda Aceh, tahun
2012

d. Studi PurnaUlamalAIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh, tahun 2012

C. RIWAYAT PEKERJAAN

1

2.

3.

4.

Asisten Toko Ponsel di Kota Banda Aceh, tahun 2008

Kasir Toko Komputer Pineung Technozone di Kota Banda Aceh, tahun
2008-2010

Kasir Toko Rental Warung Internet di Kota Banda Aceh, tahun 2011

Penyiar di Radio Binkara FM Kota Banda Acehtahun 2012

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1

Anggota organisass BEMA (Badan Eksekutif Mahasiswa Ar-Raniry) tahun
2008-2009
Anggota Taekwondo Dojang IAIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh, tahun

2008-2010



E. KARYAILMIAH
1. Penélitian
a. Skripsi S1 yang berjudul “Evaluasi Sertifikasi Halal yang dilakukan
oleh MPU Aceh”

Caang, 25 Januari 2021

Afwan Zahri, S.HI

Xi



	Tesis Cetak Afwan Zahri.pdf
	1 Cover.pdf
	2 AFWAN ZAHRI.pdf
	3 Nota Dinas Pembimbing I.pdf
	4 Nota Dinas Pembimbing II.pdf
	5 Abstrak-Daftar Lampiran.pdf
	Abstrak.pdf
	Abstrak English.pdf
	تجريد
	Transliterasi Arab-Latin.pdf
	Kata Pengantar.pdf
	Daftar Isi.pdf
	Daftar Tabel.pdf
	Daftar Lampiran.pdf

	6 Tesis Afwan Zahri.pdf
	7 Lampiran Lembar Tengah.pdf
	8 Daftar Lampiran Wawancara.pdf

	9 Daftar Riwayat Hidup.pdf

